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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun
dan menyampaikan lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Il Tahun 2013 kepada
lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu. IHPS disusun untuk memenuhi
amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 18. Menurut ketentuan tersebut, BPK
wajib menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan serta Presiden/gubernur/
bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang
bersangkutan.

IHPS 1l Tahun 2013 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
BPK atas 662 objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan sebanyak 117 objek
pemeriksaan, pemeriksaan kinerja sebanyak 158 objek pemeriksaan, dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu (PDTT) sebanyak 387 objek pemeriksaan. Pada Semester
[l Tahun 2013, BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja dan PDTT sesuai dengan
kebijakan pemeriksaan BPK 2012-2015. Kebijakan pemeriksaan tersebut disusun
dengan memperhatikan program/kegiatan pemerintah dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Bidang-bidang yang menjadi prioritas
pemeriksaan antara lain bidang reformasi birokrasi dan tata kelola, infrastruktur, iklim
investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta
pengelolaan BUMN dan BUMD. Adapun untuk pemeriksaan atas Laporan keuangan
(LK), pemeriksaan atas 117 LK tersebut sebagian besar adalah Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2012 yang belum diperiksa dan/atau belum
dilaporkan pada Semester | Tahun 2013.

Secara umum, berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT, BPK memandang
bahwa pemerintah pusat/daerah perlu lebih optimal dalam meningkatkan
penerimaan negara/daerah. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain adalah
intensifikasi penerimaan negara dari sektor migas melalui peningkatan pengawasan
pelaksanaan kontrak-kontrak migas, meningkatkan pengawasan dan pengendalian
atas cost recovery, kecermatan menghitung potensi pajak dan memungut pajak
daerah, serta optimalisasi penerimaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Disisi pengeluaran, pemerintah pusat/daerah
harus mengelola setiap program/kegiatan secara efisien dan efektif serta sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menekan
penyimpangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan
penerimaan negara/daerah. Dengan demikian, setiap rupiah penerimaan negara/
daerah dapat dibelanjakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, penyediaan
fasilitas publik, dan pelaksanaan kegiatan pemerintah secara efektif dan efisien serta
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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IHPS II Tahun 2013 ini dibagi menjadi lima buku yang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan. Adapun sistematika buku IHPS adalah sebagai berikut: Buku
| berisi Ringkasan Eksekutif; Buku Il berisi Ikhtisar Pemeriksaan Keuangan; Buku Il
berisi Ikhtisar Pemeriksaan Kinerja; Buku IV berisi Ikhtisar PDTT; serta Buku V berisi
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian
Kerugian Negara/Daerah.

IHPS ini diharapkan memberikan informasi yang menyeluruh kepada lembaga
perwakilan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan tentang hasil
pemeriksaan BPK selama satu semester. BPK berharap informasi tersebut dapat
dipergunakan sebagai referensi dalam upaya perbaikan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK Semester Il Tahun 2013
secara lengkap dimuat dalam LHP yang kami lampirkan dalam bentuk cakram padat
atau compact disc (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

Jakarta, 28 Maret 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Buku I IHPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS Il Tahun 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pokok-Pokok Pemeriksaan BPK selama Semester Il Tahun 2013

° Pemeriksaan untuk Mendorong Peningkatan Kinerja dan Kepatuhan

Pada Semester Il Tahun 2013, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap
662 objek pemeriksaan dengan prioritas pada pemeriksaan kinerja dan
PDTT. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sebanyak 117 merupakan objek
pemeriksaan keuangan, 158 objek pemeriksaan kinerja, dan 387 objek PDTT.

° Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Migas

BPK dalam Semester Il Tahun 2013 telah memeriksa cost recovery pada
delapan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas. Berdasarkan pemeriksaan
tersebut, BPK telah mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor migas
senilai USD81,614.96 ribu ekuivalen Rp994,80 miliar yang berasal dari koreksi
cost recovery dan koreksi kewajiban perpajakan KKKS.

o Penyelamatan Uang/Aset.

Dalam Semester Il Tahun 2013 BPK telah mengungkapkan sebanyak 10.996
kasus senilai Rp13,96 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.452 kasus
senilai Rp9,24 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan
kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Selama proses pemeriksaan, BPK telah menyelamatkan uang/aset negara yang
berasal dari penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/
perusahaan milik negara/daerah senilai Rp173,55 miliar yang berasal dari
tindak lanjut entitas atas temuan ketidakpatuhan.

° Pemantauan Kerugian Negara.

Selama periode Tahun 2003 s.d. 2013, BPK telah memantau penyelesaian
kerugian negara/daerah atas 24.474 kasus senilai Rp3,12 triliun, dengan tingkat
penyelesaian sebanyak 15.538 kasus senilai Rp603,50 miliar.
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° Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Selama periode Tahun 2009 s.d. 2013, BPK telah menyampaikan sebanyak
212.750 rekomendasi senilai Rp81,49 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari
jumlah tersebut, sebanyak 53,77% atau 114.397 rekomendasi senilai Rp28,07
triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, dan di antaranya
sebanyak 16.170 rekomendasi senilai Rp3,91 triliun ditindaklanjuti pada
periode Semester Il Tahun 2013.

Tindak lanjut berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/
daerah/perusahaan milik negara/daerah dan secara kumulatif dari Tahun 2009
s.d. 2013 adalah senilai Rp16,56 triliun yang di antaranya senilai Rp1,39 triliun
ditindaklanjuti selama Semester |l Tahun 2013.

° Penegakan Hukum.

Selama periode Tahun 2003 s.d. 2013, BPK telah menyampaikan hasil
pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang
sebanyak 432 temuan senilai Rp42,71 triliun, di antaranya sebanyak 48 temuan
senilai Rp4,50 triliun disampaikan pada Tahun 2013. Dari 432 temuan tersebut,
instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 319 temuan atau 73,84% dan
di antaranya sebanyak 102 temuan telah diputus peradilan.
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BAB 1

Pelaksanaan Pemeriksaan BPK

BPK menyusun lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) untuk memenuhi amanat
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 dan 19. IHPS disampaikan kepada
lembaga perwakilan, Presiden, dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya
tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS Il Tahun 2013 merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas
662 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan
pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola
keuangan negara. Selain ikhtisar LHP, IHPS juga memuat hasil pemantauan tindak
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian
negara/daerah, termasuk di dalamnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan
BPK yang berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang
berwenang (aparat penegak hukum).

Pada Semester Il Tahun 2013, BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap
158 objek pemeriksaan dan PDTT terhadap 387 objek pemeriksaan. Prioritas
pemeriksaan BPK disusun sesuai dengan kebijakan pemeriksaan BPK 2012-2015
yang telah diformulasikan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Hasil pemeriksaan signifikan (pemeriksaan
kinerja dan PDTT) adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Intelijen, Penindakan, dan Penanganan Perkara atas Impor Barang.
2. Kegiatan Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok.
3. Pengelolaan Audit dan Reviu LK oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

4. Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai serta Pencegahan Kebakaran
Hutan dan Lahan.

5. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional

6. Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame (PHRR).

7. Tata Kelola dan Pelayanan BUMD.

8. Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi.
9. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli.

10. Pengelolaan PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA).
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BPK juga melakukan pemeriksaan atas 117 laporan keuangan yang terdiri atas 108
LKPD dan 9 LK badan lainnya yang belum diperiksa dan/atau belum dilaporkan pada
Semester | Tahun 2013. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa terhadap 108
LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 7
LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 52 LKPD, opini Tidak Wajar (TW)
atas 2 LKPD, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 47 LKPD. Adapun
terhadap Laporan Keuangan Badan Lainnya, BPK memberikan opini WTP untuk LK
BP MIGAS Tahun 2011 dan Tahun 2012, opini WDP untuk LK PDAM Kota Padang
Tahun 2012, opini TMP untuk LK BP Batam Tahun 2012, LK PDAM Tirta Benteng Kota
Tangerang Tahun 2012, dan LK Perum PFN Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009, dan
Tahun 2010.

Upaya BPK untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara juga dilakukan antara lain melalui pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan penyelesaian kerugian negara. BPK melaporkan
hasil pemantauan TLRHP setelah melakukan penelaahan atas dokumentasi tindak
lanjut dan pembahasan dengan entitas yang diperiksa. Pejabat entitas yang diperiksa
wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. Pejabat yang tidak melaksanakan
kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang semakin efektif akan
meminimalisasi terjadinya temuan berulang serta meningkatkan kualitas laporan
keuangan, kinerja, dan kepatuhan entitas. Adapun pemantauan penyelesaian kerugian
negara yang efektif, selain akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan negara
juga akan semakin meningkatkan transparansi dari pengelolaan keuangan negara
yaitu semakin tertibnya pencatatan piutang yang timbul dari penyelesaian kerugian
negara. Seluruh hasil pemantauan TLRHP dan kerugian negara tersebut selanjutnya
disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui IHPS.
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BAB 2

Hasil Pemeriksaan yang Signifikan

BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dan PDTT pada Semester |l Tahun 2013.
Pemeriksaan tersebut bertujuan antara lain untuk menguji efektivitas program/
kegiatan, pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sejumlah permasalahan signifikan
yang perlu mendapat perhatian pemerintah, lembaga perwakilan, dan seluruh
pemangku kepentingan. Permasalahan tersebut signifikan antara lain karena temuan
pemeriksaan terjadi di banyak entitas dan hasil pemeriksaan memiliki implikasi luas
bagi kepentingan masyarakat baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Hasil
pemeriksaan signifikan tersebut antara lain sebagai berikut.

Kegiatan Intelijen, Penindakan, dan Penanganan Perkara atas Impor
Barang

BPK telah melakukan pemeriksaan
Kegiatan intelijen, penindakan, dan kinerja atas Kegiatan Intelijen,
penanganan perkara atas impor  pepindakan, dan Penanganan Perkara
barang kurang efektif dalam menjamin = 53¢ Impor Barang yang Dilaksanakan
pengawasan lalu lintas impor barang pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Jawa Timur |,
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Juanda, Kanwil DJBC
Sumatera Utara, KPPBC Belawan, Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT, dan KPPBC Ngurah Rai
di Jakarta, Surabaya, Belawan, dan Denpasar TA 2012 sampai dengan Semester | TA
2013. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan intelijen, penindakan, dan
penanganan perkara atas impor barang kurang efektif dalam menjamin pengawasan
lalu lintas impor barang. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-
kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut sebagai berikut.

1. Prosedurdan kebijakan kegiatan intelijen, penindakan dan penanganan perkara
atas impor barang belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut antara lain terkait
ketentuan jangka waktu penyelesaian hasil penindakan dan penanganan barang
tanpa pemilik (lost and found) yang dikelola oleh maskapai penerbangan belum
tersedia, peraturan dan kebijakan mengenai penyampaian pemberitahuan
dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan tidak selaras antara satu peraturan
dengan peraturan lainnya, peraturan dan kebijakan belum dijabarkan secara
lengkap ke dalam standar operasi dan prosedur (SOP) dan belum dapat
diimplementasikan secara optimal, serta mekanisme kegiatan evaluasi atas
prosedur dan kebijakan belum memadai.

2. Ketersediaan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) belum
sepenuhnya memadai, hasil analisis beban kerja juga belum memperhitungkan
seluruh uraian jabatan sehingga tidak menggambarkan kebutuhan pegawai
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yang ideal untuk melaksanakan kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan
perkara pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC.

3. Ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya
memadai.

4. Sistem informasi yang dirancang belum sepenuhnya terintegrasi antarunit
terkait dan belum sepenuhnya mendukung kegiatan intelijen, penindakan dan
penanganan perkara atas impor barang.

5. Pelaksanaan kegiatanintelijen, penindakan, dan penanganan perkaraatasimpor
barang belum terkoordinasi dan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur
dan kebijakan yang berlaku, serta mekanisme pemutakhiran profil importir
pada Direktorat P2, pelaporan dan evaluasi hasil kegiatan belum memadai.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan dhi. Direktur Jenderal Bea dan
Cukai agar mengupayakan aturan terkait kewajiban maskapai penerbangan untuk
melaporkan status barang lost and found, menyelaraskan ketentuan dengan peraturan
diatasnya, menjabarkan aturan ke dalam SOP, dan membina jajarannya terkait evaluasi
atas prosedur dan kebijakan, menyempurnakan aturan mutasi, memenuhi kekurangan
SDM, memenuhi dan memelihara sarana dan prasarana, menyempurnakan desain
sistem informasi, dan memerintahkan pejabat terkait untuk meningkatkan koordinasi
internal dan pengawasan dalam pemutakhiran database profil importir, pelaksanaan
tupoksi, pelaporan dan evaluasi.

Kegiatan Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok

Hasil pemeriksaan menunjukkan
bahwa kegiatan pelayanan
operasional Pelabuhan Tanjung Priok,
yang meliputi kegiatan pengaturan
dan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh otoritas pelabuhan
(OP), kegiatan penjaluran kepabeanan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan
DIBC, kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan oleh Kantor Pelayanan Umum
Bea dan Cukai Tanjung Priok, kegiatan kekarantinaan yang dilaksanakan oleh Balai
Karantina, pemberian izin dan rekomendasi terkait larangan pembatasan (lartas)
impor yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian/lembaga (K/L) tidak efektif
menjamin kelancaran layanan kapal dan arus barang, sebagaimana terlihat dari data
berikut.

Kegiatan pelayanan operasional
Pelabuhan Tanjung Priok tidak efektif
menjamin kelancaran layanan kapal dan
arus barang

1. Persentase jumlah kapal yang waktu tunggu kapalnya (waiting time/WT)
melebihi standar selama satu jam (terlambat) meningkat dari Tahun 2012
sebesar 18,22% menjadi 22,08% pada Tahun 2013 (s.d Agustus).

2. Rata-rata rasio perbandingan antara jumlah penggunaan ruang penimbunan
denganruangpenimbunanyangtersediaatau Yard Occupancy Ratio (YOR) Impor
Pelabuhan Tanjung Priok tidak memenuhi standar yang ditetapkan maksimal
sebesar 65% yaitu Tahun 2012 mencapai sebesar 76,77% dan Tahun 2013 (s.d.
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Agustus) mencapai sebesar 89,17%. YOR mengalami tren peningkatan, dan
terendah pada bulan Agustus 2012 sebesar 61,86% dan tertinggi pada bulan
Juli 2013 sebesar 98,55%, sebagaimana disajikan dalam Grafik 1.

Grafik 1. Data Perkembangan YOR Impor Tahun 2012 s.d. Agustus 2013
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3. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh peti kemas mulai dari kegiatan bongkar
muat sampai keluar dari gate terminal/tempat penimbunan sementara (TPS)
(dwelling time/DT) impor Tahun 2013 (s.d. Agustus) mencapai 7,73 hari atau
lebih tinggi 1,75 hari dibandingkan rata-rata Tahun 2012 yaitu 5,98 hari.
Semakin tingginya DT pada saat YOR melebihi standar menunjukkan adanya
risiko kongesti (kemacetan) di Pelabuhan Tanjung Priok. Perkembangan DT
Impor selama Tahun 2012 s.d. Agustus 2013 disajikan dalam Grafik 2.

Grafik 2. Perkembangan DT Impor Selama Tahun 2012 s.d. Agustus 2013
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Ketidakefektifan kegiatan pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok untuk menjamin
kelancaran layanan kapal dan arus barang terutama disebabkan oleh permasalahan-
permasalahan pada empat tahap pelayanan pelabuhan meliputi WT, pre customs
clearance, customs clearance, dan post custom clearance. Permasalahan pada tahap
WT adalah kegiatan jasa layanan kapal belum menjamin pencapaian WT sesuai
dengan standar. Permasalahan jasa layanan kapal meliputi sistem operasi pelabuhan
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belum sepenuhnya memberikan pengendalian atas pelayanan pandu dan belum
sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten, serta ketersediaan alat pada Pelabuhan
Tanjung Priok guna memenuhi kebutuhan jasa kepelabuhanan belum memadai.

Permasalahan pada tahap pre customs clearance adalah proses perizinan dan/atau
rekomendasi impor barang pada K/L terkait belum mendukung kelancaran arus
barang di Pelabuhan Tanjung Priok sehingga rata-rata waktu pre customs clearance
Tahun 2012 s.d. Agustus 2013 mencapai 41,48% dari total DT, berdampak terhadap
tingginya DT.

Permasalahan padatahap customs clearance adalah ketidakjelasan dan ketidaktegasan
pengaturan pemutakhiran profil importir/komoditi dan waktu pemutakhirannya serta
kelemahan manajemen risiko dan sistem informasi penjaluran dapat menimbulkan
risiko penyalahgunaan wewenang pada pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
Permasalahan pemutakhiran profil importir untuk penjaluran tersebut di atas
merupakan kelemahan pengendalian signifikan yang dapat menimbulkan risiko
penyimpangan pada tahap pengawasan dan pelayanan kepabeanan antara lain
penyalahgunaan wewenang padatahap penetapanjalur, analyzing point, pemeriksaan
barang dan dokumen serta pengeluaran barang. Penyimpangan tersebut dapat
mengakibatkan adanya barang masuk wilayah Indonesia tanpa pengawasan dan nilai
bea masuk yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kondisi tersebut berdampak
terhadap tingginya persentase jalur merah.

Permasalahan pada tahap post custom clearance adalah proses penanganan
pengeluaran barang belum mendukung kelancaran arus barang sehingga rata-rata
waktu post customs clearance periode Januari 2012 s.d. Agustus 2013 yang mencapai
35,73% dari rata-rata DT, berdampak terhadap tingginya DT.

Permasalahan yang mempengaruhi seluruh tahapan proses bisnis pelayanan
pelabuhan tanjung priok meliputi 1) pengaturan, pengendalian, pengawasan dan
koordinasi untuk menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok
yang merupakan kewenangan OP belum didukung dengan peraturan pelaksanaan
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengusahaan secara terpadu dan
terkoordinasi, dan peraturan pemberian konsesi; 2) Protokol Manajemen Krisis untuk
menjamin kelancaran arus barang yang terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok tidak ada;
3) TPS belum mempunyai Standar Operasi dan Prosedur Pindah Lokasi Penumpukan
yang selaras dengan ketentuan kepabeanan dan proses belum didukung dengan
sistem informasi yang terintegrasi; 4) ketersediaan infrastruktur dan parkir belum
memadai yang penanganannya perlu dikoordinasikan antar instansi terkait dan pola
pergerakan truk belum ditata secara baik sehingga terjadi kepadatan lalu lintas dan
terganggunya kelancaran arus barang; 5) sistem informasi pelabuhan yang belum
sepenuhnya terintegrasi dalam mendukung kelancaran arus kapal dan barang.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengkoordinasikan Menteri Perhubungan,
Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Kepala
BPOM agar meningkatkan efektivitas fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan
dan koordinasi untuk menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok,
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menerapkan sistem online pemberian ijin dan rekomendasi yang terintegrasi serta
evaluasi dan penyempurnaan ketentuan lartas impor barang, mengkoordinasikan
pengaturan penanganan pengeluaran barang, mengkoordinasikan ketersediaan
infrastruktur dalam kerangka sistem logistik nasional; dan mengkoordinasikan
kebijakanintegrasisisteminformasikepelabuhanandansisteminformasiperdagangan.

Pengelolaan Audit dan Reviu LK oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)

Tata kelola sistem pengawasan yang
meliputi standar, kode etik dan
juklak/juknis merupakan prasyarat
dasar berfungsinya lembaga APIP.
Hasil pemeriksaan menunjukkan
bahwa tata kelola yang ada belum
mendukung pengelolaan audit dan
reviu LK oleh APIP. Pengelolaan audit dan reviu LK belum mencerminkan perencanaan
audit yang cermat, pelaksanaan audit dan reviu yang tepat, dan pelaporan yang andal
serta perbaikan kualitas audit dan reviu LK yang berkelanjutan.

Tata kelola sistem pengawasan belum
mendukung pengelolaan audit dan reviu LK
oleh aparat pengawasan intern pemerintah
(APIP)

Kelemahan dalam tata kelola APIP meliputi kelemahan dalam independensi, pedoman
operasi, kode etik dan SDM. Independensi APIP dapat dipengaruhi oleh kedudukannya
dalam struktur organisasi pemerintahan. Untuk membantu terciptanya independensi
secara organisasi, APIP seharusnya bertanggungjawab kepada pejabat tertinggi dalam
lembaga/entitasnya tanpa ada tekanan atau pengaruh politik apapun. Struktur APIP
dalam organisasi entitas masih beragam, yaitu kedudukan APIP ada yang merupakan
unit eselon |, Il dan Ill. Selain itu, struktur APIP dalam organisasi entitas belum
dilengkapi uraian tugas dan fungsi APIP. Pada APIP di pemerintah daerah, kedudukan
jabatan fungsional auditor (JF-A) dan jabatan fungsional pengawas penyelenggara
urusan pemerintahan daerah (JF-P2UD) tidak didukung uraian jabatan yang jelas.
Selain itu, pedoman operasional dalam bentuk juklak dan juknis sebagai penjabaran
dari standar audit atau pedoman pengawasan juga belum dikembangkan APIP secara
optimal untuk mendukung pelaksanaan audit di lapangan. Dalam pelaksanaan kode
etik, sebagian besar APIP belum mengimplementasikan kode etik di lingkungan
kerjanya. Pemenuhan dan pengembangan sumber daya manusia APIP juga belum
memadai baik jumlah maupun kompetensi. Jumlah JFA yang ada kurang dari
kebutuhannya.

Kegiatan utama pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP adalah audit dan reviu
LK. Perencanaan audit dan reviu LK belum memperhatikan pertimbangan risiko dalam
pemilihan objek pengawasan dan tidak mempertimbangkan pemeriksaan terdahulu
termasuk tindak lanjut rekomendasi. Selain itu, perolehan dan pemilihan bukti audit
dan reviu LK berupa dokumentasi bukti audit tidak lengkap atau tidak ada. Lebih
lanjut, laporan hasil audit (LHA) dan laporan hasil reviu (LHR) LK disusun tidak lengkap
dan sistematis.
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Oleh karena itu, untuk mendorong efektivitas pengelolaan audit dan reviu LK oleh
APIP, BPK merekomendasikan kepada

e Pemerintah agar meninjau ulang pengaturan sistem pengawasan intern
pemerintah dengan memastikan kedudukan dan peranan tiap-tiap APIP di instansi
pusat dan daerah;

e Menteri PAN-RB sebagai pembuat kebijakan agar menyusun kerangka standar
dan pedoman pengawasan intern pemerintah dengan memperhatikan kerangka
standar pemeriksaan keuangan negara dan profesi pemeriksaan serta praktik
terbaik.

e BPKP sebagai Pembina Jabatan Fungsional Auditor dan Kemendagri sebagai
pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah
(JF-P2UPD) menyusun pedoman dan rencana pengembangan profesi yang sesuai
dengan kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan.

e APIP agar

o mengembangkan hubungan kerja yang konstruktif dan efektif dengan pihak
internal maupun eksternal untuk mendorong percepatan hasil pengawasan
APIP dan tindak lanjut rekomendasi BPK guna peningkatan transparansi dan
akuntabiltas pengelolaan keuangan negara.

o meningkatkan upaya penguatan perangkat lunak audit dan reviu LK sesuai
dengan jenis, sifat, dan bentuk audit dan reviu LK untuk tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan serta tindak lanjutnya.

Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai serta Pencegahan
Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemerintah masih belum optimal
melakukan pengelolaan lingkungan
khususnya terkait upaya pengendalian
pencemaran daerah aliran sungai
serta pencegahan kebakaran hutan
dan lahan. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengendalikan
pencemaran sungai antara lain melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber
pencemar, melakukan pengendalian pencemaran air melalui instrumen perizinan lzin
Pembuangan Limbah Cair (IPLC), dan membangun pengelolaan air limbah domestik
seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan MCK. Adapun upaya
mencegah kebakaran hutan dan lahan antara lain melalui kegiatan penurunan titik
panas (hotspot).

Upaya pemerintah belum optimal
dalam mengendalikan pencemaran
daerah aliran sungai serta mencegah
kebakaran hutan dan lahan

Pencemaran Daerah Aliran Sungai

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan sumber daya air pada daerah aliran sungai (DAS)
Brantas menunjukkan bahwa pengelolaan DAS Brantas belum efektif walaupun target
penurunan beban pencemaran di DAS Brantas sebesar 15% telah tercapai. Masih
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terdapat beberapa kelemahan dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air pada DAS
Brantas oleh pemerintah pusat/daerah antara lain sebagai berikut.

a. Daya tampung beban pencemar belum ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup.

b. Upaya pengendalian pencemaran limbah cair industri dan usaha/kegiatan
melalui instrumen pengawas di Segmen Hulu, Tengah, dan Hilir belum memadai.
Permasalahan tersebut di antaranya terdapat industri & usaha/kegiatan yang
membuang limbah cair ke DAS Brantas melebihi baku mutu.

c. Program percontohan sanitasi dari pemerintah pusat tidak efektif karena tidak
adanya kesadaran dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjadikan
pembangunan fasilitas sanitasi untuk air limbah domestik sebagai program
prioritas.

Hal tersebut terjadi antara lain karena koordinasi antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah kabupaten/kota lemah. Selain itu, pelaksanakan tugas pokok dan
fungsi (tupoksi) sesuai dengan wewenang dalam upaya pengelolaan sumber daya air
juga belum memadai.

Kelemahan tersebut mengakibatkan antara lain penentuan mutu air sasaran belum
berdasarkan daya tampung beban pencemar DAS Brantas, tingginya pelanggaran oleh
pelaku usaha, dan penurunan kualitas air di Sungai Brantas. Lebih lanjut penurunan
kualitas air tersebut dapat meningkatkan biaya pemanfaatan air permukaan bagi
kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di DAS Brantas.

Terhadap temuan pemeriksaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk lebih memperhatikan amanat PP No.
82 Tahun 2001 Pasal 20 untuk segera menetapkan daya tampung beban pencemar
di DAS Brantas, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk senantiasa
memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam menegakkan hukum. Selain itu,
Menteri Lingkungan Hidup agar menyusun program terpadu pengendalian limbah
domestik di DAS Brantas bersama-sama dengan pemerintah daerah kabupaten/
kota. Lebih lanjut, BPK juga telah merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan
Umum untuk membuat program terpadu dalam melaksanakan proyek sanitasi
DAS Brantas di antaranya dengan mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota
yang belum memiliki strategi sanitasi perkotaan (SSK) untuk segera menyusun SSK,
sehingga program sanitasi dilakukan dengan pendekatan yang lebih berskala besar
dan komprehensif. Untuk bantuan pendanaan perlu dilakukan dengan mekanisme
insentif dan disinsentif untuk mendorong adanya keseriusan pemerintah daerah untuk
mewujudkan sanitasi kota yang layak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum
(SPM) yang ditetapkan.
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Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Hasil pemeriksaan kinerja atas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan TA 2012
di Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan pada empat pemerintah kabupaten/
kota menunjukkan bahwa kegiatan belum efektif, dan 1 pemerintah kabupaten
tidak efektif. Pemerintah daerah belum efektif menurunkan titik panas karena masih
menghadapi kelemahan terkait aspek perencanaan dan kelembagaan pencegahan
kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, pemerintah daerah masih kurang melibatkan
masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan secara dini.

Kelemahan aspek perencanaan antara lain pemerintah daerah belum memiliki data
dan informasi terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang memadai. Data
cuaca sebagai input peringatan dini (early warning system) belum dimanfaatkan
secara memadai. Kelemahan kelembagaan antara lain belum adanya peraturan
bupati tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Adapun
kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan antara lain karena kurang
optimalnya pemerintah daerah melakukan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan
kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim Tahun
Anggaran 2010 s.d. Semester | 2013 di Kementerian Kehutanan menunjukkan adanya
peningkatan jumlah titik panas di kawasan konservasi di Pulau Sumatera, Pulau
Kalimantan, dan Pulau Sulawesi Tahun 2010 s.d 2012 yang merupakan tanggung
jawab pemerintah pusat. Hal tersebut sebagaimana disajikan dalam Grafik 3 berikut.

Grafik 3. Jumlah Titik Panas Kawasan Konservasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi
Tahun 2010 s.d 2012
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Upaya penurunan titik panas belum efektif antara lain karena Kementerian Kehutanan
kurang cermat dalam mengaitkan indikator penurunan jumlah titik panas di luar
kawasan konservasi dan kurang optimal dalam menurunkan jumlah titik panas.

Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kebakaran hutan dan lahan, BPK telah
merekomendasikan kepada Kepala SKPD terkait untuk melakukan pengumpulan data
dan informasi serta evaluasi kegiatan pencegahan kebakaran hutan secara memadai,
memberikan pelatihan kepada staf agar memiliki keahlian dalam mengakses dan
mengolah data serta menganalisis dan mengintegrasikan data. Selain itu, BPK telah
merekomendasikan kepada bupati antara lain agar membuat/menetapkan peraturan
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tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilengkapi dengan juklak/
juknis pelaksanaanya, serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan/
sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara memadai

Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas kegiatan penurunan titik panas, BPK
pada pemeriksaan atas Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim Tahun Anggaran 2010
s.d. Semester | 2013 telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar
mengkaji ulang terhadap indikator titik panas dalam pengendalian kebakaran hutan
dan lahan serta penguatan kelembagaan Manggala Agni dengan tugas pencegahan,
pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan, serta penyelamatan (rescue)
yang dilengkapi dengan sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana.

Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional

Infrastruktur jalan dan jembatan mempunyai
peranan penting dalam perekonomian
nasional, antara lain untuk mendukung
distribusi barang dan jasa serta sarana
transportasi masyarakat. RPJMN 2010-
2014 menetapkan bidang infrastruktur
sebagai salah satu prioritas pembangunan. BPK telah melakukan pemeriksaan
atas infrastruktur jalan dan jembatan nasional pada Semester |l Tahun 2013. Hasil
pemeriksaan menunjukkan bahwa penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional
belum sepenuhnya efektif.

Penyelenggaraan  jalan  dan
jembatan nasional belum
sepenuhnya efektif

Hasil pemeriksaan BPK terhadap infrastruktur jalan dan jembatan nasional yang
mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut antara lain adalah pelaksanaan kontrak
berbasis kinerja (performance based contract/PBC) senilai Rp106,96 miliar pada Paket
Pekerjaan Ciasem-Pamanukan di Provinsi Jawa Barat. Kontrak tersebut mengandung
banyak kelemahan dan hasilnya tidak efektif. Kelemahan-kelemahan tersebut di
antaranya adalah penerapan PBC belum berdasarkan kebijakan tertulis. Kontrak PBC
merupakan kontrak lumpsum tetapi mengandungklausul tentangamandemen kontrak
yang tidak diperbolehkan diatur dalam kontrak lumpsum. Selain itu, kontraktor (KSO)
tidak mampu melaksanakan PBC yang ditunjukkan antara lain terdapat perubahan
desain yang signifikan, kualitas pekerjaan tidak baik, dan pekerjaan rekonstruksi.
Akibatnya, pengeluaran keuangan negara senilai Rp106,96 miliar tidak dapat diyakini
kewajarannya serta berpotensi menambah beban dan biaya untuk perbaikan ruas
jalan tersebut di masa mendatang.

Hal tersebut disebabkan antara lain Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga dalam
melaksanakan kontrak berbasis kinerja tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku di
bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta belum menetapkan prosedur/standar
untuk menguji desain atau mengatur masa pertanggungjawaban dan konsekuensi
penyedia jasa terhadap hasil pekerjaannya secara jelas.

Selain itu, pengawasan atas pelanggaran batas muatan kendaraan yang melintas pada
Ruas Jalan Nasional Jalur Pantai Utara (Pantura) di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa
Tengah, dan Provinsi Jawa Timur kurang terkoordinasi dan tidak efektif. Hal tersebut
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antara lain mengakibatkan kerusakan jalan sehingga umur layanan lebih pendek
dari seharusnya. Penyebabnya antara lain Dirjen Bina Marga kurang optimal dalam
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengendalikan terganggunya
fungsi jalan akibat muatan berlebih.

Di samping hal di atas, penyelenggaraan jalan strategis nasional rencana (JSNR) belum
didukung dengan pedoman baku, baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
maupun monitoring dan evaluasi. Selain itu, belum ada ketentuan yang mengatur
kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan JSNR dan pencatatan
aset hasil penanganan JSNR yang bersumber dari APBN belum didukung dengan
kebijakan akuntansi.

Akibatnya antara lain, penanganan JSNR berpotensi terjadi tumpang tindih antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta berpotensi tidak tepat sasaran karena
tidak adanya data yang memadai atas kondisi jalan di ruas JSNR. Selain itu, pencatatan
aset tetap atas jalan yang dicatat oleh satker-satker Ditjen Bina Marga tidak sesuai
kondisi sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena Keputusan Menteri PU terkait dengan
JSNR belum merinci mengenai batasan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung
jawab pemerintah daerah terhadap jalan yang termasuk di dalam JSNR. Selain itu,
Menteri PU belum menetapkan prosedur/standar dan kriteria terkait penanganan
JSNR yang mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
Menteri PU agar

e meninjau ulang kebijakan PBC yang belum mempunyai dasar hukum dan
belum diatur dalam peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk
selanjutnya tidak merencanakan dan melaksanakan kembali kontrak semacam
itu sampai diterbitkannya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum
yang melandasi pelaksanaannya;

e melakukan komunikasi, koordinasi, dan bersinergi dengan memprakarsai
optimalisasi forum lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan pimpinan
kementerian/instansi-instansi terkait untuk bersepakat dan berkomitmen dalam
pengelolaan jalan dan jembatan nasional sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta mengenakan sanksi secara tegas terhadap setiap
pelanggaran; dan

e memerintahkan Dirjen Bina Marga untuk menetapkan pedoman/prosedur
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pertanggungjawaban, dan
pencatatan atas penanganan JSNR secara komprehensif.
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Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame (PHRR)

Pada Semester Il Tahun 2013 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas
Pengelolaan PHRR pada 47 pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Pengelolaan Pajak
Hotel dan Restoran (PHR) melalui sistem self assesment meliputi serangkaian kegiatan
yang dimulai dari pendaftaran Wajib Pajak (WP), penerimaan pajak, pemeriksaan
pajak, serta penetapan dan penagihan pajak. Sementara, pengelolaan Pajak Reklame
(PR) melalui sistem official assesment meliputi serangkaian kegiatan dimulai dari
pendaftaran objek PR, penetapan pajak, penerimaan pajak, penertiban reklame tidak
berizin, dan penagihan pajak. Seluruh kegiatan pengelolaan pajak tersebut dilakukan
dalam suatu kerangka tata kelola dan kelembagaan, terdiri dari peraturan, sumber
daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, yang pelaksanaannya
dimonitor dan dievaluasi secara periodik dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PHRR menunjukkan bahwa pemerintah
provinsi/kabupaten/kota telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja
pengelolaan PHRR. Upaya yang telah dilakukan pemerintah provinsi/kabupaten/
kota antara lain menetapkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah
sebagai payung hukum dalam pengelolaan PHRR dan meningkatan sarana dan
prasarana pengelolaan PHRR.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan PHRR
belum dilaksanakan dengan baik. Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi
efektivitas pengelolaan PHRR, diantaranya sebagai berikut.

1. Aspek Kelembagaan, Tata Laksana, dan Sumber Daya

Kelemahan pada aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya antara lain
sebagai berikut.

e Pengelolaan PHRR belum sepenuhnya didukung oleh perangkat aturan dan
pedoman yang andal dan lengkap, antara lain berupa petunjuk pelaksanaan
(juklak), petunjuk teknis (juknis), serta standar operasional prosedur (SOP)
tentang pengelolaan PHRR.

Hal ini mengakibatkan pengelolaan PHRR belum dapat dilaksanakan secara
optimal, karena kepala satker pengelola pajak belum merancang juklak, juknis,
dan SOP tentang pengelolaan PHRR secara andal dan lengkap.

e Pengelolaan PHRR belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya manusia
(SDM) yang kompeten dan dalam jumlah yang cukup. Jumlah pegawai dinilai
ideal jika sesuai dengan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja. Hasil
analisis beban kerja yang dilakukan oleh pemda menunjukkan bahwa terdapat
kekurangan jumlah SDM pengelola pajak. Sedangkan dalam hal kompetensi
SDM pengelola PHRR, seluruh pemda yang diperiksa mengungkapkan bahwa
kompetensi SDM belum memadai. Pengelola PHRR dirasakan belum memiliki
pemahaman yang memadai tentang karateristik pajak yang menjadi bidang
tugasnya. Selain itu, pemda juga belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) yang mempunyai keahlian dalam hal perpajakan secara memadai, baik
dalam hal jumlah maupun kompetensi pemahaman bidang perpajakan.
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2.

Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan PHRR termasuk
penyelesaian masalah hukum terkait perpajakan tidak dapat segera dilakukan
penyidikan.

Penyebabnya karena Kepala Satker Pengelola Pajak belum menyusun analisis
beban kerja dengan baik, belum melaksanakan kegiatan program diklat
pegawai secara berkala, belum melaksanakan kebijakan pola rotasi dan mutasi
pegawai dengan pola yang baku, serta belum melaksanakan pemenuhan
kebutuhan PPNS.

e Sistem informasi pengelolaan pajak daerah, khususnya PHRR belum
sepenuhnya memadai, yaitu terdapat pemda yang belum memiliki sistem
informasi yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan PHRR.

Hal ini mengakibatkan sistem informasi pengelolaan pajak daerah belum
dapat menghasilkan seluruh informasi yang diperlukan dalam pengelolaan
PHRR. Penyebabnya karena sistem informasi pengelolaan PHRR tersebut
belum terintegrasi dengan sistem perizinan dan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah lainnya.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar
meningkatkan aspek kelembagaan, tata laksana dan sumber daya antara lain
dengan

e merancang juklak, juknis, dan SOP tentang pengelolaan PHRR secara jelas dan
lengkap;

e menyusun analisis beban kerja disesuaikan dengan kebutuhan, meningkatkan
kegiatan program diklat pegawai secara berkala dalam rangka peningkatan
kompetensi pegawai, menerapkan kebijakan rotasi dan mutasi pegawai sesuai
dengan pola yang baku secara berkala, serta memenuhi kebutuhan PPNS guna
memperlancar penyidikan perpajakan; dan

e memperbaiki sistem informasi pajak daerah agar dapat diintegrasikan dengan
sistem informasi lainnya yang terkait dan dapat menunjang pengelolaan PHRR.

Aspek Perhitungan Potensi dan Rencana Optimalisasi Penerimaan Pajak

Kelemahan aspek perhitungan potensi pajak dan optimalisasi penerimaan antara
lain perhitungan potensi PHRR yang belum menggunakan metodologi dan data
yang andal serta optimalisasi penerimaan PHRR belum dilakukan.

e Perhitungan potensi PHRR belum sepenuhnya didukung database yang
lengkap dan mutakhir, serta belum menggunakan metodologi dan data
yang andal. Pada umumnya, pemda menghitung target penerimaan PHRR
dengan pendekatan incremental, yaitu dengan menambahkan persentase
kenaikan yang diharapkan terhadap target atau realisasi penerimaan pajak
tahun sebelumnya. Penetapan target penerimaan PHRR tersebut tidak
didasarkan pada potensi pajak yang riil. Dengan demikian, penetapan target
PHRR dengan pendekatan tersebut tidak sistematis dan tidak akuntabel. Hal
ini mengakibatkan target penerimaan PHRR tidak menggambarkan potensi
penerimaan PHRR yang sebenarnya. Penyebabnya karena Kepala Satker
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3.

Pengelola Pajak belum mendokumentasikan data perhitungan potensi PHRR
yang lengkap dan mutakhir, serta belum merancang metode perhitungan
target penerimaan PHRR yang sistematis dan akuntabel.

Optimalisasi penerimaan PHRR belum dilakukan. Permasalahan tersebut di
antaranya kebijakan dan rencana kerja intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
belum disusun, kegiatan sosialisasi peraturan pajak belum sepenuhnya
dilaksanakan, serta koordinasi antarinstansi pengelola PHRR dengan instansi
pengelola perizinan dan instansi terkait lainnya dalam rangka pendataan
WP belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan
intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PHRR belum optimal dan belum
efektif. Penyebabnya karena Kepala Satker Pengelola Pajak belum menyusun
kebijakan dan rencana kerja intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PHRR
secara efektif dan menyeluruh.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/
Bupati/Walikota antara lain agar mendokumentasian data potensi PHRR
yang lengkap dan memutakhirkan database WP sebagai dasar perhitungan
potensi PHRR. Selain itu, menyusun kebijakan dan rencana kerja intensifikasi
dan ekstensifikasi penerimaan PHRR secara efektif dan menyeluruh, serta
melaksanakan sosialisasi peraturan pajak dan koordinasi dengan instansi terkait
secara optimal.

Aspek Kegiatan Pemungutan PHRR

Kegiatan pemungutan PHRR belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, di
antaranya sebagai berikut.

Kegiatan Pemungutan PHR

Kelemahan pada aspek pemungutan PHR, terutama proses pembayaran dan
pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang tidak mudah dan
sederhana, serta penerimaan PHR belum seluruhnya dicatat secara lengkap
dan benar. Selain itu, pelaksanaan pemeriksaan atas PHR belum dilakukan
secara memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya indikasi WP hotel dan
restoran tidak menyampaikan data/dokumen perpajakan secara lengkap dan
benar, serta pembayaran PHR di bawah potensi sewajarnya. Selain itu, pemda
secara umum tidak mengenakan tindakan/sanksi atas permasalahan tersebut.

Hal ini mengakibatkan pelayanan kepada WP belum optimal, kekurangan
penetapan PHR, dan hilangnya potensi kekurangan penerimaan PHR.

Penyebabnya karena Kepala Satker Pengelola Pajak belum menyusun SOP
terkait pembayaran dan pelaporan, serta penerimaan dan pencatatan
penerimaan PHR, belum merancang mekanisme verifikasi kesesuaian SPTPD
dengan dokumen pendukungnya, belum optimal dalam melaksanakan
pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemungutan PHR, belum
menganggarkan kegiatan pemeriksaan PHR, termasuk di dalamnya kegiatan
pengembangan SDM untuk pemeriksaan PHR.
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Kegiatan Pemungutan Pajak Reklame (PR)

Kelemahan utama pada aspek pemungutan PR adalah proses perizinan
sampai dengan terbit Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) reklame
yang memerlukan waktu yang lama, karena dalam prosesnya memerlukan
keterlibatan instansi lain. Kegiatan penetapan PR juga belum memadai, karena
masih terdapat ketidakakuratan dalam proses penetapan nilai PR. Dalam
proses penertiban reklame, terdapat penyelenggaraan reklame/alat peraga
yang tidak berizin, telah habis masa izinnya, atau penempatannya menyalahi
ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut mengakibatkan potensi penerimaan PR yang tidak dapat segera
diterima oleh daerah, menurunnya kepatuhan WP untuk membongkar
reklame yang tidak memiliki izin, dan habis masa berlakunya izin.

Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Kepala Satker
Pengelola Pajak untuk penyetoran PR, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) untuk penertiban reklame, serta Kepala Badan Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M) untuk perizinan reklame dalam
kegiatan penertiban reklame, kegiatan survei lapangan dalam rangka
penertiban reklame tidak berizin belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum
optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan
pemungutan PR, khususnya terkait penetapan dan penagihan PR.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada gubernur/bupati/walikota untuk memerintahkan kepala satker
pengelola pajak agar

e menyusun SOP terkait pembayaran dan pelaporan, serta penerimaan
dan pencatatan penerimaan PHRR, merancang mekanisme verifikasi
kesesuaian SPTPD dengan dokumen pendukungnya, serta merancang
mekanisme perizinan PR yang lebih sederhana;

e meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemungutan
PHRR;

e meningkatkan koordinasi antarinstansi yang terkait dengan penertiban
reklame, serta meningkatkan kegiatan survei lapangan dalam rangka
penertiban reklame tidak berizin; dan

e melaksanakan pemeriksaan PHR atas WP hotel dan restoran yang
terindikasi tidak membayar dan melaporkan PHR yang seharusnya.

4. Aspek Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PHRR

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan PHRR belum sepenuhnya
dilaksanakan secara optimal. Permasalahan tersebut, antara lain pengukuran
kinerja masih terbatas pada pencapaian realisasi penerimaan pajak dan
penyerapan anggaran, belum mencakup seluruh tugas dan fungsi tiap-tiap unit
kerja, kegiatan monev belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi,
pelaporan hasil monev belum dibuat dan belum ditindaklanjuti, serta inspektorat
belum melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin. Hal tersebut
mengakibatkan indentifikasi permasalahan dan tindakan perbaikan tidak dapat

Buku I IHPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS 1l Tahun 2013

dilaksanakan sehingga dapat mengganggu pencapaian target penerimaan PHRR.
Hal tersebut terjadi karena Kepala Satker Pengelola Pajak belum melaksanakan
monev sesuai tupoksinya, belum membangun perancangan dan penerapan
sistem monev yang komprehensif, serta belum membuat dan menindaklanjuti
hasil monev.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/
Bupati/Walikota, di antaranya untuk memerintahkan Kepala Satker Pengelola
antara lain agar membangun dan menerapkan sistem monev yang komprehensif,
membuat dan menindaklanjuti pelaksanaan monev sehingga hasilnya dapat
digunakan untuk langkah-langkah perbaikan atas pengelolaan PHRR.

Tata Kelola dan Pelayanan BUMD

Pada Semester Il Tahun 2013 BPK telah melakukan PDTT atas 92 BUMD yang meliputi
28 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 17 Bank Pembangunan Daerah/ Bank
Perkreditan Rakyat (BPD/BPR), 10 PD Pasar, 9 BUMD Pertambangan, dan 28 BUMD
Aneka Usaha Lainnya. Hasil pemeriksaan BUMD tersebut menunjukkan bahwa tata
kelola BUMD belum memadai sehingga BUMD belum dapat melayani dan memenuhi
tanggung jawab kepada publik secara optimal serta melakukan efisiensi biaya dan
optimalisasi pendapatan. Hal tersebut terjadi antara lain karena pengendalian intern
yang kurang efektif dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
dalam operasional BUMD. Selain itu, tata kelola BUMD juga belum memperhatikan
efisiensi biaya dan optimalisasi pendapatan serta tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil pemeriksaan tata kelola dan pelayanan per jenis BUMD antara lain sebagai
berikut.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

e Cakupan pelayanan 16 PDAM dan PT Air Manado belum mencapai target
Millenium Development Goals (MDGs) (68,87%) yaitu berkisar antara 8,21%
s.d. 67,85% sehingga sebanyak 4.904.063 jiwa penduduk di 17 kabupaten/kota
belum memperoleh layanan air bersih dari PDAM. Selain itu kualitas air produksi
pada 22 PDAM belum memenuhi standar kesehatan, yang terbukti dari hasil
pengujian menunjukkan bahwa sampel air mengandung bakteri coliform dan
colitinja sehingga tujuan pendirian PDAM sebagai perusahaan yang memberikan
pelayanan dan mengusahakan penyediaan air minum bagi masyarakat yang
memenuhi persyaratan kesehatan belum tercapai. Hal tersebut disebabkan
antara lain Direksi PDAM kurang optimal dalam mencari sumber air baru, belum
mengalokasikan dana yang signifikan untuk pembangunan jaringan pipa baru
serta kurang optimal dalam melakukan langkah-langkah meningkatkan kualitas
air PDAM.

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi
PDAM antara lain agar mengalokasikan dana untuk membangun jaringan pipa
baru serta berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air sesuai standar
kesehatan.
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Rata-ratatingkatkehilanganairTahun2011-2013 pada22 PDAM dan PT Air Manado
melebihi batas toleransi berkisar antara 21,09% s.d. 72,27% sehingga perusahaan
berpotensi kehilangan pendapatan. Selain itu, pengelolaan tagihan penjualan air
belum optimal yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan operasional PDAM dan
pelayanan pelanggan menjadi terganggu. Hal tersebut antara lain disebabkan
Direksi PDAM belum mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang menjadi
penyebab utama tingkat kehilangan air, belum melakukan langkah-langkah dalam
menurunkan tingkat kehilangan air, serta pelaksana kegiatan tidak melakukan
inventarisasi terhadap status pelanggan yang menunggak dan tidak tegas dalam
mengambil tindakan terhadap pelanggan yang menunggak walaupun airnya
mengalir.

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi
PDAM antara lain agar mengidentifikasi penyebab kehilangan air, melakukan
langkah optimal untuk mengatasi kehilangan air, serta memerintahkan pelaksana
kegiatan untuk melakukan inventarisasi terhadap status pelanggan vyang
menunggak, mengambil langkah-langkah penyelesaian piutang, dan melakukan
usaha yang nyata dalam menerapkan pemberian sanksi pemutusan kepada
pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sepuluh BPR milik pemerintah daerah belum melakukan upaya untuk memenuhi
pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK), antara lain dalam rencana
kerja tahunan porsi kredit produktif kepada UMK lebih kecil dari kredit konsumtif,
dan realisasi kredit produktif kepada UMK tidak mencapai target. Hal tersebut
antara lain disebabkan direksi dalam mengambil kebijakan dan mengelola BPR
kurang memperhatikan maksud dan tujuan pendirian BPR untuk mendorong
usaha mikro dan kecil, penyaluran kredit masih fokus pada sektor konsumtif, dan
pemerintah daerah selaku pemilik modal belum melaksanakan pembinaan yang
dapat mendorong perekonomian UMK.

Proses hapus buku atas kredit macet tidak sesuai prosedur. BPR tidak dapat
melakukan upaya penyelamatan/penyelesaian kredit antara lain dengan pencairan
dan/atau pengambilalihan jaminan yang dilakukan sebelum hapus buku karena
kredit tersebut berindikasi fiktif (kecurangan), sehingga BPR berisiko menanggung
kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang telah disalurkan. Hal tersebut antara
lain disebabkan penyaluran kredit tidak berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi
antara lain agar dalam mengambil kebijakan dan mengelola BPR memperhatikan
maksud dan tujuan pendirian BPR dengan lebih memprioritaskan alokasi kredit
kepada UMK, serta memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak
memedomani ketentuan yang berlaku dan tidak cermat dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya. Selain itu, Direksi dan dewan
pengawas BPR mengkaji kembali dan memastikan optimalisasi penyelamatan
kredit sebelum mengusulkan penghapusbukuan dengan menyusun rencana aksi.
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Perusahaan Daerah (PD) Pasar

Pengelolaan pasar tradisional oleh PD Pasar belum didukung regulasi pemerintah
daerah yang selaras dengan regulasi pemerintah pusat. Hal tersebut disebabkan
antara lain pemerintah daerah belum melakukan penyesuaian dan/atau
penyusunan peraturan pengelolaan pasar berdasarkan peraturan pengelolaan
pasar yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi
antara lain agar memberikan usulan kepada pemerintah daerah untuk melakukan
penyesuaian dan/atau penyusunan peraturan pengelolaan pasar berdasarkan
peraturan pengelolaan pasar yang berlaku.

BUMD Pertambangan

Kegiatan pertambangan di kawasan hutan oleh BUMD Pertambangan belum
dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta kewajiban reklamasi
dan pasca tambang belum dikelola dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan antara
lain terdapat kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH,
terdapat BUMD yang belum sepenuhnya menyusun rencana reklamasi dan pasca
tambang, belum memberikan jaminan reklamasi dan/atau pasca tambang sesuai
dengan ketentuan, serta terdapat BUMD yang belum sepenuhnya melaksanakan
kewajiban reklamasi pada bekas areal tambang. Hal tersebut disebabkan antara
lain Direksi BUMD lalai meminta jaminan reklamasi berdasarkan rencana
reklamasi, belum optimal dalam mengurus perizinan pinjam pakai kawasan hutan
dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan.

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi antara lain agar melengkapi
seluruh lzin Usaha Pertambangan (IUP) dengan rencana reklamasi dan pasca
tambang, mengidentifikasi nilai jaminan reklamasi dan pasca tambang yang
telah ditempatkan untuk masing-masing IUP, serta menghitung dan menutup
kekurangan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang tersebut berdasarkan
rencana reklamasi dan pasca tambang yang telah disahkan instansi terkait.

Selain itu, Direksi berkoordinasi dengan instansi terkait untuk secara bertahap
melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang atas lahan bekas
tambang yang tidak lagi berproduksi sesuai ketentuan yang berlaku, serta agar
menyelesaikan status perizinan atas wilayah IUP yang berada di kawasan hutan
yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BUMD Aneka Usaha Lainnya

Terdapat pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga pada BUMD
Aneka Usaha Lainnya. Kasus-kasus tersebut antara lain pembayaran upah tidak
tetap direksi pada anak perusahaan BUMD yang seharusnya tidak diberikan
karena perusahaan mengalami kerugian dan dana pembentukan laba ditahan
dibelanjakan tidak sesuai tujuan pembentukan. Hal tersebut disebabkan antara
lain direksi belum memperhatikan kemampuan perusahaan dalam membayar
tunjangan direksi serta dewan komisaris/badan pengawas belum melakukan
pengawasan dan pengendalian secara optimal atas kebijakan yang dikeluarkan
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direksi.

BPK telah merekomendasikan kepada direksi agar lebih memperhatikan peraturan
dalam mengelola BUMD dan dewan komisaris/badan pengawas lebih ketat
melakukan pengawasan dan pengendalian atas kebijakan direksi.

Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi

Hasil pemeriksaan terhadap delapan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) = kontraktor kontrak kerja sama
sektor migas tidak mematuhiketentuan = (KKKS) migas menunjukkan adanya
cost recovery dan perpajakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan cost
mengakibatkan penerimaan negara recovery dan perpajakan. Hal tersebut
berkurang USD81,614.96 ribu  te|ah mengakibatkan kekurangan
ekuivalen Rp994.804,75 juta penerimaan negara dari sektor migas
senilai USD81,614.96 ribu ekuivalen
Rp994.804,75 juta yang terdiri atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan cost
recovery USD68,556.62 ribu dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan
USD13,058.34 ribu. Selain ketidakpatuhan kontraktor, kasus pembebanan cost
recovery dan kekurangan penerimaan negara dari perpajakan sektor migas tidak lepas
dari belum optimalnya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi (SKK MIGAS) sebagai penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu
migas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan cost
recovery dan perpajakan.

Ketidakpatuhan delapan KKKS terhadap ketentuan cost recovery yaitu dengan
membebankan biaya-biaya yang semestinya tidak dibebankan dalam cost recovery.
Pembebanan biaya-biaya tersebut akan mengurangi nilai bagi hasil produksi
minyak dan/atau gas bumi. Pengurangan nilai bagi hasil tersebut berdampak pada
pengurangan penerimaan negara.

Biaya-biaya yang semestinya tidak dibebankan dalam cost recovery antara lain biaya
penetapan harga kontrak melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/owner estimate
(OE), pekerjaan melebihi persetujuan authorization for expenditure (AFE) diatas
10%, dan pembebanan biaya letter of credit kedalam cost of sales. Hasil pemeriksaan
menunjukkan bahwa biaya yang memiliki nilai pembebanan cukup besar dalam
perhitungan cost recovery adalah penetapan harga kontrak Jack Up Drilling Rig
melebihi HPS/OE senilai USD20,595.27 ribu, pembebanan biaya Letter of Credit
senilai USD7,033.72 ribu ke dalam cost of sales Tahun 2012 tidak sesuai ketentuan,
dan realisasi pembayaran bonus/insentif kepada pekerja senilai USD3,083.37 ribu
tidak sesuai ketentuan.

Adapun ketidakpatuhan kontraktor yang terkait dengan perpajakan antara lain
adalah pemerintah belum memperoleh bagian/kehilangan pendapatan dari bagi
hasil pengelolaan kegiatan usaha migas minimal senilai USD11,896.93 ribu atas
kewajiban pembayaran Pajak Perseroan (PPs) dan Pajak Bunga Dividen dan Royalti
(PBDR) bagian kontraktor Tahun 2011 dan 2012 masing-masing senilai USD4,943.09

Buku I IHPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS 1l Tahun 2013

ribu dan USD6,953.84 ribu. Selain itu, adanya denda keterlambatan pembayaran
pajak pertambahan nilai yang belum disetor oleh kontraktor ke kas negara senilai
USD279.89 ribu dan pembayaran pajak penghasilan pemegang participating interest
(P1) tidak sesuai tarif production sharing contract (PSC) senilai USD881.52 ribu.

Atas seluruh temuan ketidakpatuhan perhitungan cost recovery tersebut, BPK telah
membantu menyelamatkan penerimaan negara dari sektor migas dengan mengoreksi
perhitungan pembebanan cost recovery. Adapun terkait perhitungan perpajakan,
BPK telah merekomendasikan kepada entitas terkait agar memberitahukan kepada
KPP Migas supaya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk penyetoran denda
keterlambatan pajak, membayar selisih perhitungan pajak penghasilan ke kas negara,
merekomendasikan Pemerintah dhi. SKK MIGAS agar melakukan amandemen PSC
dan/atau amandemen tax treaty terhadap pemegang Pl yang menggunakan tax
treaty, membayar kewajiban PPs dan PBDR.

Pelaksanaan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli

Dana Program Bina Lingkungan (BL)
konsisten sehingga perencanaan dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara
pelaksanaan Program Bina Lingkungan BUMN Nomor:  PER-05/MBU/2007

BUMN Peduli senilai Rp828,97 miliar t2nggal 27 April 2037 tentang Efograml
tidak optimal Kemitraan BUMN dengan Usaha Keci

dan Bina Lingkungan (PKBL) bersumber
dari penyisihan laba BUMN setelah pajak maksimal sebesar 2%. Sebesar 70% dari
jumlah dana Program BL disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina yang
penggunaannya ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN yang bersangkutan dan
sebesar 30% diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli yang pelaksanaannya
ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri BUMN.

Peraturan Menteri BUMN tidak

Saldo dana BL Peduli per 31 Desember 2012 senilai Rp828,97 miliar dengan rincian
kegiatan Beasiswa Pendidikan dan Pelatihan, Peduli Bencana Wasior, Penghijauan
Daerah Aliran Sungai Tahun 2010 dan 2011, Penghijauan Wilayah NTT, Peduli
masyarakat korban bencana alam, Pemberdayaan Masyarakat Tangse — Pidie, Sail
Morotai, BL BUMN Peduli 8 sektor, Peduli Tsunami di Mentawai, Ketahanan Pangan
(Cetak sawah), Rusunawa dan Pengadaan Daging Sapi.

Program BL BUMN Peduli dihapus dengan adanya peraturan Menteri BUMN Nomor
PER-20/MBU/2012 tentang Perubahan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2007
tanggal 27 April 2007. Namun demikian, saldo dana BL BUMN Peduli senilai Rp828,97
miliar sebagian besar dananya tetap digunakan/dilanjutkan kegiatannya di tahun
2013 tanpa dasar aturan yang jelas.

Untuk mengakomodasi kegiatan yang belum diselesaikan, MenteriBUMN menetapkan
PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 sebagai payung kegiatan tahun 2012 yang
belum selesai dapat dilaksanakan s.d Juni 2013. Selanjutnya karena beberapa
kegiatan tidak dapat diselesaikan Juni 2013, maka Menteri BUMN menetapkan
PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang memberlakukan perpanjangan waktu
pelaksanaan kegiatan BL BUMN Peduli sampai dengan Desember 2013.
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Sehubungan masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan sampai bulan
Desember 2013, maka pada tanggal 10 September 2013 Menteri BUMN membuat
perubahan keempat PER-08/MBU/2013 dengan ketentuan kegiatan tahun buku 2012
dapat dilaksanakan sepanjang anggaran yang sudah direncanakan masih tersedia.

Beberapa permasalahan pada Program BL BUMN Peduli antara lain: pada program
kegiatan Cetak Sawah senilai Rp380,73 miliar BUMN pelaksana tidak membuat
alokasi waktu khusus yang dipergunakan untuk kegiatan persiapan yang meliputi
perizinan dan sosialisasi untuk perolehan lahan secara efektif, tidak memiliki informasi
potensi lahan yang akan dibangun secara akurat dan pembuatan perjanjian kerja
sama konsultansi perencanaan dilakukan bersamaan dengan kontrak konstruksi.
Pada pembangunan Rumah susun senilai Rp151,00 miliar tidak terdapat Rencana
Anggaran dan Biaya (RAB) pada perjanjian kerjasama konstruksi antara PT Hutama
Karya dengan Perum Perumnas dan belum terdapat kejelasan metode/mekanisme
perputaran uang hasil perolehan penjualan rumah susun.

Atas peraturan yang tidak konsisten dan pelaksanaan kegiatan BL BUMN peduli
yang tidak direncanakan secara memadai, BPK merekomendasikan Menteri BUMN
dalam membuat peraturan, terutama yang berdampak pada penggunaan kekayaan
negara/perusahaan dibuat dengan tujuan yang benar, segera mengevaluasi kembali
penempatan tim perumus hukum, membuat laporan pertanggungjawaban atas
pemanfaatan dana BL BUMN Peduli untuk kegiatan cetak sawah serta hasil/manfaat
yang dihasilkannya, melakukan evaluasi dan memantau pelaksanaan pembangunan
rumah susun sederhana sesuai dengan tujuan dan peruntukkannya.

Pengelolaan PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA)

PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)
Perencanaan (business plan) yang kurang = didirikan pada tanggal 6 September
memadai dan armada pesawat yang 1975 dengan tujuan menjadi
tidak andal mengakibatkan pengelolaan = jembatan udara nasional di seluruh
PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) = |ndonesia, yang menghubungkan
tidak efektif dan efisien daerah terpencil, kota besar, hingga
kawasanregional, dengan memberikan
pelayananyang terjangkau oleh masyarakat. Data historis menunjukkan pertumbuhan
jumlah penumpang domestik sebesar 10% sejak Tahun 2004. Jumlah penumpang
penerbangan Indonesia diperkirakan sebanyak 62 juta orang pada Tahun 2012
dan mencapai 86 juta orang pada Tahun 2013 serta diperkirakan meningkat setiap
tahunnya. Namun demikian, PT MNA tidak dapat memanfaatkan pertumbuhan
tersebut untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, sebaliknya PTMNA mengalami
penurunan kapasitas dan kinerjanya sehingga mengharuskan PT MNA mengurangi
kegiatan operasionalnya secara terus menerus. Sejak Tahun 2009 sampai dengan 30
September 2013, jumlah pendapatan usaha yang diperoleh PT MNA lebih kecil dari
biaya usaha sehingga perusahaan mengalami kerugian, sebagaimana pada Tabel 2.1
berikut.
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Tabel 2.1. Tren Kerugian PT MNA sejak Tahun 2009 s.d. September 2013

(dalam juta rupiah)

Uraian 2009 2010 2011 2012 Sepzt;gbe’
Pendapatan Usaha 1.852.451 1.783.639 1.612.029  1752.044  1.325.117
Beban Usaha 1.859.072 1.809.872 2.099.306  2.378.515  1.633.614
Laba (Rugi) Usaha (6.621)  (26.233) (487.276)  (626.471)  (308.495)
Laba (Rugi) Diluar Usaha 14.906  (98.538) (330.228)  (904.407)  (350.200)
Laba (Rugi) Sbim Pajak 8285  (124.771) (817.504) (1.530.878)  (658.696)
:;?(aga;ggu(:::a”) (586) 21372 (16.268) (13.075) -
;?:Saa(Rugi) Pos Luar 8.918 i i i i
Laba (Rugi) Bersih 16.617  (103.399) (833.772) (1.543.953)  (658.696)

Grafik 4. Tren Kerugian PT MNA Sejak Tahun 2009 s.d. September 2013
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Kerugian terus menerus tersebut mengakibatkan penumpukan hutang PT MNA
kepada berbagai kreditur dan entitas pendukung operasional penerbangan senilai
Rp7,29 triliun per 31 Oktober 2013.

Kondisi tersebut terjadi karena PT MNA kurang cermat dalam merencanakan
jumlah pesawat siap beroperasi (online) dan kebutuhan suku cadang dan mesin
(engine) serta sebagian besar armada yang dioperasikan tidak andal. Hal tersebut
mengakibatkan pengelolaan PT MNA tidak efektif dan efisien antara lain terdapat
pengeluaran biaya atas penundaan dan pembatalan penerbangan senilai Rp22,84
miliar, masih terdapat sisa dana penerbangan perintis senilai Rp8,64 miliar yang
tidak terealisasikan, dan terjadi kerugian dari penerbangan Kerja Sama Operasional
(KSO) senilai Rp31,24 miliar, serta ketidakefisienan pembayaran asuransi senilai
USD3.56 juta.
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Pengeluaran biaya penundaan dan pembatalan senilai Rp22,84 miliar merupakan
biaya irregularities atau biaya yang harus dibayarkan sebagai hak penumpang untuk
pembayaran tiket pengganti, makanan, hotel, dan transportasi. Sampai dengan
pemeriksaan Semester | Tahun 2013, PT MNA mengalami kejadian irregularities
delay (kejadian penundaan) sebanyak 6.893 kejadian dan irregularities cancel
(kejadian pembatalan) sebanyak 572 kejadian. Adapun selama Tahun 2012, jumlah
irregularities delay sebanyak 4.096 kejadian dan irregularities cancel sebanyak 1.017
kejadian.

Kelemahan pengelolaan penerbangan perintis terjadi pada kontrak penerbangan
perintis Tahun 2012. PT MNA masih menyisakan utang penerbangan perintis
sebanyak 660 penerbangan sehingga terdapat sisa dana perintis senilai Rp8,64 miliar
yang tidak diterima oleh PT MNA. Selain itu, pengelolaan KSO dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten Merauke kurang memadai, pengoperasian pesawat PK-MBP, PK
MDF, dan PK MDK minimal selama Tahun 2012 sampai dengan Juni 2013 mengalami
kerugian senilai Rp31,24 miliar.

Pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakefisienan PT MNA dalam membayar premi
asuransi pesawat kurang lebih senilai USD3.56 juta. PT MNA telah membayar
asuransi pesawat dengan perlindungan pesawat yang diterbangkan (full flight risk/
FFR) tetapi kondisi pesawat tidak terbang (ground risk only/GRO). Hal tersebut telah
mengakibatkan inefisiensi atas pembayaran premi asuransi pesawat GRO dengan
premi FFR kurang lebih senilai USD2.29 juta. Selain itu, terdapat biaya asuransi yang
membebani perusahaan senilai USD1.27 juta karena pada periode asuransi Tahun
2011-2012 dan 2012-2013, PT MNA membayar biaya asuransi untuk pesawat yang
tidak terbang (aircraft on ground/AOG).

Selainitu hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa faktor gangguan teknik pesawat
merupakan penyebab utama pembatalan penerbangan. Data on Time Performance
(OTP) sesuai Laporan Kinerja Operasional yang dikeluarkan Divisi Operation Support
and Cost (0S) selama Tahun 2011, 2012, dan Semester | 2013 menunjukkan bahwa
faktor teknis merupakan penyebab terjadinya pembatalan penerbangan pada pesawat
jet maupun pesawat baling-baling MA 60. Gangguan teknis terjadi antaralain karena
proses pemeliharaan pesawat yang tidak optimal, usia pesawat jet yang rata-rata di
atas 20 tahun. Selain pada pesawat lama, gangguan teknis yang sering terjadi pada
pesawat MA 60 yang berusia relatif muda (3-6 tahun) juga berkontribusi terhadap
kerugian operasional PT MNA.

Untuk pengadaan pesawat MA 60 tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan pada
Tahun 2012 dan telah dilaporkan dalam pemeriksaan sebelumnya. Hasil pemeriksaan
menunjukkan antara lain sebagai berikut.

Perencanaan Proyek MA 60 masuk dalam Blue Book dan Green Book yang diterbitkan
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007 dengan nama proyek Procurement of
Aircraft for National Air Bridge senilai USD232.00 juta tanpa didukung dokumen
persyaratan dan penilaian yang memadai antara lain tanpa disertai kerangka acuan
kerja dan studi kelayakan proyek yang memuat manfaat langsung maupun tidak
langsung yang diidentifikasi secara kualitatif dan kuantitatif.
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Pengadaan pesawat MA 60 juga tidak direncanakan dalam business plan dan RKAP PT
MNA dan kontrak pembelian ditandatangani sebelum mendapat persetujuan RUPS
yang mengakibatkan kontrak pembelian patut diduga tidak sah dan terjadi penundaan
pengoperasian enam pesawat MA 60 sehingga PT MNA menanggung beban bunga
senilai Rp11,34 miliar. Selain itu, kontrak pembelian mengandung kelemahan dan
renegosiasi kontrak dilakukan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan PT MNA tidak
memiliki jaminan ketepatan waktu penerimaan full flight simulator, additional
product support dan training senilai Rp22,05 juta dan hasil renegosiasi tidak
memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Penerimaan sebagian product support
sebelum kontrak berlaku efektif mengakibatkan PT MNA pada posisi tawar yang
tidak memadai dalam upaya pembatalan atau renegosiasi kontrak pembelian serta
pengenaan commitment fee atas sisa plafon pinjaman mengakibatkan Pemerintah
membayar commitment fee senilai Rp243,33 juta dan masih berpotensi dibebani
commitment fee senilai Rp5,00 miliar.

Seluruh temuan di atas mengindikasikan terjadinya kerugian yang tidak diantisipasi
sejak awal akibat dari business plan yang tidak memadai, manajemen operasional
yang buruk serta pemeliharaan dan pengadaan armada yang tidak tepat guna.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT
MNA agar

e membuat business plan vyang realistis dan pelaksanaan yang optimal untuk
peningkatan kualitas armada pesawat meliputi efisiensi biaya dan kemampuan
bersaing;

e mempertimbangkan penghentian operasional penerbangan atas armada pesawat
terutama yang sering bermasalah untuk menghindari beban biaya secara terus-
menerus;

e menyusun perencanaan strategis untuk pengelolaan penerbangan perintis dan
KSO dengan pemerintah daerah yang saling menguntungkan; dan

e mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran premi asuransi.

Mengingat fungsi PT MNA sebagai jembatan udara yang strategis, pemerintah agar
mengupayakan solusi penyelamatan secara komprehensif melalui PT Perusahaan
Pengelola Aset (PT PPA) untuk pertimbangan going concern perusahaan.
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BAB 3

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester |l Tahun 2013

BPK telah memeriksa 662 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan badan lainnya seperti yang disajikan pada Tabel 3.1.
Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sebanyak 117 merupakan objek pemeriksaan
keuangan, 158 objek pemeriksaan kinerja, dan 387 objek PDTT.

Tabel 3.1. Objek Pemeriksaan BPK pada Semester Il Tahun 2013

Jenis Pemeriksaan

Entitas Yang Diperiksa Keuangan Kinerja — Jumlah
Pemerintah Pusat 3 31 47 81
Pemerintah Daerah 108 122 200 430

- Provinsi 7 15 27 49

- Kabupaten/Kota 101 107 173 381
BUMN 4 4 29 37
KKKS - - 8 8
BUMD 2 1 92 95
BLU/BLUD - - 10 10
Badan Lainnya - - 1 1

Jumlah 117 158 387 662

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang
memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas
satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan sistem pengendalian intern (SPI),
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan
kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan
milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/
daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan,
penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut
denganistilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau
berdampak finansial.

IHPS 1l Tahun 2013 mengungkapkan sebanyak 10.996 kasus kelemahan sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
senilai Rp13,96 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.452 kasus merupakan
temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan
kekurangan penerimaan senilai Rp9,24 triliun. Rincian temuan berdampak finansial
meliputi kerugian sebanyak 1.840 kasus senilai Rp1.775,96 miliar (di antaranya
terdapat indikasi kerugian negara/daerah atau indikasi kerugian negara/daerah pada
perusahaan milik negara/daerah sebanyak 808 kasus senilai Rp590,82 miliar), potensi
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kerugian sebanyak 586 kasus senilai Rp4.829,44 miliar, dan kekurangan penerimaan
sebanyak 1.026 kasus senilai Rp2.635,76 miliar. Rekomendasi BPK terhadap kasus-
kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas
negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah.

Adapun sebanyak 3.505 kasus merupakan kelemahan SPI, sebanyak 1.782 kasus
kelemahan administrasi, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan
sebanyak 2.257 kasus senilai Rp4.720,99 miliar. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut
adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif
lainnya.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan
yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan
penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp173,55
miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp80,75 miliar, potensi kerugian senilai
Rp72,58 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp20,22 miliar.

Hasil pemeriksaan Semester |l Tahun 2013 berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan
secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Pada Semester Il Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) pada 108 Pemerintah Daerah meliputi 7 LK Pemerintah
Provinsi, 88 LK Pemerintah Kabupaten, dan 13 LK Pemerintah Kota. Selain itu BPK juga
melakukan pemeriksaan atas 9 Laporan Keuangan Badan Lainnya terdiri dari Laporan
Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam (LK BP Batam) Tahun 2012, Laporan Keuangan Badan Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LK BP MIGAS) Tahun 2011 dan Tahun 2012, Laporan
Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (LK PDAM) Kota Padang Tahun 2012, dan
LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012 serta Laporan Keuangan Perum
Produksi Film Negara (LK Perum PFN) Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009, dan
Tahun 2010.

Cakupan pemeriksaan atas 108 LKPD Tahun 2012 dan 9 Laporan Keuangan Badan
Lainnya meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan laba rugi
atau laporan surplus defisit, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Cakupan
pemeriksaan neraca, meliputi aset senilai Rp316,90 triliun, kewajiban senilai Rp10,16
triliun, dan ekuitas senilai Rp306,80 triliun. Sementara untuk cakupan pemeriksaan
LRA/laporan laba rugi, meliputi pendapatan senilai Rp126,38 triliun, belanja senilai
Rp119,18 triliun, pembiayaan neto senilai Rp20,16 triliun, dan laba senilai Rp0,44
triliun.

Opini

Terhadap 108 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 7 LKPD, opini WDP
atas 52 LKPD, opini TW atas 2 LKPD, dan opini TMP atas 47 LKPD. Adapun terhadap
Laporan Keuangan Badan Lainnya, BPK memberikan opini WTP untuk LK BP Migas
Tahun 2011 dan Tahun 2012, opini WDP untuk LK PDAM Kota Padang Tahun 2012,
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opini TMP untuk LK BP Batam Tahun 2012, LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang
Tahun 2012, dan LK Perum PFN Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009, dan Tahun
2010. Rincian opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I
Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester Il Tahun 2013

fenis LK WTP % WDP % opln:I'W % TMP % Jumiah
LKPD 7 6% 52 48% 2 2% 47 44% 108
LK Badan Lainnya 2 22% 1 11% 0 0% 6 67% 9
Total 9 8% 53 45% 2 2% 53 45% 117

Adapun permasalahan-permasalahan atas LKPD Tahun 2012 yang tidak memperoleh
opini WTP antara lain adalah adanya pembatasan lingkup pemeriksaan, aset tetap
yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penatausahaan kas yang tidak
sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan
metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai, pelaksanaan belanja
modal tidak sesuai dengan ketentuan, kelemahan pengelolaan yang material pada
akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen,
aset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Dengan demikian, secara umum sejak Tahun 2008 hasil pemeriksaan atas LKPD
menunjukkan peningkatan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini
WDP serta TMP. Kondisi tersebut menggambarkan perbaikan yang dicapai oleh
entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Adapun rincian opini Tahun 2008 s.d. 2012
untuk masing-masing tingkat pemerintahan disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan Provinsi Kabupaten Kota
Tahun WTP WDP TW  TMP Jml WTP  WDP W T™P Jml WTP WDP TW T™P Jml
0 24 1 8 33 6 235 26 96 363 7 64 4 14 89

2008
0% 73% 3% 24% 100% 2% 65% 7% 26% 100% 8% 72% 4% 16% 100%

i 24 3 5 88 7 240 37 95 379 7 66 8 Ll 92
2009 3% 73% 9% 15% 100% 2% 63% 10% 25% 100% 7% 72% 9% 12% 100%

6 22 0 5 83 16 252 23 105 396 12 67 B 11 93
2010 18% 67% 0% 15% 100% 4% 64% 6% 26% 100% 13% 72% 3% 12% 100%

10 19 0 4 83 36 267 6 89 398 21 63 2 7 93

2011
30% 58% 0% 12% 100% 9% 67% 2% 22% 100% 23% 67% 2% 8% 100%

17 11 0 5 33 72 253 6 66 397 31 55 0 7 93

2012
52% 33% 0% 15% 100% 18% 64% 1% 17% 100% 33% 59% 0% 8% 100%
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Hasil Pemeriksaan atas LK

Selain opini, dalam pemeriksaan atas LK, BPK juga mengungkap temuan SPI
dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil
pemeriksaan LK selama Semester |l Tahun 2013 mengungkapkan temuan SPI sebanyak
1.448 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
sebanyak 2.165 kasus senilai Rp3.740.991,02 juta. Temuan pemeriksaan atas LK
dengan rincian per entitas disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan berdasarkan Entitas

(nilai dalam juta rupiah)

. Entitas SPI Kepatuhan
Jumlah Kasus Jumlah Kasus Nilai
(2) (2) (3) (4) (5)
| Pusat 48 25 1.719.361,02
Il Daerah 1.367 2.114 2.017.963,68
Provinsi 116 206 1.027.247,62
Kabupaten 1.107 1.694 928.250,74
Kota 144 214 62.465,32
11 BUMN 7 5
IV. BUMD 26 21 3.666,32
Jumlah 1.448 2.165 3.740.991,02

Berikut ini adalah rincian hasil pemeriksaan atas LK selama Semester Il Tahun 2013
serta kasus-kasus yang terjadi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
BUMD, dan BUMN sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Pemeriksaan LK instansi Pemerintah Pusat pada Semester Il Tahun 2013 dilakukan
atas LK BP Migas Tahun 2011 dan 2012 dan LK BP Batam Tahun 2012. Kasus-kasus
kelemahan SPI yang terjadi antara lain penyajian aset tetap dan persediaan tidak
akurat atau belum dilakukan dan aset tetap tidak dapat ditelusuri serta kesalahan
penganggaran belanja barang pada beberapa unit pelayanan teknis (UPT). Adapun
kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara
lain kasus potensi kerugian senilai Rp1.697.115,43 juta, di antaranya piutang
negara dari pokok utang PT TPPI berpotensi tidak tertagih.

2. Pemerintah Daerah

Pada Pemerintah Daerah, kelemahan SPI yang sering terjadi adalah sistem
pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu sebanyak 568 kasus. Kasus-kasus
tersebut antara lain pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat,
proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, perencanaan kegiatan tidak
memadai, dan entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau
keseluruhan prosedur.
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Pada Pemerintah Daerah, kasus kerugian daerah dan kelemahan administrasi
yang terjadi antara lain

e kerugian daerah, seperti kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang,
belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan kelebihan pembayaran
selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.

e Kelemahan administrasi, seperti pertanggungjawaban tidak akuntabel
(bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap ketentuan
perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang
Milik Daerah, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang
sah.

3. BUMN

Kasus kelemahan SPI yang terjadi pada Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009,
dan Tahun 2010 diantaranya Perum PFN menanggung denda keterlambatan atas
hutang Pajak Bumidan Bangunan (PBB) yang belum dikenakan sanksi administrasi/
denda.

4. BUMD

Kasus kelemahan SPI yang terjadi diantaranya pencatatan aset tetap tidak/belum
dilakukan atau tidak akurat. Selain itu, terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah. Kasus
tersebut diantaranya belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, penggunaan
uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama
Proses Pemeriksaan

Dari kasus kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp3.274.023,68 juta, selama proses pemeriksaan laporan keuangan berlangsung,
entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/
daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp101.000,87 juta dengan rincian
temuan kerugian senilai Rp27.840,84 juta, potensi kerugian senilai Rp67.078,06 juta,
dan kekurangan penerimaan senilai Rp6.081,97 juta.

Pemeriksaan Kinerja

Dalam Semester Il Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 158
objek pemeriksaan, terdiri atas 31 objek pemeriksaan Pemerintah Pusat, 15 objek
pemeriksaan pemerintah provinsi, 107 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/
kota, 4 objek pemeriksaan badan usaha milik negara (BUMN), dan 1 objek pemeriksaan
badan usaha milik daerah (BUMD).
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Hasil pemeriksaan tersebut dikelompokkan dalam sembilan tema sebagai berikut
Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Kesehatan; Pendidikan; Pengelolaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Infrastruktur; Lingkungan Hidup dan Bencana;
Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok; Pelayanan Publik; dan Kinerja
Bidang Lainnya.

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
program/kegiatan. Pemeriksaan kinerja dalam Semester |l Tahun 2013 pada umumnya
bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan entitas.

Hasil Pemeriksaan Kinerja

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program/
kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi
efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut
diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaankinerjaSemester |l Tahun 2013 ditemukan 11 kasus ketidakhematan/
ketidakekonomisan senilai Rp49.402,46 juta, 23 kasus ketidakefisienan senilai
Rp959.667,05 juta, dan 1.622 kasus ketidakefektifan senilai Rp2.059.028,47 juta
sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja
Semester Il Tahun 2013 per Objek Pemeriksaan
(nilai dalam juta rupiah)
Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan

Total

Ketidakhematan/ Ketidakekonomisan,

Objek Jm Ketidakekonomisan LG LB e LGLL LT Ketidakefisienan, dan
No. Pemeriksaan Obrik Ketidakefektifan
(Obrik)
Jml _— Jml A Jml _— Jml -
Kasus Nilai Kasus Nilai Kasus Nilai Kasus Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pusat 31 1 315,53 5 - 311 1.635.187,90 317 1.635.503,43
2 Provinsi 15 1 2.080,60 3 - 166 53.726,31 170 55.806,91
3 EZf:pate”/ 107 6 919,38 - - 1061 1416827  1.067 15.087,65
4 BUMN 4 3 46.086,95 15 959.667,05 51 355.945,99 69 1.361.699,99
5 BUMD 1 - - - - 33 - 33
Jumlah 158 11 49.402,46 23 959.667,05 1.622 2.059.028,47 1.656 3.068.097,98

Hasil pemeriksaan kinerja pada Semester Il Tahun 2013, di antaranya sebagai berikut.
1. Pemerintah Pusat

e Hasil pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Audit dan Reviu Laporan
Keuangan (LK) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2012
dan Semester | Tahun 2013 menyimpulkan bahwa pengelolaan audit dan reviu
LK belum mencerminkan perencanaan audit yang cermat, pelaksanaan audit
dan reviu yang tepat, dan pelaporan yang andal, serta perbaikan kualitas audit
dan reviu LK yang berkelanjutan. Pengelolaan kelembagaan APIP yang meliputi
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standar, kode etik, dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (juklak/juknis)
belum mendukung berfungsinya APIP secara efektif. Hal ini juga tidak terlepas
dari adanya dua peraturan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun
2005 dan PP No. 60 Tahun 2008. Kedua peraturan tersebut mengatur sistem
pengawasan intern pemerintah, dan oleh karenanya perlu menjadi suatu
pertimbangan untuk mendorong efektivitas kelembagaan APIP.

e Hasil pemeriksaan kinerja atas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Tahun Anggaran (TA) 2011 s.d. Semester | TA 2013 menunjukkan bahwa
pelaksanaan kegiatan pengawasan pre market dan post market yang
merupakan tugas pokok dan fungsi BPOM belum dilaksanakan secara efisien
dan efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan
di antaranya terdapat antrian yang panjang dalam memasukkan berkas
praregistrasi dan registrasi ke BPOM, serta terdapat waktu diam atau idle
time berkas registrasi yang masuk ke evaluator dengan rentang waktu antara
1 s.d. 198 hari. Akibatnya, proses penyelesaian registrasi untuk mendapatkan
nomor izin edar oleh industri farmasi membutuhkan waktu yang lama. Selain
itu, Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan fungsi
pengawasan obat dan makanan belum optimal sehingga produk obat dan
makanan yang beredar kurang mendapatkan pengawasan yang memadai dan
berpotensi tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak memiliki izin edar di
Indonesia.

e Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional
Tahun 2012 dan 2013 menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jalan dan
jembatan nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum di sepuluh provinsi belum sepenuhnya efektif.
Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya
pelaksanaan kontrak berbasis kinerja pada Paket Pekerjaan Ciasem-Pamanukan
di Provinsi Jawa Barat mengandung banyak kelemahan dan hasilnya tidak
efektif. Kelemahan tersebut mengakibatkan pengeluaran keuangan negara
senilai Rp106,96 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya serta berpotensi
menambah beban dan biaya untuk perbaikan ruas jalan tersebut di masa
mendatang. Selain itu, pengawasan atas pelanggaran batas muatan kendaraan
yang melintas pada Ruas Jalan Nasional Jalur Pantura di Provinsi Jawa Barat,
Jawa Tengah, dan Jawa Timur kurang terkoordinasi dan tidak efektif sehingga
mengakibatkan kerusakan jalan.

e Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Brantas menunjukkan pengelolaan DAS Brantas belum efektif walaupun target
penurunan beban pencemaran di DAS Brantas sebesar 15% telah tercapai.
Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya
Kementerian Lingkungan Hidup belum menetapkan daya tampung beban
pencemar DAS Brantas sehingga pengendalian pencemaran di DAS Brantas
tidak menjamin terjaganya kualitas air. Upaya pengendalian pencemaran
limbah cair industri dan usaha/kegiatan melalui instrumen pengawas di
Segmen Hulu, Tengah, dan Hilir belum memadai, antara lain terdapat industri
dan usaha/kegiatan di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri,
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Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung yang membuang limbah cair ke DAS
Brantas melebihi baku mutu. Selain itu, program percontohan sanitasi dari
Pemerintah Pusat tidak efektif karena tidak adanya kesadaran dari pemerintah
daerah kabupaten/kota untuk menjadikan pembangunan fasilitas sanitasi
untuk air limbah domestik sebagai program prioritas.

e Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim TA 2010 s.d.
Semester | TA 2013 menyimpulkan bahwa meskipun Kementerian Kehutanan
telah melaporkan penurunan emisigasrumah kaca (GRK) pada National Summit
2012 dari bidang kehutanan dan telah mencapai 72,8% dari target penurunan
emisi GRK dengan metode analisis penutupan lahan, tetapi kegiatan-kegiatan
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) di
Kementerian Kehutanan dalam rangka mitigasi perubahan iklim masih belum
efektif dalam upaya menurunkan emisi GRK. Hal tersebut ditunjukkan dari
adanya kelemahan-kelemahan di antaranya upaya penurunan titik panas
pada Kementerian Kehutanan untuk Pulau Sumatera Tahun 2012 serta Pulau
Sulawesi Tahun 2011 dan 2012 belum mencapai target yang ditetapkan.
Hanya pada Pulau Kalimantan penurunan titik panas mencapai target. Namun
demikian, jumlah titik panas pada kawasan konservasi di ketiga pulau tersebut
mempunyai kecenderungan meningkat dari Tahun 2010 s.d. 2012. Selain itu,
belum akuratnya sumber data titik panas dan pencapaian kinerja penurunan
titik panas sulit terukur. Hal ini mengakibatkan meningkatnya potensi
kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi serta potensi tidak
tercapainya target indikasi penurunan emisi CO2e pada Tahun 2014.

e Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Kegiatan Pemulihan
Pascabencana TA 2009, 2010, dan 2011 menyimpulkan bahwa Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) provinsi/kabupaten/kota, serta instansi terkait telah
berupaya maksimal dalam penanganan pascabencana. Selain itu, Pemerintah
Indonesia telah mendapatkan Global Champion for Disaster Risk Reduction
dari Persatuan Bangsa-Bangsa yang diterima langsung oleh Presiden Rl. BNPB
juga telah menyusun kebijakan dan pedoman sebagai peraturan pelaksanaan
dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana. Namun, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa terdapat
ketidakkonsistenan penerapan kebijakan dan lemahnya koordinasi antarunit
atau instansi membuat banyak kegiatan pascabencana yang tidak tepat
sasaran dan belum dapat memberikan manfaat bagi korban bencana dan
masyarakat. Permasalahan tersebut mengakibatkan efektivitas pengelolaan
kegiatan pemulihan pascabencana belum tercapai secara optimal. Hal tersebut
ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya proses relokasi
warga korban bencana di wilayah terdampak dan rawan bencana di Provinsi
Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Magelang,
Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman belum terealisasi seluruhnya
sehingga masih banyak warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.

e Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pelayanan Operasional
Pelabuhan Tanjung Priok untuk Menjamin Kelancaran Jasa Pelayanan Kapal
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dan Barang Tahun 2012 dan Tahun 2013 (s.d. Agustus) menunjukkan bahwa
kegiatan pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok, yang meliputi
kegiatan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan
kegiatan kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan, kegiatan
penjaluran kepabeanan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan oleh
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, kegiatan kekarantinaan
yang dilaksanakan oleh Balai Karantina, pemberian izin dan rekomendasi
terkait larangan pembatasan impor yang dilaksanakan oleh beberapa
kementerian/lembaga, tidak efektif menjamin kelancaran layanan kapal
dan arus barang. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya permasalahan yang
berpengaruh pada seluruh tahapan proses bisnis yaitu antara lain pengaturan,
pengendalian, pengawasan, dan koordinasi untuk menjamin kelancaran arus
barang di Pelabuhan Tanjung Priok belum didukung dengan peraturan terkait
pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengusahaan
secara terpadu dan terkoordinasi, serta peraturan terkait pemberian konsesi.
Selain itu, sistem informasi pelabuhan belum sepenuhnya terintegrasi dan
mendukung kelancaran arus kapal dan barang.

Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Intelijen, Penindakan, dan Penanganan
Perkara atas Impor Barang TA 2012 s.d. Semester | TA 2013 menunjukkan
bahwa kegiatan tersebut kurang efektif dalam menjamin pengawasan lalu
lintas impor barang. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-
kelemahan di antaranya prosedur dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya
memadai antara lain ketentuan yang mengatur kegiatan intelijen, penindakan,
dan penanganan perkara atas impor barang terkait jangka waktu penyelesaian
hasil penindakan dan penanganan barang tanpa pemilik (lost and found) yang
dikelola oleh maskapai penerbangan belum tersedia.

Hasil pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Pencapaian
Swasembada Gula Nasional Tahun 2010 s.d. 2013 menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tahun 2010 s.d. September 2013, masih
terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, ketidaktertiban, kurangnya
pembinaan, dan lemahnya pengawasan yang menimbulkan ketidakefektifan
pencapaian target dan ketidakpatuhan penggunaan anggaran. Selain itu, BPK
menyimpulkan bahwa Program Swasembada Gula Nasional 2010-2014 untuk
memenuhi kebutuhan gula Tahun 2014 sebanyak 5,7 juta ton dengan sasaran
pertumbuhan produksi gula sebesar 12,55 % per tahun tidak tercapai.

2. Pemerintah Daerah

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan,
serta sarana dan prasarana pendidikan TA 2012-2013 pada 19 entitas pada
umumnya kurang efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-
kelemahan di antaranya pemerintah daerah belum dapat memenuhi standar
kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sehingga target standar minimum
kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan tidak tercapai dan layanan mutu
pendidikan menjadi tidak optimal. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan
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belum menunjang kegiatan belajar mengajar karena belum dimanfaatkan atau
dimanfaatkan tapi tidak sesuai peruntukannya. Akibatnya, tujuan pengadaan
sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung proses belajar mengajar
untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak tercapai.

Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame
(PHRR) Tahun 2012 dan Semester | Tahun 2013 pada 47 entitas menunjukkan
bahwa pemerintah provinsi/kabupaten/kota telah melakukan upaya-upaya
untuk meningkatkan kinerja pengelolaan PHRR. Selain capaian tersebut,
hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa pengelolaan PHRR belum
dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-
kelemahan di antaranya pengelolaan PHRR belum sepenuhnya didukung oleh
perangkat aturan dan pedoman yang andal dan lengkap berupa petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur tentang
pengelolaan PHRR, serta belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya
manusia yang kompeten dan dalam jumlah yang cukup. Selain itu, perhitungan
potensi PHRR belum sepenuhnya didukung database yang lengkap dan
mutakhir, dalam aspek pemungutan PHR kegiatan proses pembayaran dan
pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah belum sepenuhnya mudah dan
sederhana, serta proses perizinan sampai dengan terbitnya Surat Ketetapan
Pajak Daerah untuk pajak reklame masih memerlukan waktu yang cukup lama.

Hasil pemeriksaan kinerja atas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan TA
2012 di Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Kapuas, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, dan Kota
Palangka Raya menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan kebakaran hutan
dan lahan belum efektif, kecuali di Kabupaten Seruyan, kegiatan pencegahan
kebakaran hutan dan lahan tidak efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya
kelemahan-kelemahan di antaranya data dan informasi terkait pencegahan
kebakaran hutan dan lahan belum dimiliki, data cuaca sebagai input sistem
peringatan dini (Early Warning System) belum dimanfaatkan secara memadai,
dan data titik panas belum tersedia, serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan
pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak dilakukan. Selain itu, kegiatan
penyuluhan/sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak
dianggarkan dan masih terdapat kecamatan di daerah yang rawan terhadap
bencana kebakaran hutan dan lahan yang belum mendapatkan penyuluhan/
sosialisasi.

3. BUMN

PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) didirikan pada tanggal 6 September
1975 dengan tujuan menjadi jembatan udara nasional di seluruh Indonesia,
yang menghubungkan daerah terpencil, kota besar, hingga kawasan regional,
dengan memberikan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Data historis
menunjukkan pertumbuhan jumlah penumpang domestik sebesar 10%
sejak Tahun 2004. Jumlah penumpang penerbangan Indonesia diperkirakan
sebanyak 62 juta orang pada Tahun 2012 dan mencapai 86 juta orang pada
Tahun 2013 serta diperkirakan meningkat setiap tahunnya. Namun demikian PT
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MNA tidak dapat memanfaatkan pertumbuhan tersebut untuk meningkatkan
pendapatan perusahaan, sebaliknya PT MNA mengalami penurunan kapasitas
dan kinerjanya sehingga mengharuskan PT MNA mengurangi kegiatan
operasionalnya secara terus menerus. Sejak Tahun 2009 sampai dengan 30
September 2013, jumlah pendapatan usaha yang diperoleh PT MNA lebih
kecil dari biaya usaha sehingga perusahaan mengalami kerugian.

e Kerugianterus menerus tersebut mengakibatkan penumpukan hutang PT MNA
kepada berbagai kreditur dan entitas pendukung operasional penerbangan
senilai Rp7,29 triliun per 31 Oktober 2013.

e Kondisi tersebut terjadi karena PT MNA kurang cermat dalam merencanakan
jumlah pesawat siap beroperasi (online) dan kebutuhan suku cadang dan
mesin (engine) serta sebagian besar armada yang dioperasikan tidak handal.
Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan PT MNA tidak efektif dan efisien
antara lain terdapat pengeluaran biaya atas penundaan dan pembatalan
penerbangan senilai Rp22,84 miliar, masih terdapat sisa dana penerbangan
perintis senilai Rp8,64 miliar yang tidak terealisasikan dan terjadi kerugian dari
penerbangan KSO senilai Rp31,24 miliar, serta ketidakefisienan pembayaran
asuransi senilai USD3.56 juta.

Selain itu, hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya kelemahan
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan. Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 509 kasus kelemahan sistem
pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas serta 94 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai Rp176.431,39 juta. Rincian ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan tersebut yaitu 28 kasus kerugian negara/daerah
senilai Rp6.200,92 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah
sebanyak 5 kasus senilai Rp489,31 juta), 7 kasus potensi kerugian negara/daerah/
perusahaan senilai Rp39.109,70 juta, 44 kasus kekurangan penerimaan senilai
Rp131.120,77 juta, dan 15 kasus kelemahan administrasi. Jumlah kasus tiap kelompok
temuan per objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
atas Pemeriksaan Kinerja Semester Il Tahun 2013 per Objek Pemeriksaan

(nilai dalam juta rupiah)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan

Kele-
. . Potensi Kerugian
Objek Kerugian Negara/ Kekurangan mahan
. Jml 5
No. Pemeriksaan " Daerah Negara/Daerah/ N Admi. Total Ketidakpatuhan
. Obrik Perusahaan . .
(Obrik) nistrasi
Jml . Jml o Jml . Jml Jml .
Kasus Nilai Kasus Nilai Kasus Nilai Kasus  Kasus Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pusat 31 13 4.407,71 4 776,16 10 86.518,47 3 30 91.702,34
2 Provinsi 5] - - - - 1 20.536,42 3 4 20.536,42
3 izlt’:pate“/ 107 15  1.793,21 1 876,30 32 24.025,38 9 57  26.695,39
4 BUMN 4 - - 2 37.457,24 1 40,00 - 3 37.497,24
5 BUMD 1
Jumlah 158 28 6.200,92 7 39.109,70 44 131.120,77 15 94 176.431,39

Buku I IHPS



IHPS Il Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses
Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan kinerja, entitas telah menindaklanjuti temuan
ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan
penerimaan dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/
daerah senilai Rp4.146,53 juta dengan rincian temuan kerugian negara/daerah
senilai Rp1.611,30 juta, temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan senilai
Rp57,21 juta, dan temuan kekurangan penerimaan senilai Rp2.478,02 juta.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Dalam Semester |l Tahun 2013, BPK telah melakukan PDTT atas 387 objek pemeriksaan.
PDTT tersebut meliputi 47 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 27 objek
pemeriksaan pemerintah provinsi, 173 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/
kota, 29 objek pemeriksaan BUMN, 8 objek pemeriksaan KKKS Minyak dan Gas Bumi,
92 objek pemeriksaan BUMD, 2 objek pemeriksaan Badan Layanan Usaha (BLU),
8 objek pemeriksaan BLU Daerah (BLUD) dan 1 objek pemeriksaan badan lainnya.
Cakupan pemeriksaan atas 387 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp365,67
triliun atau sekitar 76% dari realisasi anggaran senilai Rp480,77 triliun.

Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Hasil PDTT dikelompokkan dalam delapan tema sebagai berikut: pengelolaan
pendapatan; pelaksanaan belanja; pengelolaan aset tetap; penyediaan jasa Pusat
Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan mobile PLIK; pelaksanaan kontrak kerjasama
minyak dan gas bumi; operasional BUMN; operasional BUMD dan RSUD; dan PDTT
lainnya.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori
yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, sebagaimana
disajikan dalam Tabel 3.7.
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Tabel 3.7. Temuan PDTT Semester Il Tahun 2013
(nilai dalam juta rupiah)
No. Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 1.548 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

2 Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan 1.068 1.117.316,27
3 Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan 447 2.322.877,97
4 Kekurangan Penerimaan 663 2.350.524,92
Sub Total 1 2.178 5.790.719,16
5 Kelemahan Administrasi 916 -
6 Ketidakhematan 156 196.265,83
7 Ketidakefisienan 11 157.279,78
8 Ketidakefektifan 315 832.379,41
Sub Total 2 1.398 1.185.925,02
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2) 3.576 6.976.644,18

Berdasarkan Tabel 3.7, hasil PDTT Semester Il Tahun 2013 mengungkapkan adanya
1.548 kasus kelemahan SPI dan 3.576 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan senilai Rp6.976.644,18 juta. Dari total kasus temuan PDTT
tersebut, sebanyak 2.178 kasus senilai Rp5.790.719,16 juta merupakan temuan yang
berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan
penerimaan. Rincian temuan berdampak finansial tersebut meliputi kerugian
sebanyak 1.068 kasus senilai Rp1.117.316,27 juta (di antaranya terdapat indikasi
kerugian sebanyak 438 kasus senilai Rp279.347,15 juta), potensi kerugian sebanyak
447 kasus senilai Rp2.322.877,97 juta, dan kekurangan penerimaan sebanyak 663
kasus senilai Rp2.350.524,92 juta.

Adapun rincian temuan PDTT selama Semester || Tahun 2013 berupa temuan SPI
dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan serta kasus-kasus yang terjadi di
pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan KKKS, BUMD, BLUD, serta BLU dan
badan lainnya antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDTT pada 47 objek pemeriksaan pemerintah pusat menemukan 151
kasus kelemahan SPI dan 396 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan senilai Rp1.281.926,54 juta. Dari total temuan
PDTT pemerintah pusat tersebut, sebanyak 228 kasus merupakan temuan yang
berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan
kekurangan penerimaan senilai Rp939.796,70 juta. Rincian temuan PDTT pada
pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 3.8.
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No.

Tabel 3.8. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat
(nilai dalam juta rupiah)
Pemerintah Pusat

Sub Kelompok Temuan
Jumlah Kasus Nilai

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1

SPI 151 =

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Negara 147 62.661,96
2 Potensi Kerugian Negara 30 173.478,21
3 Kekurangan Penerimaan 51 703.656,53
Sub Total I 228 939.796,70
4 Kelemahan Administrasi 117 -
5 Ketidakhematan 18 29.153,29
6 Ketidakefektifan 33 312.976,55
Sub Total Il 168 342.129,84
Total 396 1.281.926,54

Hasil PDTT pemerintah pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara
lain.

Temuan kerugian negara berupa kelebihan pembayaran selain kekurangan
volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 44 kasus senilai Rp15.363,18
juta, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 31 kasus senilai
Rp10.077,75 juta, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak
16 kasus senilai Rp16.378,63 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada
pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan pejabat pembuat
komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak memedomani ketentuan
yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugasnya, panitia serah terima
pertama pekerjaan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan serta
konsultan pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan
dan rekanan tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak.

Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi
kepada rekanan, konsultan pengawas dan pejabat yang bertanggung jawab
serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan
uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme
pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan potensi kerugian negara berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan
kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau
seluruhnya sebanyak 24 kasus senilai Rp55.519,45 juta. Kasus-kasus tersebut
sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan
pengawas, kontraktor pelaksana dan panitia pengadaan tidak cermat dan lalai
dalam melaksanakan tugas, serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
Selain itu PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
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Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain
memberikan sanksi kepada pejabat dan panitia pengadaan yang kurang
cermat dalam melaksanakan tugas serta mempertanggungjawabkan potensi
kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/
memperhitungkan dalam termin pembayaran.

e Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain
denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara sebanyak 26 kasus senilai Rp664.001,87 juta dan denda
keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara sebanyak 23 kasus senilai Rp38.762,43 juta. Kasus-
kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya
disebabkan kontraktor lalai tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu
sesuai dengan kontrak dan pejabat pembuat surat perintah membayar (SPM)
tidak cermat dalam memperhitungkan PPh final atas jasa konstruksi dan jasa
konsultan. Selain itu terjadi karena pelaksana kegiatan, panitia pengadaan dan
PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta
penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan
pengendalian.

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar
segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera
menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang
bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDTT pada 27 objek pemeriksaan pemerintah provinsi menemukan
66 kasus kelemahan SPI dan 309 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan senilai Rp254.569,08 juta. Dari total temuan
PDTT pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 193 kasus merupakan temuan yang
berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan
kekurangan penerimaan senilai Rp182.525,03 juta.

Sementara itu, hasil PDTT atas 173 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/
kota menemukan 394 kasus kelemahan SPI dan 1.809 kasus ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp522.169,47
juta. Dari total temuan PDTT kabupaten/kota tersebut, sebanyak 1.265 kasus
merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan
penerimaan senilai Rp428.092,42 juta. Rincian temuan PDTT pada pemerintah
daerah disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.
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Tabel 3.9. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan

(nilai dalam juta rupiah)

Provinsi Kabupaten/Kota

No. Sub Kelompok Temuan Jumlah Jumlah
Nilai Nilai

Kasus Kasus

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 66 - 394

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Daerah 101 36.584,38 675 193.133,86
2 Potensi Kerugian Daerah 21 21.488,89 301 172.813,13
3 Kekurangan Penerimaan 71 124.451,76 289 62.145,43
Sub Total | 193 182.525,03 1.265 428.092.42
4 Kelemahan Administrasi 66 - 378 -
5 Ketidakhematan 18 14.502,58 53 24.862,35
6  Ketidakefektifan 32 57.541,47 113 69.214,70
Sub Total Il 116 72.044,05 544 94.077,05
Total 309 254.569,08 1.809 522.169,47

Hasil PDTT pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan kasus-
kasus yang sering terjadi antara lain.

Temuan kerugian daerah berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau
barang sebanyak 271 kasus senilai Rp96.947,31 juta, kelebihan pembayaran
selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 127 kasus
senilai Rp40.591,80 juta, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan
sebanyak 72 kasus senilai Rp13.508,00 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi
pada pelaksanaan belanja, pengelolaan aset tetap, serta PDTT lainnya, yang
pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah
disepakati dalam kontrak, kontraktor pengawas kurang cermat melakukan
pekerjaan, para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya,
serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan
sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan
mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara
menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme
pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan
penanggung jawab kegiatan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Temuan potensi kerugian daerah berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan
kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau
seluruhnya sebanyak 273 kasus senilai Rp112.441,08 juta dan aset dikuasai
pihak lain sebanyak 15 kasus senilai Rp22.469,51 juta. Kasus-kasus tersebut
sering terjadi pada pelaksanaan belanja, dan pengelolaan aset tetap, yang
pada umumnya disebabkan kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai
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kontrak yang telah disepakati, para pelaksana belum melaksanakan tugas
sesuai ketentuan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan
entitas.

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain
agar memberikan sanksi kepada pelaksana dan kontraktor sesuai ketentuan
yang berlaku, memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian
spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya, serta meningkatkan
pengawasan dan pengendalian.

e Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/
daerah sebanyak 236 kasus senilai Rp30.436,12 juta, dan penerimaan negara/
daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak/ ditetapkan atau
dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 107 kasus senilai
Rp149.815,24 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan
belanja, pengelolaan pendapatan, serta pengelolaaan aset, yang pada
umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu
yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat
dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya
pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan
kerja perangkat daerah (SKPD).

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut, BPK
telah merekomendasikan pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar
segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera
menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat pelaksana
dan rekanan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

3. BUMN dan KKKS

Hasil PDTT pada 29 objek pemeriksaan BUMN menemukan 263 kasus kelemahan
SPI dan 265 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai Rp2.395.149,00 juta. Dari total temuan PDTT BUMN tersebut,
sebanyak 125 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan vyang
mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp1.950.042,31 juta.

Sementara itu, hasil PDTT atas 8 objek pemeriksaan KKKS menemukan 13 kasus
kelemahan SPI dan 79 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan senilai Rp994.804,75 juta. Dari total temuan PDTT KKKS
tersebut, sebanyak 68 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan
penerimaan senilai Rp994.804,75 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMN dan
KKKS disajikan dalam Tabel 3.10 berikut.
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Tabel 3.10. Kelompok Temuan PDTT pada BUMN dan KKKS
(nilai dalam juta rupiah)

BUMN KKKS
No. Sub Kelompok Temuan Jumlah Jumiab
Nilai Nilai
Kasus Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 263 - 13 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1  Kerugian Perusahaan 34 277.993,23 - -
2 Potensi Kerugian Perusahaan 33 1.599.908,83 - -
3 Kekurangan Penerimaan 58 72.140,25 68 994.804,75
Sub Total | 125 1.950.042,31 68 994.804,75
4 Kelemahan Administrasi 67 - 10 -
5  Ketidakhematan 29 92.913,85 - -
6  Ketidakefisienan 8 156.789,60 - -
7  Ketidakefektifan 36 195.403,24 1 -
Sub Total Il 140 445.106,69 11 -
Total 265 2.395.149,00 79 994.804,75

Hasil PDTT BUMN dan KKKS menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara
lain.

Temuan kerugian perusahaan berupa belanja tidak sesuai atau melebihi
ketentuan sebanyak 11 kasus senilai Rp46.091,19 juta, dan kelebihan
pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak
8 kasus senilai Rp982,56 juta. Kasus-kasus tersebut terjadi pada operasional
BUMN, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan
ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam
menjalankan tugasnya serta kurangnya pengawasan dan pengendalian
penanggung jawab kegiatan.

Terhadap kasus-kasus kerugian perusahaan tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar
memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan
tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara
menyetor uang ke kas negara/perusahaan serta meningkatkan pengawasan
dan pengendalian.

Temuan potensi kerugian perusahaan berupa piutang/pinjaman atau
dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 20 kasus senilai
Rp1.592.939,07 juta. Kasus-kasus tersebut terjadi pada operasional BUMN,
yang pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana kurang mempunyai
itikad baik untuk secara berkala memprioritaskan pembayaran angsuran
pinjaman RDI sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan, tidak intensif
dalam melakukan penagihan piutang serta pengawasan dan pengendalian
penanggung jawab belum optimal.
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Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada direksi untuk memprioritaskan melakukan pembayaran angsuran
pinjaman RDI secara berkala sesuai kemampuan keuangan perusahaan, lebih
intensif melakukan penagihan piutang serta meningkatkan pengawasan dan
pengendalian.

e Temuan kekurangan penerimaan berupa koreksi perhitungan bagi hasil dengan
KKKS sebanyak 65 kasus senilai Rp835.636,64 juta, dan penerimaan negara/
perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan
atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan sebanyak 39 kasus
senilai Rp216.307,53 juta. Kasus-kasus tersebut terjadi dalam pelaksanaan
kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dan operasional BUMN, antara lain
disebabkan kurang optimalnya pengendalian intern SKK MIGAS terhadap KKKS
dalam membebankan biaya-biaya yang semestinya tidak dibebankan dalam
cost recovery.

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada SKK MIGAS dan KKKS antara lain agar melakukan
koreksi cost recovery, menunda pembebanan selisih kontrak rig dibandingkan
owner estimate (OE) dan mengeluarkan dari biaya operasi sampai dengan
hasil evaluasi SKK MIGAS diperoleh, memerintahkan KKKS membayar selisih
perhitungan pajak penghasilan dan kewajiban Pajak Perseroan (PPs) dan Pajak
Bunga Dividen dan Royalti (PBDR) ke kas negara, serta Pemerintah dhi. SKK
MIGAS agar melakukan amandemen production sharing contract (PSC) dan/
atau amandemen tax treaty. Selain itu menagih kekurangan penerimaan dan
segera menyetorkannya ke kas negara/perusahaan.

4. BUMD

Hasil PDTT pada 92 objek pemeriksaan BUMD menemukan 572 kasus kelemahan
SPI dan 590 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai Rp512.579,44 juta. Dari total temuan PDTT BUMD tersebut,
sebanyak 212 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan vyang
mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp281.529,39 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMD disajikan dalam Tabel 3.11
berikut.
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Tabel 3.11. Kelompok Temuan PDTT pada BUMD
(nilai dalam juta rupiah)

BUMD
No. Sub Kelompok Temuan Jumlah
Nilai
Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 572 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Daerah/Perusahaan 76 114.884,15
2 Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan 55 85.759,88
3 Kekurangan Penerimaan 81 80.885,36
Sub Total | 212 281.529,39
4 Kelemahan Administrasi 247 -
5 Ketidakhematan 35 34.808,18
6 Ketidakefisienan 3 490,18
7 Ketidakefektifan 93 195.751,69
Sub Total I 378 231.050,05
Total 590 512.579,44

Hasil PDTT BUMD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

e Temuan kerugian daerah/perusahaan berupa belanja tidak sesuai atau
melebihi ketentuan sebanyak 34 kasus senilai Rp11.414,99 juta. Kasus-kasus
tersebut pada umumnya disebabkan direksi kurang cermat dalam menyusun
kebijakan dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada direksi BUMD yang bersangkutan agar lebih
cermat dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan pengawasan dan
pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kerugian daerah/perusahaan
yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah/perusahaan

e Temuan potensi kerugian daerah/perusahaan berupa piutang/pinjaman
atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 35 kasus senilai
Rp60.784,17 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat
pelaksana tidak melakukan inventarisasi terhadap status pelanggan yang
menunggak dan tidak tegas dalam mengambil tindakan terhadap pelanggan
yang menunggak serta dewan pengawas tidak optimal menjalankan fungsi
pengawasan kepada direksi atas kebijakan dan pelaksanaan penyaluran
kredit berlandaskan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan. Selain itu pejabat
pelaksana kurang cermat dalam melakukan penatausahaan piutang dan
kurang optimal melakukan penagihan angsuran piutang.
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Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada direksi BUMD vyang bersangkutan agar memerintahkan pejabat
pelaksana untuk melakukan inventarisasi terhadap status pelanggan yang
menunggak dan melakukan usaha yang nyata dalam menerapkan pemberian
sanksi pemutusan kepada pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan.
Selain itu dewan pengawas menginventarisir dan memastikan bahwa seluruh
kebijakan kredit yang telah ditetapkan direksi tidak bertentangan dengan
prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan serta lebih optimal melaksanakan upaya
penagihan, restrukturisasi, dan pengambilalihan agunan sesuai ketentuan.

e Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/daerah/
perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan
atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak
73 kasus senilai Rp74.289,90 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya
disebabkan pelaksana kegiatan lalai dalam melakukan tugas dan tanggung
jawabnya dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta penanggung
jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/daerah/perusahaan
tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi BUMD yang
bersangkutan agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian, memberikan
sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang
berlaku, serta menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya
ke kas negara/daerah/perusahaan.

5. BLUD

Hasil PDTT pada 8 objek pemeriksaan RSUD yang sudah ditetapkan sebagai BLUD
menemukan 65 kasus kelemahan SPI dan 78 kasus ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp12.463,65 juta. Dari total
temuan PDTT di lingkungan BLUD tersebut, sebanyak 48 kasus merupakan temuan
yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian,
dan kekurangan penerimaan senilai Rp10.946,31 juta. Rincian temuan PDTT pada
BLUD disajikan dalam Tabel 3.12 berikut.
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Tabel 3.12. Kelompok Temuan PDTT pada BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

BLUD
No. Sub Kelompok Temuan T -
Kasus Nilai

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1 SPI 65 -
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Daerah 23 3.141,72
2 Potensi Kerugian Daerah 4 5.069,93
3 Kekurangan Penerimaan 21 2.734,66
Sub Total | 48 10.946,31
4 Kelemahan Administrasi 22 -
5 Ketidakhematan 3 25,58
6 Ketidakefektifan 5 1.491,76
Sub Total Il 30 1.517,34
Total 78 12.463,65

Hasil PDTT BLUD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

Temuan kerugian daerah berupa pembayaran honorarium ganda dan/atau
melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 9 kasus senilai Rp1.726,82 juta.
Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan tidak
memedomani ketentuan yang berlaku serta pimpinan RSUD lemah dalam
melakukan pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada pimpinan RSUD agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian,
memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani
ketentuan yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan kerugian daerah
yang terjadi dengan cara menyetor ke kas daerah.

Temuan potensi kerugian daerah berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir
yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 2 kasus senilai Rp4.267,92 juta. Kasus-
kasus tersebut pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan tidak cermat
dalam melakukan verifikasi dan validasi data pasien, lalai tidak melakukan
penagihan piutang, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan
RSUD.

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada pimpinan RSUD agar memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana/
pejabat yang bertanggung jawab yang tidak cermat dalam melakukan
verifikasi dan validasi data pasien, melakukan upaya penagihan piutang, serta
meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/daerah lainnya
(selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/
diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 15 kasus senilai Rp2.322,56
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juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pimpinan RSUD lemah
dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta pelaksana kegiatan
tidak memedomani ketentuan yang berlaku.

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/daerah tersebut,
BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan RSUD agar meningkatkan
pengawasan dan pengendalian, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan
yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, menagih kekurangan
penerimaan serta menyetorkan ke kas daerah dan menyetorkan kewajiban
perpajakan sesuai ketentuan.

6. BLU dan Badan Lainnya

Hasil PDTT pada 2 objek pemeriksaan BLU, yaitu BLU Pusat Pengelolaan Komplek
Gelanggang Olahraga Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran,
menemukan 16 kasus kelemahan SPI dan 50 kasus ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1.002.982,25 juta. Dari
total temuan PDTT BLU tersebut, sebanyak 39 kasus merupakan temuan yang
berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan
kekurangan penerimaan senilai Rp1.002.982,25 juta.

Hasil PDTT pada 1 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya, yaitu Bank
Indonesia, menemukan 8 kasus kelemahan SPI. Rincian temuan PDTT pada BLU
dan badan lainnya disajikan dalam Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13. Kelompok Temuan PDTT pada BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

BLU Badan Lainnya
No. Sub Kelompok Temuan Jumlah Jumiah
Nilai Nilai
Kasus Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 16 - 8 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Negara 12 428.916,97 - -
2 Potensi Kerugian Negara 3 264.359,10 - -
3 Kekurangan Penerimaan 24 309.706,18 - -
Sub Total | 39 1.002.982,25 -
4  Kelemahan Administrasi 9 = = =
5  Ketidakefektifan 2 - - -
Sub Total Il 11 - - -
Total 50 1.002.982,25 - -
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Hasil PDTT BLU dan Badan Lainnya menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi
antara lain.

Temuan kerugian negara berupa penjualan/pertukaran/penghapusan aset
negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara sebanyak 8 kasus senilai
Rp57.022,57 juta, dan pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi
standar yang ditetapkan sebanyak 2 kasus senilai Rp2.042,70 juta. Kasus-kasus
tersebut pada umumnya disebabkan direksi tidak cermat dan lalai dalam
menyusun perjanjian kerja sama, tidak mengajukan addendum perjanjian
atas kelebihan penggunaan tanah, serta pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan perjanjian yang lemah.

Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada Menteri Sekretaris Negara agar memberikan sanksi kepada direksi BLU
yang tidak cermat dan lalai dalam menyusun perjanjian kerja sama dan tidak
melakukan addendum perjanjian. Selain itu agar direksi menarik kelebihan
pembayaran dan/atau melakukan upaya hukum atas kasus kerugian negara
tersebut

Temuan potensi kerugian negara berupa lain-lain potensi kerugian sebanyak
3 kasus senilai Rp264.359,10 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya
disebabkan pejabat yang berwenang tidak cermat dalam menentukan nilai
limit lelang dan tidak cermat dalam menyusun perjanjian kerja sama sehingga
harga jual tanah dinilai di bawah nilai jual objek pajak (NJOP).

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada Menteri Sekretaris Negara agar direksi BLU memberikan sanksi kepada
pejabat pelaksana/pejabat yang bertanggung jawab yang tidak cermat dalam
melaksanakan tugas, dan mengamandemen perjanjian kerjasama dengan
mengakomodasi hak entitas dalam alokasi pembagian hasil kerjasama, serta
melakukan upaya hukum atas permasalahan tersebut.

Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain
denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara sebanyak 24 kasus senilai Rp309.706,18 juta. Kasus-kasus
tersebut pada umumnya disebabkan direksi lalai dalam menentukan tarif
sewa dalam perjanjian dan membiarkan penempatan lahan tanpa perikatan
yang sah, serta belum optimal dalam mengelola pemanfaatan aset.

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada Menteri Sekretaris Negara agar memerintahkan
direksi BLU untuk melakukan penagihan kepada mitra kerja sama atas
kompensasiselisih harga nilai pengganti tanah, alokasi bagi hasil, dan kewajiban
mitra kerja sama sesuai perjanjian dan/atau melakukan upaya hukum atas
permasalahan tersebut.
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Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan
Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp5.790.719,16 juta, selama proses pemeriksaan berlangsung entitas telah
menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/
perusahaan senilai Rp68.411,75 juta dengan rincian temuan kerugian senilai
Rp51.303,80 juta, potensi kerugian senilai Rp5.447,47 juta, dan kekurangan
penerimaan senilai Rp11.660,48 juta.
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BAB 4

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengungkapkan
bahwa dalam periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 BPK secara keseluruhan telah
memberikan 212.750 rekomendasi senilai Rp81,49 triliun kepada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%,
Penyertaan BUMN dan Otorita. Status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan dari Tahun 2009 s.d. 2013 disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Data Pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)
Rekomendasi
Status Pemantauan Tindak Lanjut yang telah
ditindak
lanjuti dengan
penyetoran/

Rekomendasi penyerahan
Entitas

Sesuai dengan Belum Sesuai dan Dalam . N Tidak Dapat aset ke
Rekomendasi Proses Tindak Lanjut EcimiPpaRnit Ditindaklanjuti gara/
daerah/
perusahaan
negara/daerah
Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Nilai

SE:::”"tah 25658 44.073.62472 15545  11.163.946,37 5696 2160378663  4.335  11.103.570,19 82 20232153  7.939.376,78

E‘:’;‘;ﬁ”tah 180.473 18.202.481,80  95.820  4.907.787,58 48230  8.416.53653 36313  4.845.28343 110 32.87426  4.338.164,43

BUMN

(termasuk

BOMN Aok 6.024 14.646.614,04 2755  10.072.817,20 1236  1.808.650,04 1963  2.756.306,60 70 8.840,20  4.285.417,49

Perusahaan)

BHMN, KKKS,

Lembaga,

Saham

zz;‘e”"tah 595  4.570.655,24 277 1.933.794,52 94 774.148,08 224 1.862.712,64 . . 1.634,73

o,

Penyertaan

BUMN dan

Otorita

TOTAL 212.750 81.493.37580 114.397  28.078.345,67 55.256 32.603.121,28 42.835  20.567.872,86 262 244.035,99  16.564.593,43

Persentase

Tindak Lanjut

Berdasarkan 100% 53,77% 25,97% 20,14% 0,12%

Jumlah
Rekomendasi

Berdasarkan Tabel 4.1. dapat dijelaskan bahwa data pemantauan tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 114.397 senilai Rp28,07 triliun
atau 53,77%, sedangkan sebanyak 55.256 rekomendasi senilai Rp32,60 triliun atau
25,97% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak
42.835 rekomendasi senilai Rp20,56 triliun atau 20,14% belum ditindaklanjuti,
serta sebanyak 262 rekomendasi senilai Rp244,03 miliar atau 0,12% tidak dapat
ditindaklanjuti. Dari 114.397 rekomendasi senilai Rp28,07 triliun yang ditindaklanjuti
sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas
negara/penyerahan aset ke negara secara kumulatif sejak tahun 2009 s.d. Tahun 2013
senilai Rp16,56 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
sebesar 53,77%, menunjukkan bahwa entitas yang diperiksa telah memperhatikan
hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
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Adapun selama Semester |l Tahun 2013, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi
yang disampaikan BPK selama periode Tahun 2009 s.d. Semester Il Tahun 2013
sebanyak 16.170 rekomendasi senilai Rp3,91 triliun. Selama Semester Il Tahun 2013,
entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2009 s.d.
Semester Il Tahun 2013 dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/
perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp1,39 triliun. Perkembangan data
pemantauan TLRHP selama Semester |l Tahun 2013 atas data TLRHP sejak Tahun 2009
disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester Il Tahun 2013 atas
data TLRHP sejak Tahun 2009

(nilai dalam juta rupiah)
Rekomendasi yang
Status Pemantauan Tindak Lanjut telah ditindaklanjuti
dengan penyetoran/
Rekomendasi penyerahan aset

Periode ke negara/daerah/

Sesuai dengan Rekomendasi (b e G CEL D Belum Ditindaklanjuti jicakiopat perusahaan negara/
daerah

Proses Tindak Lanjut Ditindaklanjuti

Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Nilai
Semester Il Tahun 2013 212.750 81.493.375,80  114.397 28.078.345,67 55.256 32.603.121,28 42.835 20.567.872,86 262 244.035,99 16.564.593,43

Semester | Tahun 2013 193.600 73.279.028,54 98.227 24.162.166,01 49.335 29.259.075,33 45.830 19.679.036,96 208 178.750,24 15.171.146,02

Perkembangan 19.150 8.214.347,26 16.170 3.916.179,66 5.921 3.344.045,95 (2.995) 888.835,90 54 65.285,75 1.393.447,41

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Semester Il Tahun 2013
memuat data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Tahun 2013 untuk
status penyelesaian kerugian negara/daerah "telah ditetapkan” dan “dalam proses
penetapan”.

Cakupan entitas yang dipantau adalah sebesar 28,22% atau sebanyak 688 entitas dari
total entitas yang seharusnya dipantau sebanyak 2.438 entitas, yang terdiri dari 91
entitas pemerintah pusat, 527 entitas pemerintah daerah, 11 entitas BUMN dan 59
entitas BUMD.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester Il Tahun 2013
menunjukkan bahwa jumlah kasus kerugian negara/daerah dalam kurun waktu
periode Tahun 2003 s.d. 2013 sebanyak 24.474 kasus kerugian negara/daerah
senilai Rp3.122,05 miliar, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 15.538 kasus senilai
Rp603,50 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d.
2013 disajikan dalam Tabel 4.3.

Buku I IHPS



Badan Pemeriksa Keuangan

SUBYEK

PENANGGUNG JAWAB
KERUGIAN NEGARA

1

TGR BENDAHARA

TGR NON
BENDAHARA

PIHAK KETIGA

PENGELOLA
KEUANGAN

TOTAL

TOTAL VALAS
EKUIVALEN*)

TOTAL KERUGIAN

Tabel 4.3. Data Kerugian Negara/Daerah

IHPS 1l Tahun 2013

Periode Tahun 2003 sampai dengan Semester Il Tahun 2013

MATA
UANG

2

IDR
usbD
IDR
usbD
GBP
AUD
CAD
JPY
EUR
NLG
FFR
DEM
MYR
IDR

IDR

IDR
usbD
GBP
AUD
CAD

JPY
EUR
NLG

FFR
DEM
MYR

IDR

IDR

KERUGIAN

JML
KASUS

24.474

NILAI

600,34
243.29
1.049,71
4,411.80
199.15
2,355.24
39.60
755,447.27
32,592.55
509.42
2,215.39
510.23
58.53
679,75

55,29

2.385,09
4,655.09
199.15
2,355.24
39.60
755,447.27
32,592.55
509.42
2,215.39
510.23
58.53

736,96

3.122,05

ANGSURAN
ML
kasus A
5 6
529 80,11
- 358
5225 187,06
- 1439
538 92,33
43 370
6.335 363,20
- 1797
- o
6.335 363,41

PEMBAYARAN
LUNAS
L
kasus A
7 8
654 19,56
6919 13879
- 133
1506 70,70
24 039
9103 229,44
- 133
- o0t
9.103 22945

PENGHAPUSAN
JML
KASUS NILAI

9 10

6 0,38

80 1,28

8 3,01

11 5,97

100 10,64

100 10,64

ML
KASUS

11%%)

18.319

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SISA

NILAI

12

12=4-(6+8+10)
500,29
239.71
722,58
4,396.08
199.15
2,355.24
39.60
755,447.27
32,592.55
509.42
2,215.39
510.23
58.53
513,71

45,23

1.781,81
4,635.79
199.15
2,355.24
39.60
755,447.27
32,592.55
509.42
2,215.39
510.23
58.53

736,74

2.518,55

*)  Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata

uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2013.

**)  Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
a.  angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses
penetapan;

b.  angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;

c. kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan,

dan penghapusan;

d.  kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus

kerugian.

Data kerugian negara/daerah pada Tahun 2013 menunjukkan bahwa kerugian negara/
daerah yang tercatat pada Tahun 2013 adalah sebanyak 840 kasus senilai Rp20,25
miliar, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 310 kasus senilai Rp3,63 miliar dengan
rincian angsuran sebanyak 169 kasus senilai Rp1,42 miliar dan pelunasan sebanyak
141 kasus senilai Rp2,21 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada Tahun 2013
sebanyak 750 kasus senilai Rp16,62 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah pada
Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.4.
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Tabel 4.4. Data Kerugian Negara/Daerah Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah)

PENYELESAIAN

SUBYEK KERUGIAN ANGSURAN LUNAS PENGHAPUSAN SISA

SREnlician Esara: 0| Misania lkasiis| MUMEAIN) o IRNIAIN B ol IRNILAI i IRMICATRY (i) Il

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11%) 12
12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA IDR 153 3,76 38 0,46 3 0,10 - - 150 3,20
TGR NON BENDAHARA IDR 514 11,05 93 0,49 110 1,63 - - 430 8,93
PIHAK KETIGA IDR 173 5,44 38 0,47 28 0,48 - - 170 4,49
PENGELOLA KEUANGAN - - - - - - - =
TOTAL IDR 840 20,25 169 1,42 141 2,21 = - 750 16,62

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

a. angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses
penetapan;
angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;

c.  kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan,
dan penghapusan;

d.  kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus
kerugian.

Pemantauan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung
Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang
(Aparat Penegak Hukum)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan
kepada instansi yang berwenang sejak akhir Tahun 2003 s.d. 2013 sebanyak
432 temuan senilai Rp42.714,60 miliar, diantaranya sebanyak 48 temuan senilai
Rp4.506,82 miliar disampaikan pada Tahun 2013. Dari 432 temuan tersebut, BPK
telah menyampaikan kepada Kepolisian Negara Rl sebanyak 61 temuan, Kejaksaan
RI sebanyak 201 temuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 170
temuan. Secara keseluruhan instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 319
temuan atau 73,84% vyaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 45
temuan, penyelidikan sebanyak 93 temuan, penyidikan sebanyak 38 temuan, proses
penuntutan dan persidangan sebanyak 26 temuan, telah memperoleh putusan
pengadilan sebanyak 102 temuan, dan penghentian penyidikan dengan surat perintah
penghentian penyidikan (SP3) sebanyak 15 temuan. Adapun sebanyak 113 temuan
atau 26,16% belum ditindaklanjuti atau belum diperoleh informasi tindak lanjutnya
dari instansi yang berwenang. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut terhadap LHP
BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada Instansi yang berwenang
pada Semester |l Tahun 2013 adalah sebanyak 9 surat yang memuat 6 temuan senilai
Rp47,67 miliar.

Jakarta, 28 Maret 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Buku I IHPS






Pemerilisa Keuangzm
Repulblik Inconesia

. Suloreie Ne. 31
lellera Pusat 10210

- Tellp ¢ (021) 25542000

Faxs 3 (OR21) 5705376



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester II Tahun 2013

ERIKOA KEU
m“:l.:ltll:tn( INDONESIA

=“1“I"t
||||||
p——

Buku I ==

Pemeriksaan Laporan Keuong_g:f'l i s -

11111

(Buku ke-2 dari’5'Buku :

'-_.1_1‘ | I.

\/J;\{/f %\@ - Jakarta, Maret 2014 ]ﬁ#

| 28 (@) S ((5D)) > — : 4 E W0/

: e.\ﬁ/,\\:_’: ; Tl;‘_‘%\'- .' | N ‘j\ / ot P 7 g ! . IR }%,;;ﬁ‘*‘%;f
N SN Wi QY
1 _‘-!:r . ik:"r.:f | g i 4 i 1 e AR







Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS Il Tahun 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISl
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK
DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

BAB 2 Resume Pemeriksaan Keuangan Semester |l Tahun 2013
BAB 3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

BAB 4 Laporan Keuangan Badan Lainnya

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM
LAMPIRAN

Buku Il [HPS



IHPS Il Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan

DAFTAR TABEL

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

3.1.
3.2.

3.3.

4.1.

Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Semester Il Tahun 2013
Kelompok Temuan SPI

Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Entitas

Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012

Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan
Tingkat Pemerintah Daerah

Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya

Buku Il lHPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS 1l Tahun 2013

DAFTAR GRAFIK

2.1. Persentase Kasus Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan
2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan

3.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012

3.2.  Persentase Kelemahan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012

Buku Il [HPS



IHPS Il Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan

DAFTAR LAMPIRAN

10.

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan
Laporan Keuangan Semester Il Tahun 2013

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Semester Il Tahun 2013

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. 2012

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun 2012

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Hasil Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan
Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester |l Tahun 2013

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Badan Lainnya Semester Il Tahun 2013

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Hasil Pemeriksaan Laporan
Keuangan Badan Lainnya Semester Il Tahun 2013

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester Il Tahun 2013

Buku Il lHPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS Il Tahun 2013

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah
pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang
memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara
wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
dan Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Tujuan Pemeriksaan Keuangan

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini
atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan
pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini adalah (a) kesesuaian
dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures), (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
(d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK
Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan
keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh
langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Selanjutnya mengenai
pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas
pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas
pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga bagian vyaitu laporan hasil
pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini, laporan hasil pemeriksaan
atas SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP
yang memuat sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih
permasalahan kelemahan SPlI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/
perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan,
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kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam lkhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus
di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis (Bultek) SPKN Nomor 01 tentang Pelaporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, paragraf 13 tentang Jenis Opini,
terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, sebagai berikut.

e  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan
opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP) karena
keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu
paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.

e  Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan
SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

e Tidak Wajar (TW) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

e  Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat
(TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan
keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas,
sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas laporan
keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen, obyektif, dan
dengan integritas tinggi.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPl. Pengendalian
intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,
serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas,
keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif
dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah
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SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI
dikelompokkan dalam tiga kategori, sebagai berikut.

e Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan
sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan
keuangan.

e Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja,
yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran
penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan
program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.

e Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan
ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur
pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
berupa laporan kepatuhan, mengungkapkan ketidakpatuhan entitas terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/
daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan
penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan
ketidakefektifan sebagai berikut.

e Kerugiannegara/daerah/perusahaanadalahkerugian nyataberupaberkurangnya
kekayaan negara/daerah/perusahaan sesuai pengertian dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, “Kerugian negara/daerah atau kerugian
negara/daerah yang terjadi di perusahaan adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan
kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah kerugian nyata berupa
berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa resiko, terjadi kerugian
apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-
benar terjadi di kemudian hari.

e Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak negara/
daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur
ketidakpatuhan.

e Kelemahan administrasi adalah penyimpangan terhadap ketentuan yang
berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun
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operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan
kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan
penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak
mengandung unsur indikasi tindak pidana.

e Ketidakhematan/pemborosan mengungkapkan adanya penggunaan input
dengan harga atau kualitas/kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/
kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan
dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.

e Ketidakefisienan berorientasi pada proses, yaitu rasio antara input dan output
yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.

e Ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), yaitu temuan
yang mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang
direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi
tidak tercapai.

Selain itu, BPK juga melakukan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan
informasi dalam laporan keuangan dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar
yang berlaku sebagai dasar pemberian opini atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan
bahwa Presiden = menyampaikan  rancangan  undang-undang  tentang
pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Laporan keuangan dimaksud adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan
catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan
negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud adalah Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD,
neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan
laporan keuangan perusahaan daerah.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut,
dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-
lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah
pusat/daerah.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55
menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat
kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 56 undang-
undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan
laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester Il Tahun 2013, BPK telah melakukan
pemeriksaan terhadap 108 LKPD Tahun 2012 tingkat provinsi/kabupaten/kota. Selain
itu BPK juga melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2012,
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) Tahun
2011 dan Tahun 2012, Perusahaan Umum Poduksi Film Negara (Perum PFN) Tahun
2007, Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010, serta Laporan Keuangan Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Tahun 2012 dan PDAM Tirta Benteng Kota
Tangerang Tahun 2012.
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BAB 2

Resume Pemeriksaan Keuangan Semester Il Tahun 2013

Dalam Semester Il Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan
Tahun 2012 atas 108 LKPD. Selain itu BPK juga melakukan pemeriksaan atas 9 Laporan
Keuangan Badan Lainnya terdiri dari Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (LK BP Batam) Tahun 2012, Laporan
Keuangan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LK BP MIGAS)
Tahun 2011 dan Tahun 2012, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (LK
PDAM) Kota Padang Tahun 2012, dan LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun
2012 serta Laporan Keuangan Perum Produksi Film Negara (LK Perum PFN) Tahun
2007, Tahun 2008, Tahun 2009, dan Tahun 2010.

Pemeriksaan atas 108 LKPD meliputi 7 LK Pemerintah Provinsi, 88 LK Pemerintah
Kabupaten, dan 13 LK Pemerintah Kota.

Cakupan pemeriksaan atas 108 LKPD Tahun 2012 dan 9 Laporan Keuangan Badan
Lainnya meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan laba rugi
atau laporan surplus defisit, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Cakupan
pemeriksaan neraca, meliputi aset senilai Rp316,90 triliun, kewajiban senilai Rp10,16
triliun, dan ekuitas senilai Rp306,80 triliun. Sementara untuk cakupan pemeriksaan
LRA/laporan laba rugi, meliputi pendapatan senilai Rp126,38 triliun, belanja senilai
Rp119,18 triliun, pembiayaan neto senilai Rp20,16 triliun, dan laba senilai Rp0,44
triliun.

Opini

Terhadap 108 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 7 LKPD, opini WDP
atas 52 LKPD, opini TW atas 2 LKPD, dan opini TMP atas 47 LKPD.

Adapun terhadap Laporan Keuangan Badan Lainnya, BPK memberikan opini WTP
untuk LK BP MIGAS Tahun 2011 dan Tahun 2012, opini WDP untuk LK PDAM Kota
Padang Tahun 2012, opini TMP untuk LK BP Batam Tahun 2012, LK PDAM Tirta Benteng
Kota Tangerang Tahun 2012, dan LK Perum PFN Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009,
dan Tahun 2010. Rincian opini pemeriksaan keuangan pada Semester |l Tahun 2013
disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Semester Il Tahun 2013

Jenis LK Opini Jumlah
WTP % WDP % TW % TMP %
LKPD 7 6% 52 48% 2 2% 47 44% 108
LK Badan Lainnya 2 22% 1 11% 0 0% 6 67% 9
Total 9 8% 53 45% 2 2% 53 45% 117
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Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan keuangan pada Semester Il Tahun 2013 menunjukkan adanya
1.448 kasus kelemahan SPI. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam
Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI

No. Kelompok Temuan J::;f:
1 Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 601
2 Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 582
3 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 265
Jumlah 1.448

Kelemahan SPI yang sering ditemukan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan
adalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan antara lain
pencatatan tidak/belum dilakukan atau belum akurat dan proses penyusunan laporan
tidak sesuai ketentuan. Kelemahan lain yang sering ditemukan adalah kelemahan
dalam sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yaitu
perencanaan kegiatan tidak memadai.

Daftar kelompok dan jenis temuan-kelemahan SPI hasil pemeriksaan laporan
keuangan Semester Il Tahun 2013 disajikan pada Lampiran 1.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil pemeriksaan keuangan pada Semester Il Tahun 2013 mengungkapkan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 2.165
kasus senilai Rp3.740.991,02 juta. Jumlah dan nilai masing-masing kelompok temuan
disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan
(nilai dalam juta rupiah)
Jumlah

No Kelompok Temuan Nilai
Kasus

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:

1  Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan 744 652.448,93
Potensi Kerugian Negara /Daerah/Perusahaan 132 2.467.458,86
Kekurangan Penerimaan 319 154.115,89

Sub Total 1 1.195 3.274.023,68

Kelemahan Administrasi 851 -
Ketidakhematan 47 25.609,14

6 Ketidakefektifan 72 441.358,20
Sub Total 2 970 466.967,34

Jumlah 2.165 3.740.991,02
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Daftar kelompok dan jenis temuan-ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan hasil pemeriksaan laporan keuangan Semester |l Tahun 2013
disajikan pada Lampiran 2.

Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 744 kasus kerugian negara/daerah/perusahaan
senilai Rp652.448,93 juta. Dari jumlah tersebut di antaranya sebanyak 365 kasus
senilai Rp310.992,92 juta (47,66%) merupakan indikasi kerugian negara/daerah/
perusahaan. Persentase kasus yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.1.

Grafik 2.1. Persentase Kasus Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

19% B Kekurangan volume pekerjaan
| dan/atau barang

48%
M Belanja tidak sesuai atau melebihi
ketentuan

Kelebihan pembayaran selain
kekurangan volume pekerjaan
dan/atau barang

19%

m Kerugian Lainnya

14%

Daftar kelompok temuan kerugian negara/daerah/perusahaan di atas disajikan pada
Lampiran 2. Kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu:

Kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 144 kasus
(19%) senilai Rp100.786,88 juta yang terjadi di 76 entitas. Kasus tersebut terjadi
pada pelaksanaan belanja modal, seperti pembangunan gedung, peningkatan
jalan, dan pemeliharaan/perbaikan jalan;

Kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 143 (19%)
senilai Rp86.037,53 juta yang terjadi di 70 entitas. Kasus tersebut terjadi pada
pelaksanaan belanja barang/jasa dan belanja pegawai, seperti pemeliharaan
kendaraan, pemeliharaan jalan, dan kelebihan pembayaran gaji, lembur, dan
pembayaran tunjangan untuk anggota dewan;

Kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau
barang sebanyak 103 kasus (14%) senilai Rp42.652,59 juta yang terjadi di 59
entitas. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal dan belanja
barang/jasa, seperti pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultan
dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
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Kerugian lainnya sebanyak 354 kasus (48%) senilai Rp422.971,93 juta. Kasus
tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja barang/jasa di antaranya kasus biaya
perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan dan kasus
belanja perjalanan dinas fiktif. Kasus kerugian lainnya juga terjadi pada belanja
modal dan belanja bantuan seperti pemahalan harga (mark up) dan pengadaan
fiktif.

Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 132 kasus potensi kerugian negara/daerah/
perusahaan senilai Rp2.467.458,86 juta dengan persentase kasus yang terjadi
disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan
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B Aset dikuasai pihak lain
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24%

Daftar kelompok temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan di atas
disajikan pada Lampiran 2. Kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu:

Kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran
pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 48 kasus (36%)
senilai Rp78.643,12 juta yang terjadi di 33 entitas. Kasus tersebut terjadi pada
pelaksanaan belanja modal terutama pembangunan gedung yang sudah selesai
dikerjakan tetapi pembayaran belum lunas (kurang dari 95%);

Kasus aset berupa tanah, kendaraan, dan aset lainnya dikuasai pihak lain
sebanyak 31 kasus (24%) senilai Rp568.714,93 juta yang terjadi di 30 entitas;

Kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih
sebanyak 16 kasus (12%) senilai Rp1.716.679,49 juta yang terjadi di 14 entitas;
dan
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Kasus potensi kerugian lainnya sebanyak 37 kasus (28%) senilai Rp103.421,32
juta, di antaranya kasus aset tetap berupa mesin atau peralatan tidak diketahui
keberadaannya dan kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan
barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan. Kasus
lainnya yang sering ditemukan adalah pemberian jaminan dalam pelaksanaan
pekerjaan, pemanfaatan barang, pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, dan
pembelian aset yang berstatus sengketa.

Kekurangan Penerimaan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 319 kasus kekurangan penerimaan senilai
Rp154.115,89 juta. Persentase kasus yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.3.

Grafik 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
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Daftar kelompok temuan kekurangan penerimaan di atas disajikan pada Lampiran 2.
Kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu:

Kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/
diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 149 kasus (47%)
senilai Rp53.865,07 juta yang terjadi di 85 entitas. Kasus yang terjadi antara
lain pelaksanaan pekerjaan terlambat dan belum dikenakan sanksi denda
keterlambatan;

Kasus penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda
keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke
kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 132 kasus (41%) senilai Rp69.715,11
juta yang terjadi di 73 entitas. Kasus yang terjadi antara lain pencairan jaminan
pelaksanaan atas pekerjaan yang wanprestasi, penerimaan retribusi daerah, dan
pajak belum disetor ke kas negara;
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e Kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 17 kasus
(5%) senilai Rp11.996,25 juta yang terjadi di 15 entitas. Kasus yang terjadi adalah
penggunaan langsung atas pendapatan retribusi dan dana Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas)/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda); dan

e Kasus kekurangan penerimaan lainnya sebanyak 21 kasus (7%) senilai
Rp18.539,46 juta, di antaranya kasus pengenaan tarif pajak/Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan, kasus penerimaan negara/
daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak, dan dana perimbangan yang
telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah.

Pengembalian ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan

Darikasus kerugian dan potensikerugian negara/daerah/perusahaan, dan kekurangan
penerimaan sebanyak 1.195 kasus senilai Rp3.274.023,68 juta, selama proses
pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran
ke kas negara/daerah senilai Rp101.000,87 juta dengan rincian temuan kerugian
senilai Rp27.840,84 juta, potensi kerugian senilai Rp67.078,06 juta, dan kekurangan
penerimaan senilai Rp6.081,97 juta.

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Entitas

Hasil pemeriksaan laporan keuangan selama Semester || Tahun 2013 pada pemerintah
pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa
temuan SPI sebanyak 1.448 kasus dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan sebanyak 2.165 kasus senilai Rp3.740.991,02 juta,
dengan perincian per entitas pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Berdasarkan Entitas
(nilai dalam juta rupiah)

No - SPI Ketidakpatuhan =

Jumlah Kasus Jumlah Kasus Nilai

(2) (2) (3) (4) (5)
| Pusat 48 25 1.719.361,02
I Daerah 1.367 2.114 2.017.963,68
1 Provinsi 116 206 1.027.247,62
2 Kabupaten 1.107 1.694 928.250,74
3 Kota 144 214 62.465,32
1 BUMN 7 5 -
IV BUMD 26 21 3.666,32
Jumlah 1.448 2.165 3.740.991,02

Gambaran opini dan kasus-kasus yang terjadi di masing-masing entitas adalah sebagai
berikut.
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1.

Pemerintah Pusat

BPK memberikan opini WTP untuk LK BP MIGAS Tahun 2011 dan Tahun 2012 dan
opini TMP untuk LK BP Batam Tahun 2012.

Kasus-kasus kelemahan SPlyang terjadi antara lain kasus pencatatan tidak/belum
dilakukan atau belum akurat di antaranya penyajian aset tetap dan aset tetap
tidak dapat ditelusuri, tidak diselenggarakannya pencatatan atas persediaan,
dan kesalahan penganggaran belanja barang pada beberapa unit pelayanan
teknis (UPT). Selain itu kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan,
di antaranya tidak melakukan pemutakhiran data informasi dan pencatatan pada
buku kas dan tidak mencantumkan nomor register bukti pengeluaran kas.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
antara lain kasus potensi kerugian senilai Rp1.697.115,43 juta, di antaranya
piutang negara dari pokok utang PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (PT
TPPI) berpotensi tidak tertagih.

Pemerintah Daerah

Terhadap 108 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 7 LKPD, opini
WDP atas 52 LKPD, opini TW atas 2 LKPD, dan opini TMP atas 47 LKPD.

Pada pemerintah daerah, kelemahan SPI yang banyak terjadi adalah kelemahan
sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu sebanyak 568 kasus. Kasus-
kasus tersebut antara lain pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat
dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan. Kelemahan SPI lainnya
yang terjadi adalah perencanaan kegiatan tidak memadai, dan entitas tidak
memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Pada pemerintah daerah, kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan sering mengakibatkan kerugian daerah dan kelemahan
administrasi yang terjadi antara lain

e Kerugian daerah, seperti kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang,
belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan kelebihan pembayaran
selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 739 kasus
senilai Rp652.096,90 juta.

e Kelemahan administrasi, seperti pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti
tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah, dan
kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Opini atas LK Perum PFN selama 4 tahun berturut-turut yaitu Tahun 2007,
Tahun 2008, Tahun 2009, dan Tahun 2010 adalah TMP. Opini TMP diberikan
karena adanya ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya.
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Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya Perum PFN menanggung denda
keterlambatan atas hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum
dikenakan sanksi administrasi/denda di Tahun 2007. Hal tersebut terjadi juga
pada LK Perum PFN Tahun 2008, Tahun 2009, dan Tahun 2010.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di
antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipungut oleh Perum PFN
dari Duta Visual Nusantara (TV 7) Tahun 2009 senilai Rp46,05 juta belum disetor
ke kas negara setelah masa pajak, sehingga berpotensi terkena sanksi denda
administrasi atas keterlambatan penyetoran PPN yang sudah dipungut.

4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BPK memberikan opini WDP pada LK PDAM Kota Padang Tahun 2012 dan opini
TMP pada LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012.

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya pencatatan tidak/belum dilakukan
atau tidak akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengakibatkan kerugian daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp285,75 juta
di antaranya belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, penggunaan uang/
barang untuk kepentingan pribadi, dan kekurangan volume pekerjaan dan/atau
barang.
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BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Pada Semester Il Tahun 2013, BPK telah memeriksa 108 LKPD Tahun
2012, jumlah pemerintah daerah sampai dengan Semester Il Tahun 2013
adalah 529 yaitu pemerintah provinsi 34, pemerintah kabupaten 402, dan
pemerintah kota 93, termasuk lima daerah otonomi baru (DOB), yaitu
Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung),
Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari
Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat). Adapun
pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) Tahun 2012
hanya sebanyak 524 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD berdasarkan
pada; (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan
atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure);
(c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d)
efektivitas atau kehandalan SPI.

Cakupan pemeriksaan atas 108 LKPD Tahun 2012 meliputi neraca dan laporan
realisasi anggaran (LRA). Cakupan pemeriksaan neraca 108 LKPD meliputi
aset senilai Rp293,99 triliun, kewajiban senilai Rp2,71 triliun, dan ekuitas
senilai Rp291,34 triliun. Sedangkan cakupan pemeriksaan atas LRA 108
LKPD meliputi pendapatan senilai Rp122,67 triliun, belanja senilai Rp115,91
triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp20,16 triliun.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 bagian yaitu opini,
SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini

Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin
bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan. Adanya
kenaikan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini WDP serta
TMP secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh
entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang
wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Terhadap 108 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 7 LKPD,
opini WDP atas 52 LKPD, opini TW atas 2 LKPD, dan opini TMP atas 47 LKPD.

Perkembangan Opini LKPD dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012
disajikan dalam Grafik 3.1.
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Grafik 3.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
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3.8 Rincian opini untuk masing-masing tingkat pemerintahan disajikan dalam
Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
Pemerintahan Provinsi Kabupaten Kota
Tahun WTP  WDP TW TMP Jml WTP WDP T™W™W TMP Jml WTP  WDP T™W TMP Jml
6 0 24 1 8 33 6 235 26 96 363 7 64 4 14 89
0% 73% 3% 24% 100% 2% 65% 7% 26% 100% 8% 72% 4% 16% 100%
2658 1 24 3 5 33 7 240 37 95 379 7 66 8 11 92
3% 73% 9% 15% 100% 2% 63% 10% 25% 100% 7% 72% 9% 12% 100%
ilE 6 22 0 5 B3] 16 252 23 105 396 12 67 3 11 93
18% 67% 0% 15% 100% 4% 64% 6% 26% 100% 13% 72% 3% 12% 100%
o 10 19 0 4 33 36 267 6 89 398 21 63 2 7 93
30% 58% 0% 12% 100% 9% 67% 2% 22% 100% 23% 67% 2% 8% 100%
2 17 11 0 5 33 72 253 6 66 397 31 55 0 7 93
52% 33% 0% 15% 100% 18% 64% 1% 17% 100% 33% 59% 0% 8% 100%
2012 16 9 0 1 26 67 212 4 26 309 30 46 0 4 80

(sem 12013) 61% 35% 0% 4% 100% 22% 69% 1% 8% 100% 38% 57% 0% 5% 100%

2012

1 2 0 4 7 5] 41 2 40 88 1 9 0 3 13

(sem 112013) 14% 29% 0% 57% 100% 7% 46% 2% 45% 100% 8% 69% 0% 23% 100%

3.9

Buku Il

Atas 108 LKPD Tahun 2012, sebanyak satu LKPD mengalami peningkatan
opini dari TMP menjadi WTP dan dua LKPD dari WDP menjadi WTP. Kenaikan
opini tersebut disebabkan entitas telah melaksanakan perbaikan kelemahan
dalam LKPD tahun sebelumnya di antaranya telah melakukan hal-hal berikut,
yaitu: (1) penyusunan bukti pertanggungjawaban untuk belanja barang
dan jasa; (2) penyesuaian realisasi belanja subsidi sesuai dengan substansi
kegiatan; (3) penyusunan bukti realisasi belanja modal; (4) penatausahaan
dan pengelolaan piutang pajak dan piutang retribusi; (5) penatausahaan dan
pelaporan persediaan; (6) inventarisasi aset tetap dan aset lain-lain berupa
ternak gaduhan; (7) penyusunan dan pemutakhiran data pegawai.
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3.15

Sebanyak 14 LKPD mengalami peningkatan opini dari TW atau TMP menjadi
WDP. Kenaikan opini disebabkan entitas tersebut telah melaksanakan
perbaikan kelemahan LKPD tahun sebelumnya di antaranya telah melakukan
hal-hal berikut, yaitu: (1) penelusuran dan penjelasan sebagian selisih kas
dan SiLPA tahun sebelumnya dan sisanya telah ditindaklanjuti dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTIM); (2) penyajian piutang retribusi
sesuaidengan ketentuan dan didukung bukti yang kompeten; (3) inventarisasi
secara memadai terhadap persediaan di akhir tahun; (4) penilaian atas
investasi permanen menggunakan metode ekuitas; (5) penerbitan SKTIM
kepada Bendahara Pengeluaran yang belum menyetorkan sisa Uang Yang
Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD); (6) koordinasi antara Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPPKAD) dalam pengelolaan aset tetap.

Sebanyak satu LKPD mengalami penurunan opini dari WDP menjadi TMP
dan sebanyak satu LKPD mengalami perubahan opini dari TMP menjadi
TW. Penurunan dan perubahan opini tersebut di antaranya disebabkan
penyajian Belanja Modal tidak sesuai dengan keterjadian dan tidak sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah serta entitas belum melakukan
inventarisasi dan penilaian terhadap Aset Tetap. Selain itu penyajian nilai
Persediaan, Piutang Lainnya, Aset Lainnya, dan Kewajiban tidak dapat
diyakini kewajarannya.

Atas 52 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, pada umumnya laporan
keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal
yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan akun
yang dikecualikan, di antaranya Aset Tetap yang belum dilakukan inventarisasi
dan penilaian, penatausahaan Kas yang tidak sesuai dengan ketentuan,
Penyertaan Modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas,
saldo Dana Bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat
direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pelaksanaan
belanja modal tidak sesuai dengan ketentuan.

Atas dua LKPD yang memperoleh opini TW, laporan keuangan tidak
menyajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
akun Aset Tetap, Kas, Belanja Modal, dan SiLPA yang berdampak material
terhadap kewajaran laporan keuangan.

Atas 47 LKPD yang memperoleh opini TMP pada umumnya laporan keuangan
tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan
lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun Aset
Tetap, Kas, Piutang, Persediaan, Investasi Permanen dan non Permanen, Aset
Lainnya, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Dilihat daritingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester I Tahun
2013 terdiri atas 7 LK Pemerintah Provinsi, 88 LK Pemerintah Kabupaten, dan
13 LK Pemerintah Kota.
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Di tingkat provinsi terdapat empat LKPD yang memperoleh opini TMP. Di
tingkat kabupaten jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP dan TMP
hampir sama yaitu 41 LKPD dan 40 LKPD. Sedangkan di tingkat pemerintah
kota, opini yang diperoleh LKPD paling dominan adalah WDP yaitu 9 dari 13
LKPD yang diperiksa.

Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan pada Lampiran 3.
Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Hasil pemeriksaan atas 108 LKPD Tahun 2012 menunjukkan terdapat 1.367
kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi kelemahan
sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 568 kasus,
kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja sebanyak 549 kasus, dan kelemahan struktur pengendalian intern
sebanyak 250 kasus. Persentase kelemahan SPI| yang terjadi pada LKPD
disajikan dalam Grafik 3.2.

Grafik 3.2. Persentase Kelemahan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

M Kelemahan Sistem Pengendalian
Akuntansi dan Pelaporan
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Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Pencatatantidak/belumdilakukan atautidak akuratsebanyak 271 kasus,
seperti pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum memadai,
realisasi belanja tidak dapat diyakini kewajarannya, penatausahaan kas
di bendahara pengeluaran tidak tertib, saldo Investasi non Permanen
dalam bentuk dana bergulir belum menggambarkan kondisi yang
sebenarnya, Kewajiban tidak disajikan dalam neraca per 31 Desember
2012, dan penyajian SiLPA TA 2012 belum menggambarkan keadaan
yang sebenarnya. Kasus tersebut terjadi di 96 entitas.

e Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sebanyak 220 kasus,
seperti Persediaan belum dilakukan stock opname pada akhir tahun,
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penyajian saldo penyertaan modal belum berdasarkan laporan keuangan
audited, dan laporan keuangan Tahun 2012 mempertanggungjawabkan
realisasi belanja tahun sebelumnya. Kasus tersebut terjadi di 91 entitas.

e Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai sebanyak
66 kasus, seperti sistem pengendalian intern atas persediaan belum
memadai, yaitu belum dilakukan cek fisik akhir tahun dan masih terdapat
persediaan yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan dan aset tetap
yang belum diinventarisasi dan dinilai kembali. Kasus tersebut terjadi di
41 entitas.

e Perencanaan kegiatan tidak memadai sebanyak 210 kasus, seperti
penganggaran dan realisasi pembayaran Utang Tahun Anggaran 2011
dilakukan melalui Belanja Modal Tahun Anggaran 2012, realisasi Belanja
Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk Belanja tunjangan
kepala dan aparat desa, bantuan stimulan kepada pemuda desa dan
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK); pengeluaran Pembiayaan
salah dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah
salah dianggarkan pada Belanja Modal; Belanja Barang dan Jasa, Bantuan
Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Hibah belum disajikan dalam laporan
keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, belanja bantuan
sosial tidak didukung dengan proposal, dan kontrak belanja modal atas
11 paket pekerjaan tanpa didukung ketersediaan anggaran dan realisasi
pembayaran mendahului anggaran. Kasus tersebut terjadi di 98 entitas.

e Entitas tidak memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang
formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur sebanyak 136
kasus, seperti belum ada SOP dalam pengelolaan dan penatausahaan
persediaan sehingga persediaan belum dilaporkan secara lengkap. Belum
ada SOP atau peraturan mengenai pengelolaan dan penatausahaan
keuangan daerah, tatacara pertanggungjawaban hibah, pengelolaan
belanja bantuan sosial, pengelolaan dan penatausahaan pajak dan
retribusi daerah, dan pengendalian dan manajemen kas. Kasus tersebut
terjadi di 67 entitas.

e Kelemahan SPI lainnya sebanyak 464 kasus, di antaranya seperti
pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD, SOP yang ada pada entitas
tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, dan satuan pengawas
intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan SPl pada umumnya terjadi karena para pejabat/
pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan
laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami
ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian kegiatan, dan kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak
terkait, dan kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan.
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Selainitu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum
menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur
atau keseluruhan prosedur, kurang cermat dalam melakukan perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan, dan belum optimal dalam menindaklanjuti
rekomendasi BPK Rl atas LHP sebelumnya.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan
memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan
dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan
meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang
bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, segera menyusun dan menetapkan
kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, dan
segera menindaklanjuti rekomendasi BPK Rl atas LHP sebelumnya.

Daftar kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan
dalam Lampiran 4 dan daftar kelompok temuan menurut entitas disajikan
dalam Lampiran 6.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil pemeriksaan keuangan Semester Il Tahun 2013 mengungkapkan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
sebanyak 2.114 kasus senilai Rp2.017.963,68 juta, yang disajikan dalam
Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No

v W

pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:

Kerugian Daerah 739 652.096,90
Potensi Kerugian Daerah 130 768.666,58
Kekurangan Penerimaan 308 133.531,48
Kelemahan Administrasi 820
Ketidakhematan 46 24.071,07
Ketidakefektifan 71 439.597,65

Jumlah 2.114 2.017.963,68
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Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tingkat pemerintah provinsi (7 provinsi), pemerintah
kabupaten (88 kabupaten), dan pemerintah kota (13 kota) disajikan dalam
Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah

No

U W N

3.27

3.28

(nilai dalam juta rupiah)

Tingkat Pemerintahan Total
Provinsi Kabupaten Kota
Kelompok Temuan Jumlah o
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Kashs Nifai
Kasus Kasus Kasus
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang M kibatkan:
Kerugian Daerah 72 111.109,41 598 518.329,75 69 22.657,74 739 652.096,90
Potensi Kerugian Daerah 14 607.663,04 98 142.967,39 18 18.036,15 130 768.666,58
Kekurangan Penerimaan 31 30.211,07 248 96.675,96 29 6.644,45 308 133.531,48
Kelemahan Administrasi 73 - 661 - 86 - 820
Ketidakhematan 7 4.175,90 35 15.563,76 4 4.331,41 46 24.071,07
Ketidakefektifan 9 274.088,20 54 154.713,88 8 10.795,57 71 439.597,65
Jumlah 206 1.027.247,62 1.694  928.250,74 214 62.465,32 2.114 2.017.963,68

Kerugian Daerah (739 kasus senilai Rp652.096,90 juta)

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah
sebanyak 739 kasus senilai Rp652.096,90 juta yang terjadi di 107 entitas,
dan di antaranya berupa indikasi kerugian daerah sebanyak 363 (49,12%)
kasus senilai Rp310.779,65 juta.

Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 143 kasus
senilai Rp100.764,25 juta. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan
belanja modal, seperti volume pekerjaan pemeliharaan/perbaikan jalan
dilaksanakan tidak sesuai kontrak, pembayaran pekerjaan pembangunan
gedung/peningkatan jalan melebihi seharusnya, dan kekurangan volume
pada beberapa paket pekerjaan. Kasus tersebut terjadi di 75 entitas, di
antaranya Kabupaten Nduga senilai Rp26,14 miliar, Kabupaten Paser
senilai Rp7,90 miliar, Provinsi Maluku Utara pada proyek pembangunan
rumah sakit umum senilai Rp3,97 miliar dan proyek peningkatan jalan
senilai Rp3,81 miliar, dan Kabupaten Mamberamo Tengah senilai Rp2,34
miliar;

Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 141 kasus
senilai Rp85.878,28 juta. Kasus tersebut terjadi di 68 entitas, di
antaranya pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah Tahun
Anggaran 2011 dan 2012 senilai Rp2,51 miliar tidak sesuai ketentuan
terjadi di Kabupaten Deli Serdang, kelebihan pembayaran pegawai yang
telah memasuki batas usia pensiun senilai Rp3,23 miliar di Kabupaten
Kutai Kartanegara, realisasi belanja pada sekretariat DPRD tidak sesuai
ketentuan senilai Rp12,12 miliar di Kabupaten Tolikara, dan pembayaran
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tambahan penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD senilai
Rp4,58 miliar tidak sesuai ketentuan di Kabupaten Sorong.

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau
barang sebanyak 103 kasus senilai Rp42.652,59 juta. Kasus tersebut
terjadi pada pelaksanaan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa,
seperti pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultan dan
pemeliharaan jalan dan jembatan. Kasus tersebut terjadi di 59 entitas,
di antaranya di Kabupaten Mamberamo Tengah senilai Rp5,89 miliar,
Provinsi Papua pada proyek pembangunan jembatan dan jalan senilai
Rp4,37 miliar, Kabupaten Minahasa Utara senilai Rp2,83 miliar, dan
Kabupaten Deli Serdang senilai Rp2,50 miliar.

Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang
ditetapkan sebanyak 67 kasus senilai Rp30.493,66 juta, seperti bukti
pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak valid dan melebihi nilai
pertanggungjawaban yang sebenarnya. Kasus tersebut terjadi di 56
entitas, di antaranya di Kabupaten Kutai Kartanegara senilai Rp4,50
miliar, Provinsi Maluku senilai Rp3,51 miliar, dan Kabupaten Biak Numfor
senilai Rp1,39 miliar.

Belanja perjalanan dinas fiktif sebanyak 51 kasus senilai Rp44.351,93
juta, seperti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak
sesuai ketentuan, tiket pesawat yang dilampirkan sebagai bukti
pertanggungjawaban tidak terdaftar pada maskapai penerbangan yang
bersangkutan, dan perjalanan dinas berindikasi tidak dilaksanakan. Kasus
tersebut terjadi di 45 entitas, di antaranya di Provinsi Papua Barat senilai
Rp11,41 miliar, Kabupaten Kutai Timur senilai Rp4,35 miliar, Kabupaten
Deli Serdang senilai Rp4,18 miliar, dan Kabupaten Nias Selatan senilai
Rp3,28 miliar.

Kerugian lainnya sebanyak 234 kasus senilai Rp347.956,19 juta, di
antaranya pemahalan harga (mark up), dan pembayaran honorarium
ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, seperti penetapan
harga satuan dalam kontrak lebih tinggi dibandingkan dengan standar
harga satuan di Kabupaten Seram Bagian Timur senilai Rp6,60 miliar
dan Provinsi Papua senilai Rp3,03 miliar serta pembayaran honor tidak
sesuai ketentuan di Kabupaten Lanny Jaya senilai Rp6,75 miliar dan
Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp4,32 miliar.

3.29 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp652.096,90 juta tersebut
telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau
penyerahan aset senilai Rp27.834,71 juta, yang berasal dari pemerintah
provinsi senilai Rp14.465,16 juta, kabupaten senilai Rp11.066,16 juta, dan
kota senilai Rp2.303,39 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran
uang/penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Kalimantan
Timur senilai Rp9.622,95 juta, Provinsi Maluku senilai Rp4.166,81 juta, dan
Kabupaten Kutai Kartanegara senilai Rp2.062,11 juta.
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Penyebab

Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang
bertanggung jawab belum menetapkan peraturan tentang perjalanan
dinas, lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang
berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,
serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadapkasus-kasuskerugiandaerahtersebut, BPKtelahmerekomendasikan
kepada kepala daerah antara lain agar menetapkan peraturan tentang
perjalanan dinas, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada
pejabat yanglalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan
yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung
jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta
mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas
daerah.

Daftar kelompok dan jenis temuan kerugian daerah disajikan dalam Lampiran
5 dan daftar kelompok temuan kerugian daerah menurut entitas disajikan
dalam Lampiran 6.

Potensi Kerugian Daerah (130 kasus senilai Rp768.666,58 juta)

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012 pada 108 pemerintah daerah,
menemukan potensi kerugian daerah sebanyak 130 kasus senilai
Rp768.666,58 juta.

Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi
pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya
sebanyak 48 kasus senilai Rp78.643,12 juta, seperti pembayaran tidak
sesuai dengan prestasi pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan swakelola
tidak sesuai dengan ketentuan, dan uang muka pekerjaan yang tidak
dapat diselesaikan belum dapat ditarik kembali. Kasus tersebut terjadi
di 33 entitas, di antaranya di Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp24,91
miliar, Kabupaten Paser senilai Rp13,00 miliar, dan Kabupaten Nduga
senilai Rp7,70 miliar;

e Aset berupa tanah, kendaraan dan aset lainnya dikuasai pihak lain
sebanyak 30 kasus senilai Rp567.038,08 juta. Kasus tersebut terjadi di
29 entitas, di antaranya di Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp402,12
miliar, Provinsi Maluku senilai Rp83,12 miliar, dan Kabupaten Nduga
senilai Rp39,81 miliar;

Buku Il [HPS



IHPS Il Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan

3.35

3.36

e Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih
sebanyak 15 kasus senilai Rp19.564,06 juta. Kasus tersebut terjadi di
13 entitas, di antaranya di Kabupaten Malinau senilai Rp3,59 miliar,
Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp3,28 miliar, dan Kabupaten Aceh
Timur senilai Rp2,02 miliar;

e Aset berupa mesin, peralatan dan aset lainnya tidak diketahui
keberadaannya sebanyak 10 kasus senilai Rp29.369,87 juta. Kasus
tersebut terjadi di 10 entitas, di antaranya Kabupaten Wondama senilai
Rp17,75 miliar, Kota Ambon senilai Rp6,27 miliar, dan Kabupaten Kutai
Barat Rp1,29 miliar;

e Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil
pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak
5 kasus senilai Rp1.331,72 juta. Kasus tersebut terjadi di 5 entitas, di
antaranya di Kabupaten Maybrat senilai Rp642,38 juta, Kabupaten
Sumba Timur senilai Rp532,78 juta; dan Kabupaten Nias Barat senilai
Rp72,22 juta; dan

e Potensi kerugian daerah lainnya sebanyak 22 kasus senilai Rp72.719,73
juta. Kasus tersebut terjadi di 20 entitas, di antaranya realisasi keuangan
belanja barang atas pekerjaan pembangunan jalan belum sesuai dengan
realisasi fisik pekerjaan pada saat pembayaran senilai Rp52,08 miliar
di Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
berpotensi menanggung kerugian senilai Rp4,20 miliar atas penyertaan
modal pada PT Gemilang Citra Mandiri yang tidak beroperasi lagi sejak
Tahun 2006.

Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp768.666,58 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan
aset senilai Rp67.078,06 juta, yang berasal dari pemerintah provinsi senilai
Rp66.501,18 juta, kabupaten senilai Rp501,28 juta, dan kota senilai Rp75,60
juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset
tersebut di antaranya adalah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp66.501,18
juta, Kabupaten Waropen senilai Rp396,27 juta, dan Kabupaten Kutai
Kartanegara senilai Rp85,73 juta.

Penyebab

Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena
pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan
memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian.
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Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak
cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta
pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,
meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta memerintahkan
kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan
dan pengendalian.

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang
bertanggung jawab agar meningkatkan upaya penyelesaian sengketa,
memverifikasi tunggakan yang tidak dapat diyakini dan mengintensifkan
penagihan, serta mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah
dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas
daerah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Daftar kelompok dan jenis temuan potensi kerugian disajikan dalam Lampiran
5 dan daftar kelompok temuan potensi kerugian menurut entitas disajikan
dalam Lampiran 6.

Kekurangan Penerimaan (308 kasus senilai Rp133.531,48 juta)

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012 pada 108 pemerintah daerah,
menemukan kekurangan penerimaan sebanyak 308 kasus senilai
Rp133.531,48 juta.

Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau
dipungut/diterima/disetor ke kas daerah sebanyak 147 kasus senilai
Rp43.836,88 juta, yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang/
jasa dan pemborongan pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Kasus
tersebut terjadi di 83 entitas, di antaranya di Provinsi Papua Barat senilai
Rp3,46 miliar, Kabupaten Manggarai Timur senilai Rp1,66 miliar, dan
Kabupaten Mamberamo Tengah senilai Rp1,43 miliar;

e Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan)
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/
daerah sebanyak 124 kasus senilai Rp64.025,71 juta, seperti kurang
bayar pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), penerimaan
retribusi, pajak mineral bukan logam dan batuan belum dipungut dan
kurang ditetapkan, dan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka
atas pemutusan kontrak belum dicairkan. Kasus tersebut terjadi di 69
entitas, di antaranya di Kabupaten Kutai Timur senilai Rp10,23 miliar,
Kabupaten Aceh Timur senilai Rp4,60 miliar, dan Kabupaten Deli Serdang
senilai Rp3,74 miliar;
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e Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 17 kasus
senilai Rp11.996,25 juta. Kasus tersebut terjadi di 15 entitas, di antaranya
di Kabupaten Kutai Timur senilai Rp7,16 miliar, Kabupaten Paser senilai
Rp1,20 miliar, dan Kabupaten Konawe Utara senilai Rp957,84 juta;

e Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak
9 kasus senilai Rp6.217,22 juta. Kasus tersebut terjadi di 7 entitas, di
antaranya di Kabupaten Konawe Utara senilai Rp2,82 miliar, Kabupaten
Paser senilai Rp690,47 juta, Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp622,50
juta, dan Kota Banjarbaru senilai Rp601,55 juta;

e Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi
yang tidak berhak sebanyak 7 kasus senilai Rp6.752,15 juta, seperti
sisa dana percepatan pembangunan dan infrastruktur daerah (DPPID)
belum dikembalikan ke kas negara. Kasus tersebut terjadi di 7 entitas,
di antaranya di Kabupaten Landak senilai Rp2,12 miliar, Kabupaten Aceh
Timur senilai Rp1,52 miliar, dan Provinsi NTT senilai Rp1,08 miliar; dan

e Kekurangan penerimaan lainnya sebanyak 4 kasus senilai Rp703,27 juta
terjadi di 4 entitas, di antaranya di Kabupaten Minahasa Selatan, dana
perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai
Rp292,41 juta.

Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp133.531,48 juta tersebut
telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau
penyerahan aset senilai Rp6.081,97 juta, yaitu dari pemerintah provinsi
senilai Rp3.739,53 juta, kabupaten senilai Rp1.955,32 juta, dan kota senilai
Rp387,12 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan
aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Kalimantan Timur senilai
Rp3.739,53 juta, Kabupaten Kutai Timur senilai Rp363,48 juta, dan Kota
Tarakan senilai Rp247,83 juta.

Penyebab

Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena
pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati
dan memahami ketentuan yang berlaku, lalai dan belum optimal dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendataan,
penetapan, pemungutan, pelaporan dan penerimaan pajak dan retribusi
sesuai ketentuan, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-
pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada kepala daerah antaralainagar memberikan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat
dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang
lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
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meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan
kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan
dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan
ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.

Daftar kelompok dan jenis temuan kekurangan penerimaan disajikan dalam
Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan kekurangan penerimaan menurut
entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Kelemahan Administrasi (820 kasus)

Hasil pemeriksaan atas LKPD pada 108 pemerintah daerah, menemukan
ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan administrasi sebanyak 820
kasus.

Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)
selain perjalanandinas sebanyak 331 kasus, seperti pertanggungjawaban
belanja tidak tertib, laporan pertanggungjawaban bantuan hibah belum
diserahkan, sisa dana Jamkesmas/Jampersal dan program jaminan
kesehatan masyarakat umum (PJKMU) belum dipertanggungjawabkan
dan realisasi dana tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kasus tersebut terjadi
di 102 entitas.

e Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah sebanyak 109
kasus, seperti pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap tidak tertib.
Kasus tersebut terjadi di 81 entitas.

e Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah sebanyak 66
kasus, seperti aset berupa tanah belum bersertifikat dan kendaraan
bermotor belum memiliki bukti kepemilikan. Kasus tersebut terjadi di
60 entitas.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi karena
pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan
memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola barang
milik daerah, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban,
serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan administrasi tersebut, BPK telah
merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak
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cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat
yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meminta
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta meningkatkan
pengawasan dan pengendalian.

Daftar kelompok dan jenis temuan administrasi disajikan dalam Lampiran 5
dan daftar kelompok temuan administrasi menurut entitas disajikan dalam
Lampiran 6.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012, BPK juga menemukan adanya
ketidakhematan sebanyak 46 kasus senilai Rp24.071,07 juta yang terjadi
di 26 pemerintah daerah dan ketidakefektifan sebanyak 71 kasus senilai
Rp439.597,65 juta yang terjadi di 46 pemerintah daerah.
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BAB 4

Laporan Keuangan Badan Lainnya

4.1

4.2

4.3

4.4

Pada Semester Il Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 9
Laporan Keuangan Badan Lainnya, yang meliputi Laporan Keuangan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(LK BP Batam) Tahun 2012, Laporan Keuangan Badan Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LK BP MIGAS) Tahun 2011 dan Tahun
2012, Laporan Keuangan Perum Produksi Film Negara (LK Perum PFN) Tahun
2007, Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010. Selain itu BPK juga telah
melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air
Minum (LK PDAM) Kota Padang Tahun 2012 dan LK PDAM Tirta Benteng Kota
Tangerang Tahun 2012.

Pemeriksaan keuangan atas Badan Lainnya bertujuan untuk memberikan
pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan dengan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang
ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan
pengungkapan (adequate disclosure); (c) kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.

Cakupan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya meliputi
neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus
(defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal,
serta laporan arus kas. Rincian cakupan pemeriksaan Laporan Keuangan
Badan Lainnya tersebut terdiri dari aset senilai Rp22,91 triliun, kewajiban
senilai Rp7,45 triliun, ekuitas senilai Rp15,46 triliun, pendapatan senilai
Rp3,71 triliun, biaya senilai Rp3,27 triliun dan laba senilai Rp0,44 miliar.

Hasil pemeriksaan

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Badan Lainnya mengungkapkan
sebanyak 132 kasus senilai Rp1.723.027,34 juta yang merupakan temuan
SPI sebanyak 81 kasus dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan sebanyak 51 kasus senilai Rp1.723.027.34
juta. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 4.1.
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Tabel 4.1. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Tahun /Tahun SPI Ketidakpatuhan
Tema
Buku Kasus Kasus Nilai
BP Batam 2012 21 9 4.068,44
BP MIGAS 2011 14 8 6,13
2012 13 8 1.715.286,45
Perum PFN 2007 3 1 -
2008 1 -
2009 1 -
2010 2 -
PDAM Kota Padang 2012 16 12 3.541,93
PDAM Tirta Benteng Kota 2012 10 9 124,39
Tangerang
Jumlah 81 51 1.723.027,34

4.5

4.6

4.7

LK BP Batam Tahun 2012
Opini

Laporan hasil pemeriksaan atas LK BP Batam Tahun 2012, BPK memberikan
opini TMP karena laporan keuangan menyajikan saldo Kas pada Badan
Layanan Umum (BLU) yang tidak sama dengan saldo akhir, saldo Piutang
dari kegiatan operasional BLU dan Piutang jangka panjang lainnya tidak
seluruhnya didukung dengan data piutang, saldo Persediaan obat dan
peralatan kesehatan tidak didukung dengan hasil inventarisasi fisik dan
saldo saldo aset tetap tidak didukung dengan rincian aset, sehingga laporan
keuangan BP Batam tidak dapat diyakini kewajarannya.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Hasil pemeriksaan SPI atas LK BP Batam Tahun 2012 menunjukkan terdapat
21 kasus kelemahan SPI, meliputi 9 kasus kelemahan sistem pengendalian
akuntansi dan pelaporan, 8 kasus kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 4 kasus kelemahan
struktur pengendalian intern. Rincian kelompok dan jenis temuan dapat
dilihat dalam Lampiran 7.

Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya penyajian aset tetap pada
neraca berpotensi salah saji dan tidak dapat ditelusuri, tidak diselenggarakan
pencatatan atas Persediaan, kesalahan penganggaran belanja barang
pada beberapa Unit Pelayanan Teknis (UPT) BP Batam, pendapatan dari
penjualan sisa dan bahan pembangunan Dermaga Pelabuhan Batu Ampar
belum terealisasi, pengalokasian lahan tidak sesuai ketentuan jangka waktu
maksimal yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan permohonan alokasi
lahan.
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Kasus-kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum
melakukan rekonsiliasi secara optimal, belum menyusun kebijakan internal
untuk suatu prosedur, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya.

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepala entitas yang diperiksa antara lain agar memerintahkan Direktur
Pengelolaan Lahan untuk menyusun kebijakan internal atas suatu prosedur,
meningkatkan pengawasan dan pengendalian, dan melakukan koordinasi
dan rekonsiliasi dengan satuan kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 9 kasus ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4.068,44 juta, di
antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 1 kasus senilai Rp60,15
juta. Rincian kelompok temuan dapat dilihat dalam Lampiran 8 dan 9.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan di antaranya pembayaran jasa manajemen bagi Pelaksana
Harian Direktur Rumah Sakit tidak sesuai ketentuan selama Tahun 2012
senilai Rp60,15 juta, aset kendaraan dan rumah dikuasai pihak lain senilai
Rp1,67 miliar, keterlambatan pembayaran invoice dan penyampaian laporan
pendapatan bulanan oleh pihak penyewa senilai Rp2,33 miliar dan uang
panjar/uang muka yang digunakan untuk operasional Rumah Sakit Badan
Pengusaha (RSBP) belum dipertanggungjawabkan dan dokumen kepemilikan
aset kendaraan bermotor tidak ditemukan.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia
pengadaan tidak memahami ketentuan yang berlaku, dan lalai dalam
melaksanakan tugasnya serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat
yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara
dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan
aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai ketentuan
yang berlaku.

LK BP MIGAS Tahun 2011 dan Tahun 2012
Opini

BPK telah melakukan pemeriksaan atas LK BP MIGAS Tahun 2011 dan Tahun
2012 dengan memberikan opini WTP atas kedua laporan keuangan tersebut.
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Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Hasil pemeriksaan SPI atas LK BP MIGAS Tahun 2011 dan Tahun 2012
menunjukkan terdapat 27 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI
tersebut meliputi 12 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan, 12 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja dan 3 kasus kelemahan struktur pengendalian
intern. Rincian kelompok dan jenis temuan dapat dilihat dalam Lampiran 7.

Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya Kantor Perwakilan BP
MIGAS tidak melakukan pemutakhiran data dan informasi atas pelaksanaan
kegiatannya, sehingga pencatatan dan pelaporan tidak berdasarkan Sistem
Informasi Akuntansi Keuangan (SIAK), pencatatan selisih kurs Tahun 2011
tidak sesuai dengan surat keputusan Kepala BP MIGAS, realisasi pembayaran
perjalanan dinas yang melebihi anggaran yang disetujui oleh Kemenkeu dan
pencatatan pada buku kas tidak mencantumkan nomor register sebagaimana
yang tercantum dalam dokumen bukti pengeluaran kas.

Kasus-kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum
melakukan rekonsiliasi secara optimal terkait pencatatan, belum menyusun
kebijakan internal untuk suatu prosedur serta belum optimal dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada Kepala BP MIGAS antara lain agar menyusun kebijakan internal
atas suatu prosedur serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian,
melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja terkait secara
periodik.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil pemeriksaan LK BP MIGAS Tahun 2011 dan Tahun 2012 mengungkapkan
16 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai Rp1.715.292,58 juta. Rincian kelompok dan jenis temuan
dapat dilihat dalam Lampiran 8 dan 9.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan di antaranya terdapat selisih lebih pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) Tahun 2011 senilai Rp6,13 juta, terdapat piutang negara dari
pokok utang PT TPPI yang berpotensi tidak tertagih senilai USD139.233,36
ribu atau Rp1.697.115,43 juta, pelaksanaan proses pengadaan tidak sesuai
ketentuan dan prosedur yang berlaku dan Berita Acara penyelesaian
pekerjaan untuk renovasi Fit Out atas ruangan kantor yang disewa BP Migas
tidak dibuat sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan.

Dari kasus kerugian negara atas LK BP MIGAS senilai Rp6,13 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp6,13 juta pada
tanggal 25 April 2013.
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Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan terjadi karena Pejabat yang bertanggung jawab dan Panitia
Penerima Barang dalam melakukan tugasnya tidak memahami ketentuan
yang berlaku serta lemahnya dalam pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
Kepala BP MIGAS antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang
bertanggung jawab serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan.

Perum Produksi Film Negara (Perum PFN) Tahun 2007, Tahun
2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010

Opini

BPK telah melakukan pemeriksaan atas 4 LK Perum PFN yang meliputi
Laporan Keuangan Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010
dan memberikan opini TMP atas keempat laporan keuangan tersebut
karena adanya kesangsian besar mengenai kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Hasil pemeriksaan SPI atas LK Perum PFN Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun
2009 dan Tahun 2010 menunjukkan terdapat 7 kasus kelemahan sistem
pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Rincian
kelompok dan jenis temuan dapat dilihat dalam Lampiran 7.

Kasus-kasus kelemahan SPI di antaranya dana pinjaman dengan penerimaan
piutang dagang sebagian besar telah digunakan untuk membiayai kegiatan
operasional pada LK Perum PFN Tahun 2007. Kelemahan SPI lainnya adalah
Perum PFN menanggung denda keterlambatan atas hutang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang belum dikenakan sanksi administrasi/denda Tahun
2007. Hal tersebut juga terjadi pada LK Perum PFN Tahun 2008, Tahun 2009
dan Tahun 2010.

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena Manajemen Perum
PFN tidak memiliki rencana dan pengendalian yang jelas atas pemanfaatan
dana pinjaman dan belum mematuhi ketentuan perpajakan.

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada Perum PFN agar mempertanggungjawabkan penggunaan dana
pinjaman kepada Menteri BUMN dan mengupayakan pembayaran kewajiban
pajak dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki.
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Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil pemeriksaan LK Perum PFN Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009 dan
Tahun 2010 mengungkapkan 5 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan. Rincian kelompok dan jenis temuan dapat
dilihat dalam Lampiran 8 dan 9.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan tersebut di antaranya PPN yang sudah dipungut oleh Perum PFN
dari Duta Visual Nusantara (TV 7) Tahun 2009 senilai Rp46,05 juta belum
disetor ke kas negara setelah masa pajak, sehingga berpotensi terkena
sanksi denda administrasi atas keterlambatan penyetoran PPN yang sudah
dipungut. Kasus tersebut terjadi pada LK Perum PFN Tahun 2009 dan Perum
PFN tidak memungut PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) dari beberapa pihak
kedua sehingga beban pajak menjadi kewajiban Perum PFN, yang terjadi
pada LK Perum PFN Tahun 2007 dan Tahun 2008.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab
belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya
pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-
pihak terkait.

Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
Kepala Perum PFN agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara
memadai, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memberikan
sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

LK PDAM Kota Padang Tahun 2012 dan PDAM Tirta Benteng
Kota Tangerang Tahun 2012

Opini

Hasil Pemeriksaan atas 2 LK PDAM Tahun 2012, BPK memberikan opini WDP
atas LK PDAM Kota Padang, dan opini TMP atas LK PDAM Tirta Benteng Kota
Tangerang.

Opini WDP diberikan atas LK PDAM Kota Padang antara lain karena saldo
persediaan tidak didukung dengan dokumen dan catatan, perbedaan
pencatatan nilai dan luas tanah antara rincian aset tanah dan laporan
keuangan, saldo pembayaran di muka belum diakui dan dianggarkan.
Sedangkan opini TMP diberikan atas LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang
antaralain karena RencanaKerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan
Tahun 2011 yang belum disahkan, aset tetap tidak dapat teridentifikasi,
beban untuk dana stakeholder yang tidak dilengkapi dengan bukti yang
memadai, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum dan
tidak diikat dengan perjanjian.
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Hasil pemeriksaan SPI atas LK PDAM Kota Padang dan LK PDAM Tirta
Benteng Kota Tangerang menunjukkan terdapat 26 kasus kelemahan SPI,
meliputi 12 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan,
6 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja dan 8 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian
kelompok dan jenis temuan dapat dilihat dalam Lampiran 7.

Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya penyajian nilai aset
tetap Instalasi Transmisi dan Distribusi, Aset Instalasi Pompa, dan Aset
Tetap dalam penyelesaian pada Neraca per 31 Desember 2012 tidak dapat
diyakini kewajarannya pada LK PDAM Kota Padang, pelaksanaan kerjasama
PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dengan BRI mengenai penerimaan
pembayaran tagihan rekening air dari pelanggan secara online tidak disertai
dengan kegiatan rekonsiliasi, dan terdapat beberapa realisasi Uang Muka
Kerja (UMK) atas kegiatan yang berhubungan dengan bisnis utama PDAM
dan kegiatan penunjang yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam standar
operasional dan prosedur pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat yang
berwenang belum melakukan rekonsiliasi secara optimal terkait pencatatan,
belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan
prosedur, serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya.

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada Direktur PDAM agar menyusun kebijakan internal atas suatu
prosedur atau keseluruhan prosedur, serta meningkatkan pengawasan dan
pengendalian, dan melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan
kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 21 kasus ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan pada LK PDAM Kota Padang dan
LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang senilai Rp3.666,32 juta di antaranya
terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp153,12 juta.
Rincian kelompok dan jenis temuan dapat dilihat dalam Lampiran 8 dan 9.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan tersebut di antaranya terdapat kelebihan pembayaran atas
kekuranganvolume tiga pekerjaan pemasangan pipa pada PDAM Kota Padang
senilai Rp22,63 juta, realisasi biaya Dewan Pengawas Tahun 2012 tidak
sesuai ketentuan yang digunakan antara lain untuk gaji Dewan Pengawas,
biaya makan dan minum, biaya perjalanan dinas, honor sekretariat, THR,
dan tunjangan cuti gaji ke-13 di PDAM Kota Padang senilai Rp153,12 juta,
kekurangan pembayaran pajak penghasilan Badan berdasarkan perhitungan
laba fiskal pada PDAM Kota Padang senilai Rp2,91 miliar dan saldo UMK di
bagian personalia dan administrasi belum semua dipertanggungjawabkan
per 31 Desember 2012 pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.

Buku Il [HPS



IHPS Il Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan

4.40

4.41

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan pada umumnya terjadi karena PPK dan panitia pengadaan tidak
memahami ketentuan yang berlaku, dan lalai dalam melaksanakan tugasnya
serta lemahnya dalam pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi
kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan
kerugian perusahaan daerah dengan menyetorkan uang ke kas daerah
atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti
kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
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Lampiran 1
Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester Il Tahun 2013
No Kelompok dan Jenis Temuan Jumlel LKPD LK Fadan
Kasus Lainnya
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
| Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 601 568 33
1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 291 271 20
2 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 229 220 9
3 Entitas terlambat menyampaikan laporan 4 4 -
4 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 70 66 4
5 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung
. 7 7 -
SDM yang memadai
] Kelemahan Sistem Pengendallan Pelaksanaan Anggaran 582 549 33
Pendapatan dan Belanja
Perencanaan kegiatan tidak memadai 215 210 5
Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta
penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai 45 44 1
ketentuan
3 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang 167 157 10
diperiksa tentang pendapatan dan belanja
4 Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/D 27 27 -
5 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum
dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ 72 65 7
pendapatan
6 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum 56 16 10
dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja
1l Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 265 250 15
1 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu 146 136 10
prosedur atau keseluruhan prosedur
2 SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal 95 90 5
atau tidak ditaati
3 Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak 27 2 )
berjalan optimal
4 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai 2 2 -
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 1.448 1.367 81
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Halaman 1 - Lampiran 2

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester Il Tahun 2013
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

LKPD LK Badan Lainnya
No Kelompok dan Jenis Temuan J:mlah Nilai
asus Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Kasus Kasus
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:
I Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan 744 652.448,93 739 652.096,90 5 352,03
1 Belanja Perjalanan Dinas Fiktif 51 44.351,93 51 44.351,93 - -
2 Belanja atau pengadaan fiktif lainnya 38 15.441,59 38 15.441,59 - -
3 Rekanan p?ngadaan parang/Jasa tidak 5 3.597,02 5 3.597,02 ) .
menyelesaikan pekerjaan
4 Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang 144 100.786,88 143 100.764,25 1 22,63
5 Keleb{han pembayaran selain kekurangan volume 103 42.652,59 103 42.652,59 ) )
pekerjaan dan/atau barang
6 Pemahalan harga (Mark up) 43 49.386,19 43 49.386,19 - -
7 Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi 31 5.862,32 30 5.752,32 1 110,00
8 Biaya PerJaIana.n Dinas ganda dan atau melebihi 67 30.493,66 67 30.493,66 ) )
standar yang ditetapkan
9 Pembayaran h(?norarlum ganda dan atau melebihi 78 23.851,35 27 23.791,20 1 60,15
standar yang ditetapkan
10 |Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai 12 11.517,33 1 11.517,33 ) )
dengan kontrak
11 Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan 143 86.037,53 141 85.878,28 2 159,25
12 | Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/
daerah/perusahaan tidak sesuai ketentuan dan 1 12.998,98 1 12.998,98 - _
merugikan negara/daerah/perusahaan
13 Lain-lain 78 225.471,56 78 225.471,56 - -
] Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan 132 770.343,43 130 768.666,58 2 1.676,85
USD 139,233.36 - USD 139,233.36
Jumlah Rupiah Total 2.467.458,86 768.666,58 1.698.792,28
1 Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/
jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan 48 78.643,12 48 78.643,12 - -
sebagian atau seluruhnya
2 Rekanan belum melaksanakan kewajiban
pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah 5 1.331,72 5 1.331,72 - -
rusak selama masa pemeliharaan
3 Aset dikuasai pihak lain 31 568.714,93 30 567.038,08 1 1.676,85
4 Pembelian aset yang berstatus sengketa 1 2.503,52 1 2.503,52 - -
5 Aset tidak diketahui keberadaannya 10 29.369,87 10 29.369,87 - -
6 Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan,
pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak 4 6.567,05 4 6.567,05 - -
sesuai ketentuan
7 Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban
untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah/ 1 1.647,12 1 1.647,12 - -
perusahaan
8 Plutang/pl-njéman atau‘dana bergulir yang 16 19.564,06 15 19.564,06 1 )
berpotensi tidak tertagih
USD 139,233.36 USD 139,233.36
Jumlah Rupiah 1.716.679,49 1.697.115,43
9 Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan 1 284,46 1 284,46 - -
10 |Lain-lain 15 61.717,58 15 61.717,58 - -
11} Kekurangan Penerimaan 319 138.162,93 308 132.450,92 11 5.712,01
USD 1,308.80 USD 88.65 USD 1,220.15
Jumlah Rupiah Total 154.115,89 133.531,48 20.584,41
1 Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak
ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas 149 43.859,49 147 43.836,88 2 22,61
Negara/Daerah/Perusahaan
USD 820.87 USD 820.87
Jumlah Rupiah 53.865,07 43.836,88 10.028,19
2 Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan lainnya
(selain denda keterlambatan) belum/tidak 132 69715 11 124 64.025 71 8 5 689 40
ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas e e e
Negara/Daerah/Perusahaan
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Halaman 2 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

LKPD LK Badan Lainnya
No Kelompok dan Jenis Temuan J:mlah Nilai
asus Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Kasus Kasus
3 Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah 17 11.996,25 17 11.996,25 - -
4 Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum 1 202,41 1 292,41 ) .
masuk ke kas Daerah
5 Penerimaan Negara/daerah diterima/digunakan
oleh instansi yang tidak berhak 7 6.752,15 7 6.752,15 } .
6 Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari 9 5.136,66 9 5.136,66 . .
ketentuan
USD 88.65 USD 88.65
Jumlah Rupiah 6.217,22 6.217,22
7 Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS 1 - - - 1 -
USD 399.28 USD 399.28
Jumlah Rupiah 4.866,82 4.866,82
8 Lain-lain 3 410,86 3 410,86 - -
IV | Kelemahan Administrasi 851 - 820 - 31 -
1 Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak 37 37 .
akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)
2 Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak 336 331 5
lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)
3 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau 11 11 .
penetapan anggaran
4 Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai
ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/ 44 40 4
daerah/perusahaan)
5 Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan 3 2 1
6 Pelaksanaan lelang secara proforma 1 1 -
7 Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang
pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik 116 109 7
Negara/Daerah
8 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang tertentu lainnya seperti 69 59 10
kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.
9 Pembentukan cadangan piutang, perhitungan 1 . 1
penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan
10 | Penyetoran penerimaan negara melebihi batas
. 47 47 -
waktu yang ditentukan
11 | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan 28 28 .
melebihi batas waktu yang ditentukan
12 | Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun 23 43 .
Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah
13 | Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung
f 19 19 -
bukti yang sah
14 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang
68 66 2
sah
15 | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah 13 13 -
16 | Lain-lain 15 14 1
V | Ketidakhematan 47 25.609,14 46 24.071,07 1 1.538,07
1 Pfenetapan Ifuahtas dah kuantitas barang/jasa yang ) 393,09 ) 393,09 . .
digunakan tidak sesuai standar
2 Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan 45 25.216,05 a 23.677,98 1 1.538,07
atau kemahalan harga
VI | Ketidakefektifan 72 441.358,20 71 439.597,65 1 1.760,55
1 Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak 50 383.604,40 49 381.843,85 1 1.760,55
sesuai peruntukan
2 Pemanfaatan barang/JaAsa dilakukan tidak sesuai 3 3.438,89 3 3.438,89 ) }
dengan rencana yang ditetapkan
3 Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan 11 53.169,03 11 53.169,03 - -
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(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

LKPD LK Badan Lainnya
No Kelompok dan Jenis Temuan J:mlah Nilai
asus Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Kasus Kasus
4 Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak 1 . 1 . ) )
terhadap pencapaian tujuan organisasi
5 Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat
sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan 4 146,28 4 146,28 - -
organisasi
6 Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal 1 999,60 1 999,60 - -
7 Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak
diselenggarakan dengan baik termasuk target 2 - 2 - - -
penerimaan tidak tercapai
Total Ketidakpatuhan 2.165 2.027.922,63 | 2.114 2.016.883,12 51 11.039,51
terhadap Ketentuan Perundang-undangan USD 140,542.16 USD 88.65 USD 140,453.51
Jumlah Rupiah Total 3.740.991,02 2.017.963,68 1.723.027,34
Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan 121 27.840,84 120 27.834,71 1 6,13
Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan 7 67.078,06 7 67.078,06 - -
Kekurangan Penerimaan 45 6.081,97 45 6.081,97 - -
Total Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas
Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti 173 101.000,87 172 100.994,74 1 6,13
dalam Proses Pemeriksaan

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bl per 31 Desember 2013
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Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2008 s.d. 2012

q q Opini Opini Opini Opini Opini
No. Entitas Pemerintah Daerah Tahun2o0a | Tanuinzoca | | Tanun 200t (R Taun 2012 ainzoze
1 |Prov. Aceh
LKPD 24 24 24 24 24
1 1 | Prov. Aceh 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
2 2 | Kab. Aceh Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 3 | Kab. Aceh Barat Daya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 4 | Kab. Aceh Besar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
5 5 | Kab. Aceh Jaya 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
6 6 | Kab. Aceh Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
7 7 | Kab. Aceh Singkil 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
8 8 | Kab. Aceh Tamiang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 9 | Kab. Aceh Tengah 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP-DPP
10 | 10 |Kab. Aceh Tenggara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 | 11 |Kab. Aceh Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
12 | 12 |Kab. Aceh Utara 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
13 | 13 |Kab. Bener Meriah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 | 14 | Kab. Bireuen 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
15 | 15 |Kab. Gayo Lues 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
16 | 16 | Kab. Nagan Raya 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP-DPP
17 | 17 |Kab. Pidie 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 | 18 |Kab. Pidie Jaya 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 | 19 |Kab. Simeulue 1 WDP 1 ™ 1 T™W 1 WDP 1 WDP*
20 | 20 |Kota Banda Aceh 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP-DPP
21 | 21 | Kota Langsa 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 | 22 | Kota Lhokseumawe 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
23 | 23 | Kota Sabang 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP
24 | 24 | Kota Subulussalam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
2 | Prov. Sumatera Utara
LKPD 27 29 34 34 34
1 25 | Prov. Sumatera Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 26 | Kab. Asahan 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
3 27 | Kab. Batubara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
4 28 | Kab. Dairi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 29 | Kab. Deli Serdang 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TW*
6 30 | Kab. Humbang Hasundutan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP-DPP
7 31 | Kab. Karo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 32 | Kab. Labuhanbatu 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 | 33 | Kab. Labuhanbatu Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | 34 | Kab. Labuhanbatu Utara 1 TMP 1 TMP 1 WDP
11 | 35 |Kab. Langkat 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
12 | 36 |Kab. Mandailing Natal 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
13 | 37 |Kab. Nias 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
14 | 38 |Kab. Nias Barat 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
15 | 39 [Kab. Nias Selatan 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
16 | 40 |Kab. Nias Utara 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
17 | 41 |Kab. Padang Lawas 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
18 | 42 |Kab. Padang Lawas Utara 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP*
19 | 43 | Kab. Pakpak Bharat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 | 44 |Kab. Samosir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
21 | 45 | Kab. Serdang Bedagai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 | 46 | Kab. Simalungun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
23 | 47 | Kab. Tapanuli Selatan 1 TMP 1 ™™ 1 T™W 1 WDP 1 WDP
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q q Opini Opini Opini Opini Opini
No. Entitas Pemerintah Daerah Taninzooe [ vantnzocatl Mranun 2osol (RS Tann 200z i
24 | 48 |Kab. Tapanuli Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
25 | 49 |Kab. Tapanuli Utara 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 | 50 |Kab. Toba Samosir 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
27 | 51 | Kota Binjai 1 WDP 1 T™W 1 T™W 1 WDP 1 WDP
28 | 52 | Kota Gunung Sitoli 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
29 | 53 |Kota Medan 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WTP 1 WTP-DPP
30 | 54 |Kota Padangsidimpuan 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
31 | 55 [Kota Pematangsiantar 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
32 | 56 |Kota Sibolga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WDP
33 | 57 | Kota Tanjungbalai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP*
34 | 58 | Kota Tebing Tinggi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
3 | Prov. Sumatera Barat
LKPD 20 20 20 20 20
1 59 | Prov. Sumatera Barat 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
2 60 | Kab. Agam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 61 | Kab. Dharmasraya 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
4 62 | Kab. Kep. Mentawai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 63 | Kab. Lima Puluh Kota 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 64 | Kab. Padang Pariaman 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 65 | Kab. Pasaman 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 66 | Kab. Pasaman Barat 1 T™MP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 67 | Kab. Pesisir Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | 68 | Kab. Sijunjung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 | 69 |Kab. Solok 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 | 70 |Kab. Solok Selatan 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP*
13 | 71 |Kab. Tanah Datar 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
14 | 72 | Kota Bukittinggi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
15 | 73 | Kota Padang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
16 | 74 |Kota Padang Panjang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
17 | 75 | Kota Pariaman 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
18 | 76 | Kota Payakumbuh 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 | 77 |Kota Sawahlunto 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 | 78 | Kota Solok 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
4 | Prov. Riau
LKPD 12 12 13 13 13
1 79 | Prov. Riau 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WTP-DPP
2 80 | Kab. Bengkalis 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
3 81 | Kab. Indragiri Hilir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
4 82 | Kab. Indragiri Hulu 1 T™MP 1 TMP 1 ™ 1 WDP 1 WDP*
5 83 | Kab. Kampar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 84 | Kab. Kepulauan Meranti 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP*
7 85 | Kab. Kuantan Singingi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP
8 86 | Kab. Pelalawan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
9 87 | Kab. Rokan Hilir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
10 | 88 |Kab. Rokan Hulu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 | 89 |Kab. Siak 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP-DPP
12 | 90 | Kota Dumai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 | 91 |Kota Pekanbaru 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 | Prov. Jambi
LKPD 11 12 12 12 12
1 92 | Prov. Jambi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
2 93 | Kab. Batang Hari 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
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5 : Opini Opini Opini Opini Opini
No-. Entitas Pemerintah Daerah Tahun2008 | Tahun2009 | Tahun2010 | Tahun2011 Tahun 2012
3 94 | Kab. Bungo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 95 | Kab. Kerinci 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 96 | Kab. Merangin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 97 | Kab. Muaro Jambi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
7 98 | Kab. Sarolangun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 99 | Kab. Tanjung Jabung Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 | 100 | Kab. Tanjung Jabung Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
10 | 101 [ Kab. Tebo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 | 102 | Kota Jambi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 | 103 | Kota Sungai Penuh 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
6 | Prov. Sumatera Selatan
LKPD 16 16 16 16 16
1 | 104 | Prov. Sumatera Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 | 105 | Kab. Banyuasin 1 TMP 1 T™W 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP
3 | 106 | Kab. Empat Lawang 1 WDP 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 TMP
4 | 107 | Kab. Lahat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 | 108 | Kab. Muara Enim 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 | 109 | Kab. Musi Banyuasin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 | 110 | Kab. Musi Rawas 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 | 111 | Kab. Ogan llir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 | 112 | Kab. Ogan Komering Ilir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
10 | 113 | Kab. Ogan Komering Ulu 1 WDP 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 | 114 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 | 115 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
13 | 116 | Kota Lubuklinggau 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
14 | 117 | Kota Pagar Alam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
15 | 118 | Kota Palembang 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
16 | 119 | Kota Prabumulih 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 | Prov. Bengkulu
LKPD 10 11 11 11 11
1 | 120 | Prov. Bengkulu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
2 | 121 | Kab. Bengkulu Selatan 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 | 122 | Kab. Bengkulu Tengah 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
4 | 123 | Kab. Bengkulu Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
5 | 124 | Kab. Kaur 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
6 | 125 | Kab. Kepahiang 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
7 | 126 | Kab. Lebong 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
8 | 127 | Kab. Mukomuko 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
9 | 128 | Kab. Rejang Lebong 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | 129 | Kab. Seluma 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™W 1 WDP
11 | 130 | Kota Bengkulu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP
8 | Prov. Lampung
LKPD 11 12 15 15 15
1 | 131 | Prov. Lampung 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP
2 | 132 | Kab. Lampung Barat 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP-DPP 1 WTP
3 | 133 | Kab. Lampung Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP-DPP 1 WDP
4 | 134 | Kab. Lampung Tengah 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
5 | 135 | Kab. Lampung Timur 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
6 | 136 | Kab. Lampung Utara 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 ™
7 | 137 | Kab. Mesuiji 1 WDP 1 TMP 1 WDP
8 | 138 | Kab. Pesawaran 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
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q q Opini Opini Opini Opini Opini
No. Entitas Pemerintah Daerah Tahun2008 | Tahun2009 | Tahun2010 | Tahun2011 Tahun 2012
9 | 139 | Kab. Pesisir Barat *xk
10 | 140 | Kab. Pringsewu 1 TMP 1 WDP 1 TMP
11 | 141 | Kab. Tanggamus 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 | 142 | Kab. Tulang Bawang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 | 143 | Kab. Tulang Bawang Barat 1 WDP 1 WTP 1 WTP
14 | 144 | Kab. Way Kanan 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
15 | 145 | Kota Bandar Lampung 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP-DPP 1 WTP
16 | 146 | Kota Metro 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
9 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung
LKPD 8 8 8 8 8
1 147 | Prov. Bangka Belitung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 148 | Kab. Bangka 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP-DPP
3 149 | Kab. Bangka Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 | 150 | Kab. Bangka Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 | 151 | Kab. Bangka Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP-DPP
6 | 152 | Kab. Belitung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 | 153 | Kab. Belitung Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 | 154 | Kota Pangkalpinang 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | Prov. Kepulauan Riau
LKPD 7 8 8 8 8
1 | 155 | Prov. Kepulauan Riau 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
2 | 156 | Kab. Bintan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
3 157 | Kab. Karimun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
4 | 158 | Kab. Kepulauan Anambas 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 | 159 | Kab. Lingga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 | 160 | Kab. Natuna 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
7 | 161 | Kota Batam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
8 | 162 | Kota Tanjungpinang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 | Prov. DKl Jakarta
LKPD 1 1 1 1 1
1 163 | Prov. DKI Jakarta 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP-DPP
12 | Prov. Jawa Barat
LKPD 27 27 27 27 27
1 164 | Prov. Jawa Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
2 165 | Kab. Bandung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 | 166 | Kab. Bandung Barat 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
4 | 167 | Kab. Bekasi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 | 168 | Kab. Bogor 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 | 169 | Kab. Ciamis 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 | 170 | Kab. Cianjur 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 | 171 | Kab. Cirebon 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 | 172 | Kab. Garut 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | 173 | Kab. Indramayu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 | 174 | Kab. Karawang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 | 175 | Kab. Kuningan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 | 176 | Kab. Majalengka 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 | 177 | Kab. Pangandaran HAk
15 | 178 | Kab. Purwakarta 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
16 | 179 | Kab. Subang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
17 | 180 | Kab. Sukabumi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
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No. Entitas Pemerintah Daerah a2 ooai|Wrani i zocall Meranr Zonol BRrarion 20xs e
18 | 181 | Kab. Sumedang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 | 182 | Kab. Tasikmalaya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 | 183 [ Kota Bandung 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
21 | 184 | Kota Banjar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
22 | 185 | Kota Bekasi 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
23 | 186 | Kota Bogor 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 | 187 | Kota Cimahi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
25 | 188 | Kota Cirebon 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 | 189 | Kota Depok 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP
27 | 190 | Kota Sukabumi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
28 | 191 | Kota Tasikmalaya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 | Prov. Jawa Tengah
LKPD 36 36 36 36 36
1 | 192 | Prov. Jawa Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP
2 | 193 | Kab. Banjarnegara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 | 194 | Kab. Banyumas 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
4 | 195 | Kab. Batang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 | 196 | Kab. Blora 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 | 197 | Kab. Boyolali 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
7 | 198 | Kab. Brebes 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 | 199 | Kab. Cilacap 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 | 200 | Kab. Demak 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
10 | 201 | Kab. Grobogan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 | 202 | Kab. Jepara 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
12 | 203 | Kab. Karanganyar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 | 204 | Kab. Kebumen 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
14 | 205 | Kab. Kendal 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
15 | 206 | Kab. Klaten 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
16 | 207 | Kab. Kudus 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
17 | 208 | Kab. Magelang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 | 209 | Kab. Pati 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 | 210 | Kab. Pekalongan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 | 211 | Kab. Pemalang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
21 | 212 | Kab. Purbalingga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 | 213 | Kab. Purworejo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
23 | 214 | Kab. Rembang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 | 215 | Kab. Semarang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
25 | 216 | Kab. Sragen 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 | 217 | Kab. Sukoharjo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
27 | 218 | Kab. Tegal 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
28 | 219 | Kab. Temanggung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
29 | 220 | Kab. Wonogiri 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
30 | 221 | Kab. Wonosobo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
31 | 222 | Kota Magelang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
32 | 223 | Kota Pekalongan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
33 | 224 | Kota Salatiga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
34 | 225 | Kota Semarang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
35 | 226 | Kota Surakarta 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
36 | 227 | Kota Tegal 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP
14 | Prov. D.l. Yogyakarta
LKPD 6 6 6 6 6
1 | 228 | Prov. D.I. Yogyakarta 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP-DPP 1 WTP
2 | 229 | Kab. Bantul 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
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3 | 230 | Kab. Gunung Kidul 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 | 231 | Kab. Kulon Progo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 | 232 | Kab. Sleman 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP-DPP
6 | 233 | Kota Yogyakarta 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP-DPP 1 WTP-DPP 1 WTP-DPP
15 | Prov. Jawa Timur
LKPD 39 39 39 39 39
1 | 234 | Prov.Jawa Timur 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP-DPP 1 WTP
2 | 235 | Kab. Bangkalan 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
3 | 236 | Kab. Banyuwangi 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
4 | 237 | Kab. Blitar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 | 238 | Kab. Bojonegoro 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 | 239 | Kab. Bondowoso 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP
7 | 240 | Kab. Gresik 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 | 241 | Kab. Jember 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
9 | 242 | Kab. Jombang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | 243 | Kab. Kediri 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 | 244 | Kab. Lamongan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 | 245 | Kab. Lumajang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 | 246 | Kab. Madiun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 | 247 | Kab. Magetan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
15 | 248 | Kab. Malang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
16 | 249 | Kab. Mojokerto 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
17 | 250 | Kab. Nganjuk 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
18 | 251 | Kab. Ngawi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 | 252 | Kab. Pacitan 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP-DPP 1 WDP
20 | 253 | Kab. Pamekasan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WDP
21 | 254 | Kab. Pasuruan 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 | 255 | Kab. Ponorogo 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
23 | 256 | Kab. Probolinggo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 | 257 | Kab. Sampang 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
25 | 258 | Kab. Sidoarjo 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 | 259 | Kab. Situbondo 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
27 | 260 | Kab. Sumenep 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
28 | 261 | Kab. Trenggalek 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
29 | 262 | Kab. Tuban 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WDP
30 | 263 | Kab. Tulungagung 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP-DPP 1 WTP
31 | 264 | Kota Batu 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
32 | 265 | Kota Blitar 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP-DPP 1 WTP
33 | 266 | Kota Kediri 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
34 | 267 | Kota Madiun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
35 | 268 | Kota Malang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP
36 | 269 | Kota Mojokerto 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP-DPP 1 WTP
37 | 270 | Kota Pasuruan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
38 | 271 | Kota Probolinggo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP
39 | 272 | Kota Surabaya 1 TMP 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WTP
16 | Prov. Banten
LKPD 8 9 9 9 9
1 | 273 | Prov. Banten 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 | 274 | Kab. Lebak 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 | 275 | Kab. Pandeglang 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
4 | 276 | Kab. Serang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP
5 | 277 | Kab. Tangerang 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
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6 | 278 | Kota Cilegon 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
7 | 279 | Kota Serang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 | 280 | Kota Tangerang 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
9 | 281 | Kota Tangerang Selatan 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP-DPP
17 | Prov. Bali
LKPD 10 10 10 10 10
1 | 282 | Prov. Bali 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 | 283 | Kab. Badung 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP
3 | 284 | Kab. Bangli 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 | 285 | Kab. Buleleng 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
5 | 286 | Kab. Gianyar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 | 287 | Kab. Jembrana 1 TMP 1 T™W 1 T™W 1 WDP 1 WDP
7 | 288 | Kab. Karangasem 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
8 | 289 | Kab. Klungkung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 | 290 | Kab. Tabanan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™MP
10 | 291 | Kota Denpasar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
18 | Prov. Nusa Tenggara Barat
LKPD 10 11 11 11 11
1 | 292 | Prov. Nusa Tenggara Barat 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WTP 1 WTP
2 | 293 | Kab. Bima 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
3 | 294 | Kab. Dompu 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP*
4 | 295 | Kab. Lombok Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 | 296 | Kab. Lombok Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
6 | 297 | Kab. Lombok Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 | 298 | Kab. Lombok Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 | 299 | Kab. Sumbawa 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
9 | 300 | Kab. Sumbawa Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | 301 | Kota Bima 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
11 | 302 | Kota Mataram 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 | Prov. Nusa Tenggara Timur
LKPD 20 21 22 22 22
1 | 303 | Prov. Nusa Tenggara Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
2 | 304 | Kab. Alor 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP*
3 | 305 | Kab. Belu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 | 306 | Kab. Ende 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
5 | 307 | Kab. Flores Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 | 308 | Kab. Kupang 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP*
7 | 309 | Kab. Lembata 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP*
8 | 310 | Kab. Manggarai 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
9 | 311 | Kab. Manggarai Barat 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP*
10 | 312 | Kab. Manggarai Timur 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP*
11 | 313 | Kab. Nagekeo 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
12 | 314 | Kab. Ngada 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
13 | 315 | Kab. Rote Ndao 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 T™MP
14 | 316 | Kab. Sabu Raijua 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
15 | 317 | Kab. Sikka 1 WDP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP 1 WDP*
16 | 318 | Kab. Sumba Barat 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
17 | 319 | Kab. Sumba Barat Daya 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 | 320 | Kab. Sumba Tengah 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 | 321 | Kab. Sumba Timur 1 WDP 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP*
20 | 322 | Kab. Timor Tengah Selatan 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP*
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21 | 323 | Kab. Timor Tengah Utara 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP*
22 | 324 | Kota Kupang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
20 | Prov. Kalimantan Barat
LKPD 14 15 15 15 15
1 | 325 | Prov. Kalimantan Barat 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
2 | 326 | Kab. Bengkayang 1 T™W 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 | 327 | Kab. Kapuas Hulu 1 ™ 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 | 328 | Kab. Kayong Utara 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
5 | 329 | Kab. Ketapang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 | 330 | Kab. Kubu Raya 1 ™™ 1 T™W 1 WDP 1 WDP
7 | 331 | Kab. Landak 1 ™ 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
8 | 332 | Kab. Melawi 1 TMP 1 ™ 1 T™W 1 ™ 1 WDP*
9 | 333 | Kab. Pontianak 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | 334 | Kab. Sambas 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 | 335 | Kab. Sanggau 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 | 336 | Kab. Sekadau 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP*
13 | 337 | Kab. Sintang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
14 | 338 | Kota Pontianak 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP-DPP
15 | 339 | Kota Singkawang 1 WDP 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
21 | Prov. Kalimantan Tengah
LKPD 15 15 15 15 15
1 | 340 | Prov. Kalimantan Tengah 1 WDP 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 TMP
2 | 341 | Kab. Barito Selatan 1 ™ 1 ™ 1 ™w 1 T™P ! wop*
3 | 342 | Kab. Barito Timur 1 TMP 1 ™ 1 TMP 1 TMP 1 TMP
4 | 343 | Kab. Barito Utara 1 T™W 1 T™W 1 TMP 1 TMP 1 TMP
5 | 344 | Kab. Gunung Mas 1 ™ 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP*
6 | 345 | Kab. Kapuas 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 | 346 | Kab. Katingan 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
8 | 347 | Kab. Kotawaringin Barat 1 WDP 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 | 348 | Kab. Kotawaringin Timur 1 T™W 1 W 1 W 1 WDP 1 TMP
10 | 349 | Kab. Lamandau 1 ™ 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 | 350 | Kab. Murung Raya 1 T™W 1 ™ 1 T™W 1 WDP 1 WDP
12 | 351 | Kab. Pulang Pisau 1 ™ 1 T™W 1 T™W 1 ™ 1 TMP
13 | 352 | Kab. Seruyan 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
14 | 353 | Kab. Sukamara 1 WDP 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WTP*
15 | 354 | Kota Palangka Raya 1 WDP 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 TMP
22 | Prov. Kalimantan Selatan
LKPD 14 14 14 14 14
1 | 355 | Prov. Kalimantan Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 | 356 | Kab. Balangan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 | 357 | Kab. Banjar 1 ™ 1 ™ 1 T™™W 1 WDP 1 WDP
4 | 358 | Kab. Barito Kuala 1 ™ 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 | 359 | Kab. Hulu Sungai Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 | 360 | Kab. Hulu Sungai Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 | 361 | Kab. Hulu Sungai Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 | 362 | Kab. Kotabaru 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™W
9 | 363 | Kab. Tabalong 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP*
10 | 364 | Kab. Tanah Bumbu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 | 365 | Kab. Tanah Laut 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 | 366 | Kab. Tapin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 | 367 | Kota Banjarbaru 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
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14 | 368 | Kota Banjarmasin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
23 | Prov. Kalimantan Timur
LKPD 12 12 12 12 12
1 | 369 | Prov. Kalimantan Timur 1 W 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP*
2 | 370 | Kab. Berau 1 ™ 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
3 | 371 | Kab. Bulungan 1 T™W 1 ™ 1 ™ 1 WDP 1 WDP*
4 | 372 | Kab. Kutai Barat 1 T™W 1 T™W 1 T™W™W 1 WDP 1 WDP*
5 | 373 | Kab. Kutai Kartanegara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WTP-DPP*
6 | 374 | Kab. Kutai Timur 1 TMP 1 TMP 1 T™W 1 T™W 1 WDP*
7 | 375 | Kab. Paser 1 T™W 1 W 1 ™ 1 WDP 1 WDP*
8 | 376 | Kab. Penajam Paser Utara 1 WDP 1 T™W 1 T™W 1 WDP 1 WDP*
9 | 377 | Kota Balikpapan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
10 | 378 | Kota Bontang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP*
11 | 379 | Kota Samarinda 1 TMP 1 T™W 1 TMP 1 TMP 1 WDP*
12 | 380 | Kota Tarakan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP*
24 | Prov. Kalimantan Utara
LKPD 2 3 3 3 3
1 | 381 | Prov. Kalimantan Utara o
2 | 382 | Kab. Malinau 1 ™ 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP*
3 | 383 | Kab. Nunukan 1 WDP 1 T™W 1 W 1 WDP 1 WDP*
4 | 384 | Kab. Tana Tidung 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP*
25 | Prov. Sulawesi Utara
LKPD 14 16 16 16 16
1 | 385 | Prov. Sulawesi Utara 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP-DPP
2 | 386 | Kab. Bolaang Mongondow 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 TMP 1 TMP
3 | 387 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
4 | 388 | Kab. Bolaang Mongondow Timur 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
5 | 389 | Kab. Bolaang Mongondow Utara 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 T™MP 1 TMP*
6 | 390 | Kab. Kepulauan Sangihe 1 WDP 1 TW 1 W 1 TMP 1 T™MP
7 | 391 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 1 WDP 1 WDP 1 TW 1 WDP 1 WDP
8 | 392 | Kab. Kepulauan Talaud 1 TMP 1 TMP 1 T™W 1 TMP 1 W
9 | 393 | Kab. Minahasa 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 W
10 | 394 | Kab. Minahasa Selatan 1 ™W 1 ™W 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP*
11 | 395 | Kab. Minahasa Tenggara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP*
12 | 396 | Kab. Minahasa Utara 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
13 | 397 | Kota Bitung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP-DPP
14 | 398 | Kota Kotamobagu 1 WDP 1 WDP 1 ™ 1 ™ 1 WDP*
15 | 399 | Kota Manado 1 WDP 1 T™W 1 TMP 1 ™ 1 WDP
16 | 400 | Kota Tomohon 1 W 1 T™W 1 TMP 1 TMP 1 WDP
26 | Prov. Sulawesi Tengah
LKPD 11 12 12 12 12
1 | 401 | Prov. Sulawesi Tengah 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
2 | 402 | Kab. Banggai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
3 | 403 | Kab. Banggai Kepulauan 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP
4 | 404 | Kab. Buol 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 TMP
5 | 405 | Kab. Donggala 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP
6 | 406 | Kab. Morowali 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
7 | 407 | Kab. Parigi Moutong 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
8 | 408 | Kab. Poso 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
9 | 409 | Kab. Sigi 1 TMP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP
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10 | 410 | Kab. Tojo Una-Una 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
11 | 411 | Kab. Tolitoli 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 | 412 | Kota Palu 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
27 | Prov. Sulawesi Selatan
LKPD 24 25 25 25 25
1 | 413 | Prov. Sulawesi Selatan 1 T™MP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
2 | 414 | Kab. Bantaeng 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 | 415 | Kab. Barru 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
4 | 416 | Kab. Bone 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 | 417 | Kab. Bulukumba 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
6 | 418 | Kab. Enrekang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 | 419 | Kab. Gowa 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
8 | 420 [ Kab. Jeneponto 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TMP
9 | 421 | Kab. Kep. Selayar 1 TMP 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
10 | 422 | Kab. Luwu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
11 | 423 | Kab. Luwu Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP-DPP
12 | 424 | Kab. Luwu Utara 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
13 | 425 | Kab. Maros 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
14 | 426 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
15 | 427 | Kab. Pinrang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
16 | 428 | Kab. Sidenreng Rappang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
17 | 429 | Kab. Sinjai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 | 430 | Kab. Soppeng 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
19 | 431 | Kab. Takalar 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
20 | 432 | Kab. Tana Toraja 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
21 | 433 | Kab. Toraja Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 | 434 | Kab. Wajo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
23 | 435 | Kota Makassar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 | 436 | Kota Palopo 1 WDP 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP
25 | 437 | Kota Pare-Pare 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TMP
28 | Prov. Sulawesi Tenggara
LKPD 13 13 13 13 13
1 | 438 | Prov. Sulawesi Tenggara 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 | 439 | Kab. Bombana 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP
3 | 440 | Kab. Buton 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
4 | 441 | Kab. Buton Utara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
5 | 442 | Kab. Kolaka 1 ™ 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 | 443 | Kab. Kolaka Utara 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 | 444 | Kab. Konawe 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
8 | 445 | Kab. Konawe Selatan 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
9 | 446 | Kab. Konawe Utara 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 TMP*
10 | 447 | Kab. Muna 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
11 | 448 | Kab. Wakatobi 1 TMP 1 TW 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 | 449 | Kota Baubau 1 ™ 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
13 | 450 | Kota Kendari 1 W 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
29 | Prov. Gorontalo
LKPD 7 7 7 7 7
1 | 451 | Prov. Gorontalo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 | 452 | Kab. Boalemo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 | 453 | Kab. Bone Bolango 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 | 454 | Kab. Gorontalo 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP
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5 | 455 | Kab. Gorontalo Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 | 456 | Kab. Pohuwato 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 | 457 | Kota Gorontalo 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
30 | Prov. Sulawesi Barat
LKPD 6 6 6 6 6
1 | 458 | Prov. Sulawesi Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 | 459 | Kab. Majene 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 | 460 | Kab. Mamasa 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
4 | 461 | Kab. Mamuju 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP
5 | 462 | Kab. Mamuju Utara 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 | 463 | Kab. Polewali Mandar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
31 | Prov. Maluku
LKPD 9 12 12 12 11
1 | 464 | Prov. Maluku 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
2 | 465 | Kab. Buru 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 TMP*
3 | 466 | Kab. Buru Selatan 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 TMP*
4 | 467 | Kab. Kepulauan Aru 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP *x
5 | 468 | Kab. Maluku Barat Daya 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
6 | 469 | Kab. Maluku Tengah 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP*
7 | 470 | Kab. Maluku Tenggara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
8 | 471 | Kab. Maluku Tenggara Barat 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 TMP
9 | 472 | Kab. Seram Bagian Barat 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP*
10 | 473 | Kab. Seram Bagian Timur 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP*
11 | 474 | Kota Ambon 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
12 | 475 | Kota Tual 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
32 | Prov. Maluku Utara
LKPD 9 9 10 10 10
1 | 476 | Prov. Maluku Utara 1 TMP 1 T™W 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
2 | 477 | Kab. Halmahera Barat 1 TMP 1 T™W 1 TMP 1 TMP 1 WDP*
3 | 478 | Kab. Halmahera Selatan 1 TMP 1 T™W 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
4 | 479 | Kab. Halmahera Tengah 1 TMP 1 ™ 1 TMP 1 TMP 1 WDP
5 | 480 | Kab. Halmahera Timur 1 T™P 1 ™ 1 T™P 1 T™P ! WDP*
6 | 481 | Kab. Halmahera Utara 1 T™MP 1 TW 1 TMP 1 T™MP 1 WDP
7 | 482 | Kab. Kepulauan Sula 1 TMP 1 ™ 1 T™MP 1 TMP 1 TMP*
8 | 483 | Kab. Pulau Morotai 1 TMP 1 TMP 1 TMP*
9 | 484 | Kota Ternate 1 TMP 1 T™W 1 TMP 1 WDP 1 WDP*
10 | 485 | Kota Tidore Kepulauan 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
33 | Prov. Papua
LKPD 22 23 28 30 30
1 | 486 | Prov. Papua 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
2 | 487 | Kab. Asmat 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 | 488 | Kab. Biak Numfor 1 TMP 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP*
4 | 489 | Kab. Boven Digoel 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP*
5 | 490 | Kab. Deiyai 1 TMP 1 TMP*
6 | 491 | Kab. Dogiyai 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
7 | 492 | Kab. Intan Jaya 1 TMP 1 TMP*
8 | 493 | Kab. Jayapura 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 | 494 | Kab. Jayawijaya 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | 495 | Kab. Keerom 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
11 | 496 | Kab. Kepulauan Yapen 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
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12 | 497 | Kab. Lanny Jaya 1 TMP 1 TMP 1 TMP*
13 | 498 | Kab. Mamberamo Raya 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
14 | 499 | Kab. Mamberamo Tengah 1 TMP 1 TMP 1 TMP*
15 | 500 | Kab. Mappi 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
16 | 501 | Kab. Merauke 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
17 | 502 | Kab. Mimika 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 | 503 | Kab. Nabire 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 ™ 1 TW*
19 | 504 | Kab. Nduga 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP*
20 | 505 | Kab. Paniai 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
21 | 506 | Kab. Pegunungan Bintang 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 ™ 1 WDP
22 | 507 | Kab. Puncak 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
23 | 508 | Kab. Puncak Jaya 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 T™P
24 | 509 | Kab. Sarmi 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
25 | 510 | Kab. Supiori 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
26 | 511 | Kab. Tolikara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
27 | 512 | Kab. Waropen 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
28 | 513 | Kab. Yahukimo 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP
29 | 514 | Kab. Yalimo 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
30 | 515 | Kota Jayapura 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP

34 | Prov. Papua Barat
LKPD 10 10 12 12 12
1 | 516 | Prov. Papua Barat 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP*
2 | 517 | Kab. Fakfak 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
3 | 518 | Kab. Kaimana 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 T™MP 1 WDP*
4 | 519 | Kab. Manokwari 1 TMP 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
5 | 520 | Kab. Manokwari Selatan Rk
6 | 521 | Kab. Maybrat 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP*
7 | 522 | Kab. Pegunungan Arfak *Hk
8 | 523 | Kab. Raja Ampat 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 T™MP 1 WDP
9 | 524 | Kab. Sorong 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP*
10 | 525 | Kab. Sorong Selatan 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 | 526 | Kab. Tambrauw 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
12 | 527 | Kab. Teluk Bintuni 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP*
13 | 528 | Kab. Teluk Wondama 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™MP*
14 | 529 | Kota Sorong 1 WDP 1 WDP 1 ™™ 1 TMP 1 T™MP*
Jumlah 485 504 522 524 523
Keterangan
WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)

WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion with modified wording)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)

W : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)

T™MP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)
* : Hasil Pemeriksaan Semester Il Tahun 2013

** : Dalam proses penyusunan laporan

*xx : Daerah pemekaran baru
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Lampiran 4
Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
Jumlah Kasus
No. Kelompok dan Jenis Temuan
Provinsi Kabupaten Kota Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
| Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi 48 455 65 568
dan Pelaporan
1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak 23 212 36 271
akurat
2 Proses penyusunan laporan tidak sesuai 17 182 21 220
ketentuan
3 Entitas terlambat menyampaikan laporan - 4 - 4
$|stem Informa'\5| Akuntansi dan Pelaporan 3 50 3 66
tidak memadai
5 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan 7 7
belum didukung SDM yang memadai
I Kelemahan Sistem Pengendallan.PeIaksanaan 50 446 53 549
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Perencanaan kegiatan tidak memadai 15 173 22 210
Mekanisme pemungutan, penyetoran dan
pelaporan serta penggunaan penerimaan 7 31 6 44
daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan
3 Penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan bidang teknis
tertentu atau ketentuan intern organisasi 6 137 14 157
yang diperiksa tentang pendapatan dan
belanja
Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD 5 18 4 27
5 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat
atau belum dilakukan berakibat hilangnya 10 51 4 65
potensi penerimaan/pendapatan
6 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat
atau belum dilakukan berakibat peningkatan 7 36 3 46
biaya/belanja
1l Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 18 206 26 250
1 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk 9 113 14 136
suatu prosedur atau keseluruhan prosedur
2 SOP yang a?da pada ermtas jndak. berjalan 7 74 9 90
secara optimal atau tidak ditaati
3 Satuan Pengawas Intern yang ada tidak
. . . . 2 17 3 22
memadai atau tidak berjalan optimal
4 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang i ) ) )
memadai
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 116 1.107 144 1.367

Buku Il - Lampiran



IHPS Il Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 1 - Lampiran 5

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Tingkat Pemerintahan Total
No. Kelompok dan Jenis T . Provinsi Kabupaten Kota Jumah i
ilai
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai e
Kasus Kasus Kasus
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan
I Kerugian Daerah 72 111.109,41 598 518.329,75 69 22.657,74 739 652.096,90
1 Belanja Perjalanan Dinas Fiktif 6 13.914,81 36 28.717,92 9 1.719,20 51 44.351,93
2 | Belanja atau pengadaan fiktif lainnya 3 1.158,09 33 14.115,66 2 167,84 38 15.441,59
3 Rekanan pgngadaan l.narang/Jasa tidak . . 4 3.423,85 1 173,17 5 3.597,02
menyelesaikan pekerjaan
4 Eg'::r:znga“ volume pekerjaan dan/atau 14| 1331406| 118 85.303,44 11 2146,75| 143 100.764,25
5 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan 11 8.701,10 85|  33.699,60 7 251,89 103|  42.652,59
volume pekerjaan dan/atau barang
6 Pemahalan harga (Mark up) 4 9.518,13 36 39.562,86 3 305,20 43 49.386,19
7 g‘fizii‘i‘”aa” uang/barang untuk kepentingan 1 335,30 26 4.062,57 3 1.354,45 30 5.752,32
8 | Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau 9| 921582 50| 19.11655 8| 216129 67| 30.493,66
melebihi standar yang ditetapkan
9 | Pembayaran honorarium ganda dan atau 4 8.869,00 22| 13.919,62 1 1.002,58 27| 23.791,20
melebihi standar yang ditetapkan
10 SpeS|f|kaS| barang/jasa yang diterima tidak 1 1.773,24 9 3.980,01 2 5.764,08 12 11.517,33
sesuai dengan kontrak
11 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan 12 18.827,13 114 60.850,15 15 6.201,00 141 85.878,28
12 | Penjualan/pertukaran/penghapusan aset
daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan 1 12.998,98 - - - - 1 12.998,98
daerah
13 | Lain-lain 6 12.483,75 65 211.577,52 7 1.410,29 78 225.471,56
n Potensi Kerugian Daerah 14 607.663,04 98 142.967,39 18 18.036,15 130 768.666,58
1 Kelebihan Pembayaran dalam pengadaan
barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan 5 43.330,33 38 34.956,75 5 356,04 48 78.643,12
belum dilakukan sebagian atau seluruhnya
2 Rekanan belum melaksanakan kewajiban
pemeliharaan barang hasil pengadaan yang - - 4 1.288,41 1 43,31 5 1.331,72
telah rusak selama masa pemeliharaan
3 Aset dikuasai pihak lain 5 508.356,11 21 57.818,77 4 863,20 30 567.038,08
4 Pembelian aset yang berstatus sengketa - - 1 2.503,52 - - 1 2.503,52
5 Aset tidak diketahui keberadaannya 1 575,00 7 21.798,55 2 6.996,32 10 29.369,87
6 Pemberian jaminan dalam pelaksanaan
pekerjaan, pemanfaatan barang dan - - 3 685,22 1 5.881,83 4 6.567,05
pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan
7 Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban
untuk menyerahkan aset kepada daerah ) : 1 1.647,12 . . 1 1.647,12
8 | Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang 2 3312,21 12| 14.746,73 1 1.505,12 15| 19.564,06
berpotensi tidak tertagih
9 Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan - - - - 1 284,46 1 284,46
10 | Lain-lain 1 52.089,39 11 7.522,32 3 2.105,87 15 61.717,58
n Kekurangan Penerimaan 31 30.211,07 248 95.595,40 29 6.644,45 308 132.450,92
- UsD 88.65 - USD 88.65
Jumlah Rupiah Total - 30.211,07 - 96.675,96 - 6.644,45 - 133.531,48
1 Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak
ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor 12 15.529,08 120 27.094,32 15 1.213,48 147 43.836,88
ke Kas Daerah
2 Penerimaan Negara/Daerah lainnya
(selain denda keterlambatan) belum/tidak 1 - 1 ) 1 25 71
ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke 6 433,18 9 47.089,30 3 4.502,63 4 64.025,7
Kas Negara/Daerah
Penggunaan langsung Penerimaan Daerah 1 544,84 15 11.433,05 1 18,36 17 11.996,25
4 Dana Perimbangan yang telah ditetapkan . . 1 292,41 . R 1 292,41
belum masuk ke kas Daerah
5 Penerimaan negara/daerah diterima atau
digunakan oleh instansi yang tidak berhak ! 1.081,47 6 5.670,68 ] ) Y 6.752,15
6 Pen.genaan tarif pajak/PNBP lebih rendah 1 622,50 4 3.604,18 4 909,08 9 5.136,66
dari ketentuan
- - - USD 88.65 - - - USD 88.65
Jumlah Rupiah 622,50 4.684,74 909,98 6.217,22
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Halaman 2 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Tingkat Pemerintahan Total
No. Kelompok dan Jenis Temuan BEOVISS Kabupaten Kota Jumlah Nilai
ilai
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Kasus
Kasus Kasus Kasus
7 Lain-lain - - 3 410,86 - - 3 410,86
IV | Kelemahan Administrasi 73 661 86 820 -
1 Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak 5 2 6 37

akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)

2 Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti
tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain 28 267 36 331
perjalanan dinas)

3 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak

1 10 - 11

atau penetapan anggaran

4 Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai
ketentuan (tidak menimbulkan kerugian 5 30 5 40
daerah)

5 | Pemecahan kontrak untuk menghindari ) 2 . )
pelelangan

6 Pelaksanaan lelang secara proforma - 1 - 1

7 Penyimpangan terhadap peraturan per-Uu
bidang pengelolaan perlengkapan atau 13 86 10 109
Barang Milik Daerah

8 | Penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan bidang tertentu

lainnya seperti kehutanan, pertambangan, 5 48 6 59
perpajakan, dll.

9 Penyetoran penerimaan negara/daerah 5 33 9 47
melebihi batas waktu yang ditentukan

10 | Pertanggungjawaban/penyetoran uang
persediaan melebihi batas waktu yang 1 25 2 28
ditentukan

11 | Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir 5 40 1 23
Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah

12 | Pengeluaran investasi pemerintah tidak
didukung bukti yang sah 1 7 1 »

13 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti 5 53 3 66
yang sah

14 | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah 2 10 1 13

15 | Lain-lain - 13 1 14

V | Ketidakhematan 7 4.175,90 35 15.563,76 4 4.331,41 46 24.071,07
Peneta'pan kualltés dan kua.ntltas barang/jasa 1 393,09 1 . . . 2 393,09
yang digunakan tidak sesuai standar

2 | Pemborosan keuangan daerah atau 6 3.782,81 34| 15.563,76 4 4331,41 44|  23.677,98
kemahalan harga

VI | Ketidakefektifan 9| 274.088,20 54| 154.713,88 8 10.795,57 71 439.597,65

1 |Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ 9| 27408820 35| 97.966,20 5 9.789,45| 49| 381.843,:85
tidak sesuai peruntukan

2 Pemar\faatan barang/jasa d||a!<ukan tidak ) . 2 2.529,77 1 909,12 3 3.438,89
sesuai dengan rencana yang ditetapkan

3 B.arang yang dibeli belum/tidak dapat . . 9 53.072,03 2 97,00 11 53.169,03
dimanfaatkan

4 Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak . . 1 : . . 1 :
terhadap pencapaian tujuan organisasi

5 Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat
sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan - - 4 146,28 - - 4 146,28
organisasi

6 Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal - - 1 999,60 - - 1 999,60

7 Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa
tidak diselenggarakan dengan baik termasuk - - 2 - - - 2 -
target penerimaan tidak tercapai

Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan 206 | 1.027.247,62 | 1.694 927.170,18 214 62.465,32 | 2.114| 2.016.883,12
Peraturan Perundang-Undangan - USD 88.65 - USD 88.65
Jumlah Rupiah Total 1.027.247,62 928.250,74 62.465,32 2.017.963,68

Keterangan:

1. Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bl per 31 Desember 2013
2. Dari kasus kerugian negara/daerah/perusahaan tersebut terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 363 kasus senilai Rp310.779,65 juta
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